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1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Sidang saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.  
 
  

 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu, salam 

sejahtera. Hari ini kita akan melanjutkan agenda persidangan dengan 
agenda berikutnya, yaitu mendengar jawaban Termohon, keterangan 
Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan bukti yang 
disampaikan oleh pihak-pihak ini.   

Pagi ini untuk kloter pertama ada 10 Pemohon yang nanti mesti 
ditanggapi oleh … oleh Termohon atau Bawaslu dan Pihak Terkait.  

Nah, tekniknya mungkin nanti dari Termohon tidak perlu 
membacakan semua apa yang menjadi poin-poin dari … dari yang 
dipersoalkan itu saja ditanggapi, sehingga tidak banyak menghabiskan 
waktu dan juga tidak perlu menanggapi hal-hal yang lain yang tidak 
menjadi pesoalan yang begitu, atau apalagi yang tidak menjadi pesoalan 
maksud saya.  

Baik, kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu kita 
sebagaimana biasa kita mulai dari Pemohon dulu. Pemohon 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari partai Persatuan Pembangungan, 
siapa yang hadir? Silakan perkenalkan diri, silakan, Pak!  

 
2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA 102-10-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM 
  
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari partai 

Persatuan pembangunan yang hadir saya M. Hadrawi Ilham dan 
didampingi rekan saya Asep Rudiyana dan Jou Hasyim Waimahing. 
Terima kasih.  

 
3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Baik.  
 

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM 

 
Assalamualaikum wr. wb. 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.59 WIB 
 

KETUK PALU 3X 
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5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.  
Perkara Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai 

Gerindra.  
 

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT 
 

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Saleh Hidayat, Kuasa 
Hukum 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan di belakang saya ada 
juga Kuasa Hukum dari Partai Gerindra, itu. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Ya, siapa Pak namanya? Diperkenalkan.  
 

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT  

 
Raka.  
 

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Ya, supaya direkam.  
Ya, kemudian Perkara Nomor 202-11-12/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  
 

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN 

 
Assalamualaikum wr. wb.  
 

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Waalaikumsalam wr. wb.  
 

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN 

 
Kami Pemohon dari 202 Kamaruddin S. H. di belakang saya 

Chrisman Simanjuntak, kami hadir berdua, Yang Mulia. Terima kasih, 
Yang Mulia.  
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13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Pak Simanjuntak belum avo … bukan avokad, ya?  
 

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN 

 
(ucapan tidak terdengar jelas) Yang Mulia.  
 

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Belum atau bukan?   
 

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN 

 
Bukan.  
 

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Oh, bukan. Ya, ya baik. Terima kasih.  
Perkara 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan.  
 

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA 

 
Baik, terima kasih, Yang Mulia. PDI Perjuangan untuk Perkara 

Nomor 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diwakili oleh saya Ace 
Kurnia, Yang Mulia, terima kasih.  

 
19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Baik. kemudian, Pemohon 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 

Partai Amanat Nasional PAN.  
Yang siapa juru bicaranya, Pak? PAN … ibu atau … soalnya yang 

mencet ibunya itu. Tolong dikasih mik dulu. Oh, kalau ibunya enggak 
usah … ya di belakang kasihlah, Pak, dari belakang. Bapak yang di 
belakang.  

 
20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTINA 
 
Assalamualaikum wr. wb. Dari Perkara 123-12-12/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 dapil dela … Jabar VIII bernama saya Martina. 



 

4 

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Ibu Martina.  
 

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTINA 

 
Terima kasih.  
 

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Terus yang di belakang? Pak, tunggu miknya dulu, Pak, biar 
terekam.  
 

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA 

 
Saya Yudha Indrapraja dari Pemohon 123-12-12/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 dan 27 atas nama Rahmat Setiabudi.  
 
25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Ya, itu saja? Baik, terima kasih. Kemudian, Perkara 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat. 

 
26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
  
Assalamualaikum wr. wb.  
 

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Waalaikumsalam wr. wb.  
 
28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

Saya dari Partai Demokrat Yandri Sudarso, hadir di sini bersama 
rekan saya Dormauli dan Deny Felano. 

 
29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Ya, baik. 
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30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 

 
Assalamualaikum wr. wb.  

 
31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Waalaikumsalam wr. wb.   
Kemudian, dari Perkara Nomor 10-08-12/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera.  
 
32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU 
 

Baik, terima kasih, Majelis Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
 
33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Ya.  
 

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU 

 
 Saya Zainudin Paru bersama 2 rekan kami, Bapak Joko Fitriyan 

Prabowo dan Helmi Al Djufri.  
 
35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

 Baik, terima kasih.  
 
36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU 
 

 Terima kasih.  
 
37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Kemudian, Perkara Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 

Partai Golongan Karya.  
 
 

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIM JAYA BUTAR-BUTAR 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 
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39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Waalaikumsalam wr. wb. 
 

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIM JAYA BUTAR-BUTAR 

 
Kami dari DP Partai Golkar, saya sendiri Muslim Jaya Butar-Butar. 

Kemudian didampingi rekan saya di tempat duduk A17 di belakang, Robi 
Anugrah Marpaung. Kemudian, di tempat A23 di belakang juga, Agung 
Subagyo. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Agus subagyo, baik. Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa. Oh, enggak ada ini. Itu 
sudah dioper saja ke belakang, Pak, kalau itu.  

 
42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH 
 

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Ferry Hermansyah mewakil PKB 
untuk Perkara 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.  

 
43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Ya, mohon maaf ya, berdesak-desakan, Bapak-Bapak, Ibu karena 
beginilah suasananya. Suasananya seperti ini. Kalau luas itunya yang di 
Panel 1 lebih lebar.  

 Kemudian, Perkara yang terakhir untuk kloter ini. Perkara Nomor 
199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasional Demokrat, Partai 
Nasdem.   

 
44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA 
 

 Ya, terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. 
wb. Untuk saat ini Partai Nasdem diwakili oleh saya, Iqbal Nugraha. 
Kemudian, rekan saya Reza Muhammad Noor, dan 1 lagi M. Hafidh. 
Terima kasih.  

 
45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Baik, terima kasih. Silakan, lanjut ke Termohon!  
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46. KUASA HUKUM TERMOHON: M ALFARISI   
 
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang 

Terhormat Majelis Hakim Konstitusi, rekan-rekan Pemohon, Pihak Terkait 
dan Bawaslu. Kami dari Termohon, hadir Prinsipal kami, Komisioner KPU 
RI, Bapak Wahyu Setyawan.  

 
47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Ya.  
 

48. KUASA HUKUM TERMOHON: M ALFARISI  
 
Kemudian, dari Sekretariat, Ibu Meisca. Hadir juga dari KPU Jawa 

Barat, Bapak Rifki Ali Mubarok selaku Ketua KPU Jawa Barat. Kemudian, 
Komisioner Bapak Endun Abdul Haq. Kami dari Kantor Ali Nurdin and 
Partners, selaku kuasa hukum untuk Perkara Nomor 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Golkar dan Register 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Amanat 
Nasional. Saya sendiri Muhammad Alfarisi dan rekan saya Bapak Rahmat 
Mulyana. Rekan-rekan dari kantor lain, silakan untuk memperkenalkan 
diri. 

 
49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Ya. Silakan dilanjutkan!  
 

50. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya kuasa untuk mewakili 

Permohonan Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dari Kantor 
Hukum Absar Kartabrata dan Rekan. Saya sendiri Dedy Mulyana dan 
rekan saya Ibnu Shina. Demikian, Yang Mulia.  

 
51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Baik. Silakan, lanjut! 
 

52. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Assalamualaikum wr. wb.  
 

53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Waalaikumsalam wr. wb.  
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54. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 

 
Perkenalkan, Yang Mulia. Nama saya Sutejo dari Kantor Nurhadi 

Sigit. Khusus dalam perkara ini mewakili KPU RI dalam Perkara Nomor 
102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 199-05-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 

 
55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Baik. 
 

56. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Terima kasih. 
 

57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  
Silakan, lanjutkan!   
 

58. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.  
 

59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Waalaikumsalam wr. wb.   
 

60. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam 

Munandar dan rekan saya Bagus Setiawan. Kami dari Kantor Hukum 
HICON. Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Termohon KPU RI, 
khusus untuk Perkara Nomor 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 
Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.  
Terima kasih. 

 
61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Ya. 
 

62. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
Assalamualaikum wr. wb.  
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63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Siapa lagi? Masih ada? Sudah semua, ya? 
 

64. TERMOHON: NANANG 
 
Tinggal 1, Yang Mulia. Dari sekretariat KPU RI, Bapak Nanang juga 

hadir, Yang Mulia. 
 

65. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Oh, ya. Silakan, Pak Nanang, ya.  
Dari Pihak Terkait, siapa yang sudah hadir? Silakan! 
 

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 199-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURHAYATI 

 
Assalamualaikum wr. wb.  
 

67. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Waalaikumsalam wr. wb. 
 

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 199-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURHAYATI 

 
Kami dari Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 102-10-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 dari Partai Gerindra. Saya dengan Nurhayati dengan 
rekan saya Dofir … Dolfie Rompas dan Mohammad Fahreza. Terima 
kasih.   

69. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Ya, baik. Lanjutkan, Pihak Terkait yang lainnya! Berikutnya? 
 

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
Assalamualaikum wr. wb.  
 

71. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Waalaikumsalam wr. wb. 
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72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mewakili PDI Perjuangan 

untuk Perkara Nomor 202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, saya 
sendiri Rafael Situmorang. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
73. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Baik. Silakan dilanjutkan, Pak! 
 

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 

 
Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari 

Pihak Terkait dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Perkara Nomor 202-
11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diwakili oleh saya sendiri, Hikmat 
Prihadi. Kemudian Perkara Nomor 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 
diwakili oleh Basrizal. Kemudian untuk Perkara Nomor 199-05-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diwakili oleh rekan, Evi Risnayanti. 
Terima kasih, Yang Mulia. 

 
75. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Baik, terima kasih. Masih ada dari Pihak Terkait? Silakan! Ya, 

silakan diteruskan siapa saja yang lebih dulu! 
 

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
TAUFIK BASARI 

  
Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Nasdem mewakili 

Perkara Nomor 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 
102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 169 … eh 
maaf, Perkara Nomor 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya. Dari 
Partai Nasdem hadir Taufik Basari dan Andana Marpaung. Terima kasih, 
Yang Mulia. 

 
77. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Ya. Silakan dilanjutkan! Siapa yang … ya. 
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78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT  

 
Assalamualaikum wr. wb.  
 

79. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Waalaikumsalam wr. wb. 
 

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

  
Salam sejahtera, om shanti shanti om, namo budhaya. Yang Mulia, 

Majelis Hakim, para sahabat dari Termohon, KPU dan Bawaslu, serta 
Pemohon. 

 
81. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Sudah, itu saja biar enggak … malah terganggu dia. 
 

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

 
Izinkan saya (...)  
 

83. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Ya. 
 

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

  
Izinkan saya menyampaikan jawaban sebagai Pihak Terkait dalam 

perkara internal Partai Demokrat, Nomor Perkara 47-14-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. 

 
85. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Ya. 
 

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

 
Terima kasih, Yang Mulia. 
 



 

12 

87. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Baik. Masih ada, ya? Itu silakan di belakang, ya, Pak!  
 

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 199-05-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUS BAKTI SANTOSO 

 
Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Agus Bakti Santoso. 

Saya mewakili DPP Partai Amanat Nasional dengan Nomor Perkara 199-
05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima kasih. 

 
89. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Nomor Perkara 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Baik, masih 

ada itu? Silakan!   
 

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 16-01-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUS SETIADI 

 
Terima kasih, Yang Mulia. Saya Agustiadi. Saya mewakili Partai 

Perindo untuk Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 
 

91. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Baik. Sudah 

semua dari Pihak Terkait. Sekarang tinggal dari Bawaslu. Silakan, dari 
Bawaslu! Siapa yang hadir hari ini?   

 
92. BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO 

 
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 
 

93. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Waalaikumsalam wr. wb. 
 

94. BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO 
 
Kami dari Bawaslu. Saya Ratna Dewi Pettalolo, Anggota Bawaslu 

Republik Indonesia. Hadir Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Zaki Hilmi 
dan Yusuf Kurnia. Terima kasih. 
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95. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Baik. Terima kasih. Sudah semua memperkenalkan diri dan sudah 

terekam di dalam sistem kami. 
Nah, saya sekarang ingin memberikan kesempatan kepada 

Termohon untuk menyampaikan keterangannya, dengan menyebutkan 
terlebih dahulu perkara yang mana begitu, ya. Silakan, Termohon!  

Ada yang tertinggal? Bapak baru datang? Oh, ya. Bapak dari 
Pemohon, ya? Ya. Silakan, Pak, perkenalkan diri dulu! Itu ... itu miknya, 
Pak biar terekam. Berdiri juga boleh, Pak. 

 
96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUKRON MA’MUN 
 
Ya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Kami dari Partai PKB 

perseorangan, Dapil 7 Kabupaten Subang ... DPRD Kabupaten Subang, 
Pemohon Sukron Ma’mun. Nomor Perkara 1601 ... 16-01-
12/ARPK/DPR/DPRD/PAN.MK07/2019. 

 
97. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Baik. 
 

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUKRON MA’MUN 

 
Demikian, Yang Mulia. 
 

99. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Ya. Terima kasih, Pak. Sudah semua kita perkenalkan diri. Se ... 

Nanti kalau ada yang baru datang, mohon disampaikan oleh Petugas, ya. 
Supaya kita semuanya terdata kehadirannya. Silakan Termohon! Dari 
mana dulu? 

  
100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUDI MARJONO 
 
Mohon maaf, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia. 
 

101. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  

Dari mana ini? Ya!  
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102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUDI MARJONO 

 
Mohon maaf, saya Pemohon dari Kuasa Hukum PKB. Kita belum 

mendapatkan jawaban Termohon, Yang Mulia.  
 

103. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Ya, nanti nanti.  
 

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUDI MARJONO 

 
Oh. Nanti, ya? Terima kasih, Yang Mulia. 
 

105. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
Ya, nanti. Sebentar nanti akan diberikan, ya. Mungkin banyak juga 

yang belum dapat mungkin. Ya, nanti kalau ini ya ... ya ada problem 
teknis lah. Nanti pasti akan diberikan, Pak ya? Baik, terima kasih.  

Silakan, Saudara Termohon! Untuk yang siapa yang terlebih dahulu 
dan untuk perkara yang mana? Mohon berkenan, Yang Mulia Pak 
Suhartoyo untuk periode pertama ini untuk memandu. Terima kasih. 

 
106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
Ya. saya ... saya pim ... saya bantu. Untuk jawaban dari KPU yang 

per 11 Juli, ya? Per 11 Juli. Jadi, ini Termohon sudah menerima 
jawaban? 102-10-12-PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Sudah menerima 
jawaban? Kuasa Hukum 102-10-12-PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mana? 
Sudah terima? 

 
107. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 

 
Sudah, sudah. 
 

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Baik. Disimak baik-baik ya, Pak! karena kami hanya akan minta 

supaya yang dibacakan hanya poin-poinnya saja. Baik, Pak. silakan 
dimulai! Anda mengajukan eksepsi. 

 
109. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 

 
Ya (...) 
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110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Silakan! Poinnya apa tentang eksepsinya mengenai apa ini? Yang 

kewenangan.  
 

111. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Sutejo, S.H., M.H. Kuasa 

Hukum dari KPU tadi khusus untuk 102 ... 102 yang (...) 
 

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Ya, tadi sudah diperkenalkan itu. Enggak usah diulang! 
 

113. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
102-10-12-PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang saya ba ... di sini ada 

dalam eksepsi ... dalam pokok perkara. Dalam eksepsi, ada 2 masalah 
yang akan kita bantah, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah 
Konstitusi: 

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di sini ada sepanjang 

mengenai permohonan pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kota 

Bekasi atas nama caleg Nawal Husni. Karena pada permohonan 

tersebut disisipkan atau ditambahkan pada perbaikan 

permohonan tanggal 31 Mei (...)  

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Ya. seharusnya tidak boleh, ya? 
 

115. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Ya. Tetapi, permohonan tidak ada pada tanggal 3 ... 23 Mei. 
 

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Ya. artinya yang sepanjang 02 Bekasi itu, Mahkamah tidak 

berwenang? 
 

117. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Ya. 
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118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
  
Kemudian apa? Mengenai perbaikan? 
 

119. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Yang kedua adalah tenggang waktu pengajuan permohonan (...)  
  

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Ya. 
 

121. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Ini masalah dengan Dapil 2 Kota Bekasi juga. Terkait tadi juga 

dengan Nawal Husni (...)  
 

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Oh, itu masih ada kaitannya. 
 

123. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Karena terlambat baru mengajukan pada tanggal 31 Mei (...) 
 

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Ya. Itu tambahan itu, kan? 
 

125. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Ya. 
 

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Kemudian mengenai obscuur apa? 
 

127. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Obscuur libel? Mengenai di ... permohonan 102-10-12/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 khususnya dalam hal adanya caleg yang bernama Joko 
Purwanto, Hermansyah, Hj. Nunung HS, H. Nawal Husni, S. Sos., Caleg 
DPRD. Bahwa ketentuan Peraturan PMK Nomor 2 Tahun 2018, secara 
tegas membedakan antara permohonan yang diajukan oleh parpol dan 
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permohonan yang diajukan oleh para perseorangan. Sehingga, dengan 
demikian dalam permohonan ini, kita lihat ada dualisme (...)   

 
128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
Ya. 
 

129. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Yang diajukan nama permohonan atau sama ... atau parpol, gitu 

loh. Jadi, tidak jelas menurut kami. 
 

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Jadi, sepanjang yang 4 nama ini, obscuur menurut Anda? 
 

131. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Ya. 
 

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Oke. Sekarang mengenai substansi. 
 

133. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Dalam pokok perkara (...) 
 

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Ya. Dapil? 
 

135. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Dapil Jawa Barat III. 
 

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Jawa Barat III. Sukab ... Sukabumi, ya? 
 

137. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Cianjur, Pak. 
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138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Cianjur? Oke. 
 

139. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Ya. 
  

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Langsung kep ... ini kan tabel semua ini. 
  

141. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Ya. 
  

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Langsung kepada kesimpulan Anda di terakhir! 
  

143. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Ya. 
  

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Bantahan Anda apa itu? 
 

145. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Karena tidak kami bantah semua, dan kita bantah dengan tabel 

juga di (...) 
  

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Ya. Tabel sudah lengkap ... sudah ... bantahnya kan ada beberapa 

poin, dibacakan saja, Pak! 
  

147. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Ki ... kita bantah bahwa (...)  
 

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Halaman 108. 
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149. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Ya. Kita sudah buat resumenya di sini, Majelis. 
  

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
108 dibaca, Pak! 
 

151. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Ya, 108. 
  

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Atau mau Anda langsung simpulkan di belakang saja nanti? 
 

153. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Ya. 
  

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Oke. 
 

155. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
Bantahan terhadap hasil perhitungan perolehan suara: 
1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam 

permohonannya halaman 7 sampai 155, yang pada intinya 

Pemohon mendallilkan telah terjadi pengurangan perolehan 

suara Pemohon di 13 kecamatan dari 131 desa dan 2.124 TPS di 

Kabupaten Cianjur oleh Termohon. 

2. Bahwa perhitungan perolehan suara Pemohon yang dilakukan 

oleh Pemohon, versi Pemohon di 13 kecamatan. Dari 131 desa 

dan 2.124 TPS di Kabupaten Cianjur adalah tidak seluruhnya 

benar. Bahwa perhitungan perolehan suara di Pemohon di 13 

kecamatan, dari 131 desa dan 2.124 TPS di Kabupaten Cianjur 

yang benar adalah yang didalilkan oleh Termohon. Sebagaimana 

telah Termohon tampilkan pada tabel tersebut di atas.   

3. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon dalam permohonan yang 

menyatakan telah kehilangan 12.020 suara adalah tidak benar. 

Jumlah perolehan suara Pemohon yang benar di daerah 

pemilihan Jawa Barat III adalah sejumlah 82.932 suara yang 

terbagi di Kabupaten Cianjur sejumlah 55.488 dan di Kota Bogor 
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sejumlah 27.444, sehingga bukan berjumlah 94.952 seperti yang 

didalilkan oleh Pemohon.  

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke, sekarang Sukabumi III! Langsung bantahan terakhir, Pak, ini 

tabel-tabel juga ini.  
 

157. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya.  
 

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Seperti yang Anda barusan bacakan.  
 

159. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya (…)  
 

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Halaman 111.  
 

161. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Mohon renvoi, Majelis Hakim 
 

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Di halaman berapa?  
 

163. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Di halaman … kita renvoi butir 1 sampai dengan butir 4 halaman 

96. 
 

164. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 96? 

165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 96? Tadi Anda sudah bacakan 109 baru kembali (…)  
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166. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Maaf, maaf.  
 

167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 96. 
 

168. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Salah, Majelis Hakim. 
  

169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Perhatikan untuk Pemohon (…)  
 

170. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya.  
 

171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Termohon ... Pemohon ya, sori. Ada renvoi dari yang jawaban 

yang Anda terima. Gimana yang 96, Pak?  
 

172. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya maaf. Mohon maaf, yang saya renvoi maksudnya 111, Majelis 

Hakim. Kalau di yang (…)  
 

173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 TPS berapa?  
 

174. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
  
 Sukabumi … Sukabumi III.  
 

175. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Halaman?  
 

176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oh, di Sukabumi III kok 100 … Ini kan sudah 100 lebih?   
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177. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 111. 
 

178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 109? 111?  
 

179. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya, 111.  
 

180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oh, 111.  
 

181. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya. 
 

182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
  
 Tadi 96. Apaan yang 96 tadi?  
 

183. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya, tadi salah catatan saya, Majelis Hakim. 
 

184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
  
 Maksudnya bagi yang mana, Pak?  
 

185. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Yang di dalil Nomor 1 sampai 4, Majelis.  
 

186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
  
 He eh, apa itu yang diubah?  
 

187. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ini kita cabut semuanya 1 sampai 4. Karena ini (…)  
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188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
  
 Oh, jadi enggak … enggak ada? Dianggap tidak ada?  
 

189. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Tidak ada. Karena kita sudah dalilkan sebenarnya (…)  
 

190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke, ya.  
 

191. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Di tabel, Majelis Hakim. Tabel (…) 
 

192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. 
 

193. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Majelis Hakim Yang Mulia.  
 

194. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Permo … Pemohon nih supaya jadi stressing itu dicoret semua itu 

halaman 111. 
  

195. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 1 sampai 4.  
 

196. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bantahan Temohon, ya?  
 

197. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya.  
 

198. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke.  
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199. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Tapi, mohon kita bacakan uraiannnya, Majelis Hakim.  
 

200. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Uraiannya yang mana?   
 

201. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Yang Dapil Sukabumi III, uraian dari tabel.  
 

202. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bagaimana Anda mau uraikan tabel?  
 

203. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
  
 Enggak, saya catat di sini, Majelis Hakim.  
 

204. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
  
 Oke.  
 

205. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya.  
 

206. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Garis besarnya saja!  
 

207. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya. Bahwa Termohon mendalil … membantah dalil Pemohon 

dalam permohonannya halaman 156 sampai 161 sebagai berikut.  
 

208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tapi itu kan enggak ada ya … di narasikan di sini? 
 

209. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya, tapi ini hubungannya sama tabel, Yang Mulia. 
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210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya menjelaskan tabel saja!   
 

211. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya.  
 

212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Jangan menarasikan begitu. 
 

213. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya.  
 

214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Mana tabel Anda yang ingin dijelaskan?  
 

215. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Yang terjadi pengurangan (…)  
 

216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Di mana? Di tabel berapa?  Jangan menarase … menarasikan 

dengan seperti dalil bantahan.  
 

217. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya. Hasil perhitungan perolehan suara persandingan perolehan 

suara politik di halaman 110.  
 

218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 110?  
 

219. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya.  
 

220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ini kan ada banyak tabel, tabel yang mana?  
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221. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 

 
 Ya, yang ini mengenai yang pengurangan di TPS 21, TPS 25, TPS 

41 Partai Golkar.   
 

222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 TPS 25, TPS 41  
 

223. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 TPS 21, TPS 25, TPS 41.  
 

224. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 TPS 21, TPS 25, TPS 41.  
 

225. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Karang Puyuh, gunung ini … Kecamatan Gunung Puyuh ini?  
 

226. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya.  
 

227. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
  
 Karang Tengah? 
 

228. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
  
 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh. 
 

229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Apa yang ingin Anda jelaskan?  
 

230. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Di situ menurut versi Termohon adalah 27 di … 21 beda sama 

Pemohon di Termohon di TPS 25=14, di TPS 41=20.  
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231. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 20? 
 

232. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya.  
 

233. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Menurut Pemohon 28, 17, 21 ini? 
 

234. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya.  
 

235. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang benar yang mana menurut Anda?  
 

236. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Yang menurut versi Termohon.  
 

237. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya sudah, kalau menurut Anda benar kan (…)  
 

238. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya.  
 

239. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Enggak perlu dijelaskan seperti ini.  
 

240. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya.  
 

241. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Menegaskan maksudnya?  
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242. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya.  
 

243. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. 
  

244. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya. Selanjutnya (…)  
 

245. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bekasi III.  
  

246. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Sama seperti yang di tabel. 
 

247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. Bekasi III, Mas. 
  

248. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya, Dapil III Bekasi.  
 

249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ada yang mau dijelaskan? Atau langsung kesimpulan ini.  
 

250. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Langsung. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang 

diajukan Pemohon, kecuali yang secara nyata diakui oleh Termohon.  
 

251. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Salah ketik ini.  
 

252. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya. 
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253. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang seberupaya secara … apa ini?  
 

254. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Secara nyata.  
 

255. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Secara nyata?  
 

256. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya. 
 

257. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Upayanya dihapus? Yang (…)  
 

258. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya. 
 

259. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Seberupaya? Bagaimana ini?  Oke, secara nyata diakui oleh 

Termohon?  
 

260. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya. 
 

261. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Terus? 
 

262. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Termohon berupa … sudah berupaya semaksimal mungkin 

bertindak professional dan independen untuk melaksanakan 
kewajibannya mengawal pemilihan umum di Indonesia.  
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263. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya.  
 

264. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Bahwa ini adalah sangat keliru dan mengada-ada apabila 

Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan kecurangan dalam 
pemilu. 

 
265. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya.  
 

266. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Bahwa adalah sangat tidak berdasar apabila tanpa ada bukti yang 

kuat Pemohon telah menuduh Termohon melakukan kecurangan. 
Selanjutnya di Dapil Belkasi II, Yang Mulia.  

 
267. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya, ya.  
 

268. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas 

menurut Termohon adalah sebagai berikut. Bahwa terjadinya 
penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan di Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 2.647 adalah tidak 
benar.  

 Bahwa Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara di Dapil 
Kota Bekasi II menurut versi Pemohon. 

 
269. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya.  
 

270. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Tanggapan Permohonan Pemohon.  

1. Bahwa dalil Pemohon angka 41 … 4.123 halaman 187 
permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar 
hukum.  
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2. Merupakan fakta hukum perolehan suara bagi Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan sejumlah 36.096 suara dan 
perolehan suara bagi Partai Persatuan Pembangunan 
sebanyak=11.047 suara, Bukti C-1, DAA-1, DA-1, dan DB-1.  

 Petitum, Majelis Hakim Yang Mulia.   
 

271. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya.  
 

272. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, 

Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
putusan sebagai berikut. 

 Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon.  
 Dalam pokok perkara: 
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan benar, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 
Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.  

Atau,  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.  
 

273. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. Terima kasih dari Pihak KPU atau Termohon. Kita lanjuk ... 

lanjut ke Pihak Terkait dari Nasdem 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. Siapa yang mau menyampaikan? Pokok-pokoknya saja. 
Ini kebetulan juga cuma beberapa halaman, hanya 2 halaman. Siapa 
yang menyampaikan, Pak? 

 
274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
TAUFIK BASARI 

  
 Saya, Yang Mulia.  
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275. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Siapa namanya? 
 

276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
TAUFIK BASARI 

 
 Taufik Basari, Yang Mulia.   
 

277. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oh. Pak Taufik. Enggak kelihatan. 
 

278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
TAUFIK BASARI 

 
 Ya. Kalau boleh berdiri biar kelihatan, Yang Mulia.  
 

279. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bolehlah berdiri.  
 

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
TAUFIK BASARI 

 
   Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami juga hanya singkat. 

Kita langsung ke pokok permohonan. Hanya ada 4 poin dari keterangan 
Pihak Terkait kami.  

 Yang pertama, adalah kami membantah keseluruhan dalil 
permohonan, kemudian juga menolak secara tegas dalil yang diajukan 
oleh Pemohon. Kemudian, kami menyatakan tidak adanya 
penggelembungan suara Partai Nasdem sesuai dengan hasil akhir 
perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU. Dan yang terakhir, yang 
keempat, kami menyatakan juga tidak terjadi pengurangan suara 
Pemohon di Dapil II Kota Bekasi yang kami nyatakan bahwa dalil 
tersebut tidak benar serta tidak berdasar.  
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281. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. 
 

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
TAUFIK BASARI 

 
 Kami langsung ke petitum, Yang Mulia. 
 Dalam pokok perkara.  

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan benar, Keputusan KPU Nomor 987, dan 

seterusnya.  
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon sesuai dengan tabel 

yang ada dalam keterangan Pihak Terkait ini.  
Atau, 
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.  
 

283. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. Ini Pak Regginaldo belum tanda tangan ini banyak, Pak Basari, 

Pak Taufik, teman-temannya?  
 

284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
TAUFIK BASARI 

 
   Ya, Yang Mulia, ada kurang. 
 

285. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Nanti supaya ... terus dari Pemohon sudah mendapat ini, naskah 

jawaban dari Pihak Terkait? Nasdem? Pemohon?  
 

286. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
   Sudah, Yang Mulia.  
 

287. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Sudah?  
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288. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
   Sudah. 
 

289. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Baik. Disimak, Pak, ini memang ... ini namanya speedy trial, jadi 

aduh, susah menjelaskan. Dalam waktu 30 hari, 1 panel harus 
menyelesaikan ratusan perkara. Jadi, memang tidak bisa dengan acara-
acara seperti menyidangkan perkara yang biasa. Jadi, mohon dipahami 
dan kita yang penting sudah ada rujukan dari para pihak untuk saling 
menyimak apa yang telah disampaikan oleh para pihak.  

 Sekarang 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pihak Terkait 
dari Gerindra, siapa yang menyampaikan?   

 
290. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 
 
    Terima kasih, Yang Mulia.  
 

291. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Siapa yang menyampaikan? 
 

292. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
 Dolfie Rompas, Yang Mulia. 
 

293. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Nomor berapa ini? 
 

294. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
   102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 
 

295. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bukan. Nomor urut ... oh ini, Dolfie Rompas, ya? Ya. Silakan, Pak. 
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296. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
 Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam 

sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang Mulia, sebelum kami 
membacakan, kami ingin menyampaikan ada renvoi. 

 
297. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Yang halaman berapa?  
 

298. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
 Halaman 2 pada eksepsi.  
 

299. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ah, Anda juga membuat permohona ... anu, jawaban keterangan 

tidak pakai halaman pula, ini.  
 

300. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
   Ada, Yang Mulia. 
 

301. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ada? Yang (...)  
 

302. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
 Halaman 2 (...)  
 

303. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Sori, ya, 11 ju ... 4 (...)  
 

304. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
 Poin (...)  
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305. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 4 Juli, ya? 
 

306. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
 Ya. 1 poin 2 (...)  
 

307. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ada, ada 2 perbaikan, ya? Ada 2 keterangan Saudara, ya? 
 

308. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
 Ya. 
 

309. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Halaman 2? Di alin ... alinea berapa, Pak? 
 

310. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
 Alinea ke-4.  
 

311. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Mengenai? 
 

312. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
 Mengenai eksepsi.  
 

313. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. 
 

314. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
  Di eksepsi 1.2. 
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315. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 1.2? Tidak ada 1.2. Eksepsi 2.1 malah ada yang (...)  
 

316. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
  Eh, sori. 2.1 benar.  
 

317. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Pada “Dalil Pengurangan Suara Pemohon”? 
 

318. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
  Ya.  
 

319. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Apa maksudnya? 
 

320. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
  Di situ disebutkan bahwa Pemohon dalam permohonannya, maka 

ada sejumlah=48 suara, yang benar adalah=71 suara.  
 

321. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 48 diganti 71? 
 

322. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
  71, ya.  
 

323. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Halaman 2, Pak. 71, ya? 
 

324. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
  Ya. Jadi jumlahnya bukan=12.024, tetapi=12.013. 
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325. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Berarti yang 48 di bawah juga diganti? 
 

326. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
  Yang di atas, Yang Mulia.  
 

327. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang belakang tetap, yang bawah? 48, 48-nya ada 2 ini.  
 

328. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS    

 
 Yang di at ... yang 12.000 (...)  
 

329. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  12.084 (…) 
 

330. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
Ya, 12.084. 
 

331. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
Maka jika perolehan suara menurut Pemohon tersebut dikurangi 

dengan 48 suara. 
 

332. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ya. 
 

333. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang sudah ganti 71 suara, dipertahankan angka 48 nya ini? 
 

334. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ya, 84 tetap. 
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335. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 48 yang kedua? Anda tadi yang ganti 71 tadi, kan 48, kan? 
 

336. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ya, betul, Yang Mulia.  
 

337. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 48 yang di tengah, kan? Maka adalah sejumlah 71 suara. Ini 

enggak menyambung ini jadinya kalau Anda enggak langsung, ya, itu. 
Coba baca satu (...)  

 
338. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 
 
 Yang … yang di ... yang di bawah, Yang Mulia. 
 

339. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang diganti? 
 

340. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ya. 
 

341. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Kan 48 suaranya ada 2?  
 

342. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ya, betul. 
 

343. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang mana? Yang ini kan ada 2 ini ... atau dibaca ... poin satu ini 

dibaca ... utuh, baca utuh!   
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344. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ya, saya baca, Yang Mulia, ya. Bahwa Pemohon mendalilkan 

bahwa terhadap ... terhadapnya terjadi pengurangan suara Pemohon 
oleh Termohon sebagaimana hasil penghitungan suara oleh Termohon 
adalah sejumlah 12.024 suara, hal mana apabila dijumlahkan 
keseluruhan daripada dalil-dalil terkait dengan pengurangan suara 
Pemohon oleh Pemohon dalam permohonannya, maka adalah sejumlah 
71 suara.  

 
345. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Oke. 
 

346. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Adapun apabila Pemohon menganggap perolehan suaranya 

adalah sejumlah 12.084, maka jika perolehan suara menurut Pemohon 
tersebut dikurangi dengan 71 suara, maka (...)  

 
347. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Nah kan, 2 kali kan?  
 

348. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ya. 
 

349. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 71 juga kan? 
 

350. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

351. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke, jadi?  
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352. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Maka jumlahnya adalah 12.013 dan bukannya sejumlah 12.024 

sebagaimana dalil Pemohon. 
 

353. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. 
 

354. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ya 
 

355. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ada lagi? 
 

356. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Itu saja, Yang Mulia. Dan selanjutnya kami akan bacakan cuma 2 

poin saja, Yang Mulia. 
 

357. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. 
 

358. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
Dalam posita itu poin 6 dan 7. Bahwa oleh sebab itu sangatlah naif 

bilamana rekapitulasi hasil perhitungan suara yang sudah diperiksa, 
disetujui, dituangkan dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh 
para saksi dari tiap-tiap partai beserta dengan Termohon a quo, 
kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh 
Pemohon. 

 Poin 7. Bahwa oleh karena  untuk rekapitulasi perhitungan suara 
Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Bekasi adalah 
mendasarkan pada C-1 Plano a quo, sebagaimana Berita Acara Panitia 
Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tambun Selatan, BA Nomor 
019/PPK.Tamsel/Pileg/Pilpres/III/2019, tertanggal 14 Maret 2019 yang 
telah disepakati dan ditandatangni bersama oleh para saksi partai, maka 
dalam hal ini Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil 
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Pemohon beserta tabel-tabel perolehan suara menurut Pemohon di 
dalam permohonannya. 

 Langsung Petitum, Yang Mulia. 
 

359. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. 
 

360. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Berdasarkan seluruh uraian keterangan sebagaimana di atas, 

dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk 
menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi: 

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan permohonan Pemohon demi hukum ditolak atau 

setidak … setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena 
permohonannya tidak jelas (obscuur libel). 

 
361. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Oke. Terima kasih. 
 

362. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ada lagi, Yang Mulia. Menolak permohonan … dalam pokok 

perkara, Yang Mulia.   
 

363. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. 
 

364. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 
2019 tertanggal 21 Mei 2019.  
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3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang 
benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi 
Daerah Pemilihan Kota Kabupaten Bekasi III adalah sebagai 
berikut. Sesuai dengan tabel, tidak dibacakan, Yang Mulia. Atau 
apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan 
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang 
Mulia.   

  
365. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Baik, dari Pihak Terkait cuma hanya 2, kan? Enggak ada lagi? 

Untuk Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pak Taufik apa?  
 

366. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Izin, Yang Mulia. Tadi ada renvoi lupa saya sampaikan. 
 

367. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang mana, Pak? 
 

368. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Halaman pertama, tertulis Nomor Perkaranyanya 42/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019, seharusnya 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 
Yang Mulia. Di atas … paling atas. 

 
369. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Oh, di perihal itu? 
 

370. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Ya, perihal. Itu seharusnya 102-10-12/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 bukan 42/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Begitu pula di 
halaman kedua juga, dalam hal memberikan keterangan Pihak Terkait 
terhadap Perkara Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bukan 
42/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia. 
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371. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Baik.  
 

372. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Terima kasih. Itu saja, Yang Mulia.  
 

373. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke, supaya dicoret juga dari pihak Pemohon. Baik, sekarang 

Bawaslu!  
 

374. BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO 
 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

375. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Sebentar dulu, sedikit, ini untuk Pihak Terkait Gerindra itu di 

halaman 1 Anda itu, ada 2 itu. Ada yang enggak ada perbedaan, 
halaman 1 yang pertama dan halaman 1 yang kedua tentang kuasa. 
Jadi, yang benar di mana, ya? Yang mana, nih? Gerindra? Halaman 1 
yang pertama itu … kuasanya cuma ada 8, ya, kan? Ya, enggak? Ya, 
yang mana nih, yang 8 apa yang (…) 

 
376. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 
 
 Ada 12, Yang Mulia. 
 

377. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Yang benar yang 12? 
 

378. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

379. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Berarti yang halaman pertama dicabut? 
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Halaman pertama itu di ini yang ada perbaikan ini ada yang tercatat 
di situ cuma M. Maulana Bungaran, Hendarsam Marantoko, Alex 
Chandra, Achmad Safaat, Munatsir Mustaman, Yunico Syahrir, Raka Gani 
Pissani, Desmihardi, S.H., M.H. Yang halaman 1 yang kedua itu ada 
Maulana Bungaran, Hendarsam Marantoko, Alex Chandra, Pah Achmad 
Safaat, Sahroni, Dolfie Rompas, Munatsir Mustaman, Yunico Syahrir, 
Raka Gani Pissani, Desmihardi, Dahlan Pido, Yupen Hadi. 

 
380. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 
 
 Yang ke-2, Yang Mulia yang dipakai.  
 

381. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Jadi, yang pertama dicoret?  
 

382. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ya, Yang Mulia.  
 

383. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Oke begitu, supaya enggak … nanti keraguan nanti, ya? Baik, 

terima kasih. Silakan, Yang Mulia.  
 

384. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya, terima kasih. Baik, untuk Bawaslu siapa yang akan 

menyampaikan?  
 

385. BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan akan disampaikan oleh 

Bawaslu Jawa Barat.  
  

386. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Pertama dap … dapil DPR RI, Dapil 

Jabar III. 
 

387. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Halaman berapa?  
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388. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Halaman 166.  
 

389. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 166?  

390. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Ya, sampai 328 itu.  
 

391. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 328, ya. Ya, oke gimana?  
 

392. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Pertama, Bawaslu Kabupaten Cianjur telah melakukan 

pencermatan dan penelitian terhadap perolehan suara Pemohon di Jabar 
III. Dianggap sudah dibacakan.  

 
393. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya.  
 

394. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Kemudian. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang 

mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di 13 
kecamatan. Dari 131 desa dan 2.124 TPS di Kabupaten Cianjur, berikut 
ini disampaikan hasil pencermatan dan penyandingan data dari 2.124 
TPS yang didalilkan Pemohon terdapat 17 TPS yang tidak sesuai, 
dianggap sudah dibacakan.  

 
395. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Langsung ke halaman berapa?   
 

396. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Berikutnya. 
 

397. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Halaman? 
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398. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 

 
 Halaman 328 sampai 329. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 

bahwa seluruh Provinsi Jawa Barat telah menerima laporan dari Saudara 
Effendy Joy Pendhita tertanggal 13 Mei 2019 terkait adanya dugaan 
pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur. 
Adapun kesimpulan yang tertuang putusan pemeriksaan acara cepat 
bahwa seluruh Jawa Barat ialah bahwa tindakan KPU Kabupaten Cianjur 
terhadap keterlambatan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara 
2019 di Kabupaten Cianjur dan Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur 
merupakan pelanggaran tata cara dan prosedur dalam pendistribusian 
pemungutan suara. Yang pada intinya memutuskan menyatakan KPU 
Kabupaten Cianjur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
pelanggaran administratif pemilu, memberikan teguran tertulis kepada 
KPU Kabupaten Cianjur. Demikian di Dapil III Cianjur. Untuk selanjutnya 
(…)  

 
399. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Halaman berapa?  
 

400. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Kabupaten Bekasi dapil (..)  
 

401. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 III? II?   
 

402. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Dapil Kota Bekasi Dapil II.  
 

403. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Halaman berapa, anu … tanggapan Anda?  
 

404. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Halaman 351. Langsung ke (…) 
 

405. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 351. 
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406. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 

 
 Bahwa permohonan ini Pemohon menyampaikan laporan dugaan 

pelanggaran administrasi ke Bawaslu Kabupaten Bekasi. Sidang 
dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 dan dipimpin Majelis, 
Ali Mahyail. 

407. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. 
 

408. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
  
 Memutuskan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu. Yang 
kemudian, yang kedu, memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan 
perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur penghitungan suara 
pada kotak suara DPRD Kota Bekasi di TPS 24, dan seterusnya di 
Kelurahan Kaliabang Tengah. Kemudian, TPS 111, dan seterusnya di 
Kelurahan Harapan. Kemudian, TPS 20, dan seterusnya di Keluarahan 
Telukpucung dengan total 70 TPS di Kecamatan Bekasi Utara. Kemudian, 
memberikan teguran tertulis kepada terlapor, memerintahkan kepada 
terlapor untuk menjalankan putusan selambat-lambatnya 3 hari kerja 
dan KPU Kota Bekasi agar melakukan supervisi atas keputusan ini. 
Kemudian, putusan ini me … mengajukan uji koreksi atas putusan ini 
kepada Bawaslu RI.  

 
409. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Dan ditolak. 
 

410. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Di per (…)  
 

411. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ditolak, kan?  
 

412. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Ditolak, betul. Mengadili, menyatakan menolak permintaan koreksi 

pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Kota Bekasi. Selanjutnya 
DPRD Kabupaten Bekasi III, Bawaslu Kabupaten Bekasi.  
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413. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Halaman berapa? 
 

414. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Halaman 3 … 367. Bawaslu Kabupaten Bekasi menyampaikan 

data perbandingan Salinan C-1 DPRD Kabupaten/Kota Bekasi dengan 
DAA-1 Desa Mangunjaya, dianggap sudah dibacakan. Kemudian bahwa 
terhadap adanya dugaan penambahan perolehan suara Partai Gerindra 
di TPS 27 di Desa Setiadarma. TPS 01, 12, 14, dan seterusnya di Desa 
Mekarsari dan TPS 46 (...)  

 
415. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Sebentar, 327. Bukan yang Anda bacakan itu. 
 

416. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 3 … yang tadi 367, sekarang 376.  
 

417. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oh, anu Pak diberitahu biar kami bisa ikut. 376? 
 

418. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 376. 
 

419. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang Mangunjaya tadi? 
  

420. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Betul, Mangunjaya. Desa Setiadarma, Mangunjaya. Kemudian, 

Desa Tridaya Sakti, Desa Jatimulya. 
 

421. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 He eh.  
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422. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Hasilnya dianggap sudah dibacakan. Kemudian, halaman 377, 

pemeriksaan acara cepat anggaran administrasi pemilu berdasarkan 
fakta persidangan alat bukti memutuskan, menyatakan, “PPK Tambun 
Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran 
administrasi pemilu.” 

 Yang berikutnya, DPRD Kota Sukabumi Dapil III, halaman 380. 
Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kota Sukabumi yang 
didasarkan Salinan Model DB-1 DPRD Kota Sukabumi Dapil III yang 
dimiliki Bawaslu Kota Sukabumi, jumlah akhir suara sah partai politik dan 
calon dari PPP sejumlah=2.752 suara dan jumlah akhir suara sah partai 
politik calon dari Golkar sejumlah=8.264 suara.  

 
423. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 380? 
 

424. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 380.  
 

425. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Terus! 
  

426. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Berikutnya, halaman 386. Bahwa berdasarkan hasil penelitian, 

pemeriksaan dilakukan oleh Bawaslu Kota Sukabumi terhadap data 
Model C-1 Salinan DPRD Kota Sukabumi, TPS 21 Kelurahan Karang 
Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh yang diserahkan oleh PTPS atau 
Panwascam Gunung Puyuh kepada Bawaslu Kota Sukabumi, suara PPP 
telah sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam Model DA-1 Salinan 
Kelurahan Karang Tengah. Itu memperoleh suara sebanyak 27 suara 
dengan sebaran suara partai sebanyak 3 suara. H. Wahyudi Kelana 
sebanyak 21. Dan Ade Misbah Abdillah, S.Pdi. sebanyak 3 suara. Namun, 
dalam Model C-1 Salinan yang dimiliki Bawaslu Kota Sukabumi, tidak ada 
tanda tangan anggota KPPS.  

     
427. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Langsung ke? 
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428. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Langsung ke halaman 395. Berdasarkan Putusan Acara Cepat, 

Pelanggaran Administrasi Pemilu Kota Sukabumi memberikan surat 
teguran kepada KPU Kota Sukabumi dan PPK Gunung Puyuh dari fakta 
persidangan bahwa seluruh Kota Sukabumi memutuskan menyatakan 
terlapor PPK Warudoyong tidak terbukti melakukan pelanggaran 
administatif pemilu. Menyatakan, terlapor KPU Kota Sukabumi dan PPK 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran 
administratif pemilu. Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota 
Sukabumi dan PPK Gunung Puyuh.  

 Berikutnya, bahwa berdasarkan pencermatan dan pemeriksaan 
(...)  

 
429. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Sebentar. Kalau hukuman, teguran tertulis itu tidak ada 

penghukuman? Tidak ada perintah yang harus (...)  
 

430. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Jadi, pembacaan itu secara otomatis itu bagian dari teguran 

begitu.  
 

431. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Hanya teguran saja? 
  

432. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Betul, teguran.  
 

433. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tidak ada koreksi-koreksi yang lain? 
 

434. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Tidak ada ini. Karena tidak terbukti yang menyangkut soal angka 

ini. 
 

435. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Langsung halaman berapa? 
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436. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Berikutnya halaman 396. 
 Bahwa berdasarkan pencermatan dan pemeriksaan yang 

dilakukan Bawaslu Kota Sukabumi, berdasarkan Model DA-1 Salinan, 
Dapil III Kota Sukabumi, jumlah suara PPP dan Golkar dapat 
disampaikan, dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan jumlah dari 
Model DA-1 Salinan tersebut telah sesuai dengan jumlah DB-1 DPRD 
Kota Sukabumi Dapil III. Demikian, terima kasih, Yang Mulia. 

 
437. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. Oh, jadi enggak ada … oke.  
 Oke, Pak Ketua. Ini ada catatan atau mungkin tadi yang sebagian 

sudah diingatkan Pak Ketua untuk Termohon, untuk 20 kuasa hukum, 1 
sudah expired untuk tanda pengenalnya, yaitu Hairil Syapril Soleh. 
Kemudian, 2 kuasa hukum tidak melampirkan kartu advokatnya. Coba 
nanti dikoreksi. Siapa yang namanya yang 2? Ya Pak, ya? untuk 
Termohon. Termohonnya bukan dari Pak ... anu ... Pak Ali Nurdin, ya? 
Kalau yang ini, ya? 

 
438. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 

 
 Bukan, Pak. Dari Pak Nurhadi Sigit. 
 

439. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Nah, nanti dikoreksi, Pak. Kemudian, Pihak Terkait Pak Taufik. 

Permohonan ... tidak ada softcopy daftar bukti Termohon. Dari (...)  
 

440. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Nanti kita akan lampirkan, Pak. Kita akan susulkan.  
 

441. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Dari Nasdem ini, Pak Taufik masih ada, ya? 
 

442. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Ya, Yang Mulia. 
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443. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang pengajuan sebagai Pihak Terkait? 
 

444. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

  
Hari ini kami perbaiki dan lengkapi, Yang Mulia. 
  

445. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Dari ketua umum dan sekjennya, Pak? 
 

446. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Ya. Hari ini kita siapkan, sudah. Sudah ... sudah siap, tinggal kita 

masukkan (...)  
 

447. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Keterangan Pihak Terkait tidak ditandatangani oleh semua kuasa 

hukum, ini tadi sudah saya ingatkan. Kemudian, tanda pengenal ... kartu 
tanda pengenalnya, Pak Taufik supaya dilengkapi sekalian.  

 
448. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 
 
 Ya, hari ini juga. 
 

449. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. 
  

450. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Terima kasih. 
 

451. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Kemudian, Gerindra juga, tidak semua kuasa hukum melampirkan 

kartu tanda advokat. Nanti supaya dicek, Pak koordinasi dengan 
Kepaniteraan. Ada juga yang sudah habis untuk Pihak Terkait Gerindra, 
termasuk fotokopi. Kalau tadi yang tidak melampirkan kartu tanda 
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advokat yang Termohon, Amarullah Fauzi dan Putera Amarullah, dan 
Ahmad Karomi Akbar. Ya, Pak nanti dilengkapi, Pak Tejo, ya? 

 
452. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 

 
 Ya, Yang Mulia. 
  

453. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. Pak Ketua, tinggal bukti.  
  

454. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Saya, catatan saya untuk Termohon, 

selain tadi itu ya, softcopy-nya. Untuk Termohon ini, untuk Jabar III 
Anda mengajukan T-001 Jabar III, PPP, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 du ... no ... dari 12 sampai 102 betul, ya? 

 
455. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 

 
 Betul, Yang Mulia. 
 

456. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Itu sudah oke. Bisa disahkan. 
 
 
  
Kemudian, untuk Dapil Sukabumi 3 itu ... ya, tadi dari 001 sampai 

102, sori. Sori, sori, T-001 sampai T-042, ya. Yang sekarang yang 
Sukabumi III itu dari T-001 sampai dengan 0 ... T-015, ya?  

 
457. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 

 
 Betul, Yang Mulia. 
 

458. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Yang Sukabumi III, ya?  
 

459. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya. 
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460. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, itu tidak ada masalah. 
  
 
 Kemudian, untuk Bekasi III, 001 sampai dengan 013, ya? 
  

461. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya. 
 

462. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Betul. 
 
  
 Untuk Bogor II, 001 sampai dengan 009? 
 

463. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya, Yang Mulia. 
 

464. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya. Tapi ada ... ada apa namanya ini ... bukti fisiknya ini belum 

Anda sampaikan ini. Bagaimana ini? 
 

465. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Yang Bogor, ya? 
 

466. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Yang Bogor, ya. 
 

467. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Bogor karena sudah tidak melanjutkan, maka kita tidak 

memasukkan buktinya. 
 

468. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Oh, gitu? Ya, cuma daftarnya masih tetap Anda cantumkan 

begitu. 
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469. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
  
 Ya, daftarnya kita ya (...) 
 

470. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, ya. 

471. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Nanti akan kita ganti kalau boleh diizinkan. 
 

472. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Oh, jadi nanti anunya itu ... ya, boleh tentu saja. Jadi, alasannya 

karena tidak melanjutkan? 
 

473. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya. 
 

474. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Jadi itu nanti (...) 
 

475. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Mohon izin, Majelis. Kalau mau menambah bukti untuk (...)  
 

476. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Oh, boleh. Tentu boleh karena Pemohon juga kita berikan 

kesempatan itu. 
 

477. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya. 
 

478. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Sam ... tapi batasnya sampai berakhirnya ... ya, betul. Kalau bukti 

Pemohon sudah dari kemarin sudah harus ini kan ... semestinya kalau 
untuk Termohon itu, kan, sekarang ini sudah perbaikan permohonan, ya?  
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479. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya. 
 

480. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Sore ini, ya? 
 

481. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya. Sebenarnya saya ... sekarang saya sudah bawa, Majelis.   
 

482. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Oh, ya. Nanti. Kan, kami periksa dulu. 
 

483. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO 
 
 Ya. 
 

484. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nanti ininya. Ya? 
 

485. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO  
 
 Terima kasih. 
 

486. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Untuk Termohon yang lain juga sama. Silakan nanti sampai sore 

ini, ya. Baik, terima kasih. Itu untuk Termohon. 
 Ya, nanti softcopy-nya di ... disampaikan, ya sekalian. Kemudian, 

untuk Pihak Terkait, Nasdem. Oke, tidak ada persoalan untuk apa 
namanya ... untuk Nasdem. Itu hanya ... hanya satu bukti, ya? Betul, 
Pak Taufik? 

  
487. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 199-05-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 
 
Benar, Yang Mulia. 
 

488. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, itu sudah oke. 
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 Kemudian, Gerindra untuk kabu ... apa ... Kabupaten Bekasi III, 

PT-2 ... 1 sampai dengan 5, betul ya Gerindra? 
 

489. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Izin, Yang Mulia. 
 

490. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Apa ini? 
 

491. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Untuk Gerindra ada tambahan alat bukti, sejumlah 39 alat bukti. 
 

492. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Sebentar dulu! Kan, terakhir kapan Anda sudah diingatkan untuk 

ini? Belum? Ya, kapan? Ya, yang ada ini, ya?  
 

493. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ya. 
 

494. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
1 sampai dengan 5, ya? 
 

495. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ya, 1 sampai 5. 
 

496. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Oke. Itu sudah diperiksa, sudah diverifikasi, dan sudah sesuai, ya?  
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Itu untuk Gerindra. Kemudian, Bawaslu Jawa Barat untuk Dapil 

Jabar III itu PK … diberi Anda PK-14.1 sampai dengan PK-14.3 sampai 
3.13, ya? Betul, Bapak?  

 
497. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 

 
 Betul. 
 

498. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Itu sudah sesuai.  
 
 
 
 Kemudian, untuk Dapil II Kabupaten untuk Kota Bekasi. Dari 01 

sampai dengan 40 ya, Pak?  
 

499. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Betul, Yang Mulia.  
 

500. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, oke.  
 
 
 
 Nah, untuk Dapil III DPRD Kabupaten/Kota Bekasi dari 45 sampai 

dengan 52 ya, Pak?  
 

501. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Betul, Yang Mulia. 
 

502. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Tapi itu yang (…) 
 

503. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Yang (…) 
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504. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Di … apa namanya … yang Nomor 50 sampai dengan 49 itu … 

yang di 50 itu di daftar bukti tidak ada …  tidak ada nomor laporannya, 
Pak setelah dicek oleh Kepaniteraan, yang PK-14.16-50, itu tidak ada 
nomor laporannya. 

 
505. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 

  
  Siap.  
 

506. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nanti dicek ke belakang, Pak, ya? Setelah persidangan.  
 Kemudian, PK-16 … PK-14.16.49 itu di bukti fisiknya tidak ada 

nomor laporannya, tapi di daftar buktinya ada. Nanti disesuaikan saja 
Pak, ya untuk itu, 2 bukti itu, yang selebihnya sudah sesuai. Yang eh … 
itu.  

 
 
 
 Kemudian, untuk Kota Bogor tidak ada masalah antara dari 1 

sampai 16. Benar, Pak? Kota Bogor?  
 

507. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Betul. 
 

508. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Sori kabupaten, ya? Untuk Kabupaten Bogor, bukan Kota Bogor 

maksud saya. Untuk Kabupaten Bogor Dapil II, 1 sampai 16. Betul? Coba 
dicek dulu! 

 
509. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 

 
 Betul, Yang Mulia, sudah lengkap.  
 

510. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Betul? Ya, itu sudah sesuai. Baik.  
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 Kemudian, yang ini yang Pemohon untuk Dapil III Kota Sukabumi, 
apa namanya … yang daftar bukti P-2 nya sudah sesuai. Kemudian, 
untuk dapil … Dapil II Kota Sukabumi. Mana Pemohonnya? 

 
511. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Hadir, Yang Mulia.  
 

512. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, ya. Untuk Dapil II Kota Sukabumi, mohon dicatat Pak, ya! 

Nanti untuk diinikan. Bukti P6-A, P6-B, P-78 dan P-78 itu sudah sesuai 
antara daftar bukti dengan alat buktinya. Nah, waktu di persidangan itu 
Bukti P-76 itu kan dikatakan tidak ada bukti fisiknya, ternyata setelah 
dicek ada, cuma kupingnya saja ndak dikasih gitu, kan. Di fisik itu ndak 
disebutkan itu. Nah, jadi yang tidak ada bukti fisiknya itu Bukti P-81, Pak. 
Untuk Dapil II Kota Sukabumi. Nanti bagaimana itu urusannya nanti.  

 Kemudian, Dapil III Kabupaten Bekasi, Dapil III Kabupaten Bekasi 
yang P-19 dan P-25 itu sudah sesuai. Jadi, itu tadi Pak yang jadi 
persoalan itu yang Nomor P-81 itu yang tidak ada bukti fisiknya. 
Selebihnya bisa kami sahkan.    

 
513. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Yang Mulia, sebelum disahkan, yang untuk Kota Bekasi yang P-81 

itu setelah kami verifikasi.  
  

514. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  
 Sebentar. Bukan Kota Bekasi. Yang Sukabumi. 
 

515. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Sukabumi hanya P-2 saja, Pak, yang disegel.  
 

516. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Lho, kok catatannya beda ini. Yang Kota Bekasi, Bapak 

menyerahkan, kan berapa bukti itu? 
 

517. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING  
 
 Kalau Kota Bekasi yang kemarin itu yang belum disahkan itu ada 

P-6A, 6B.  
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518. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Lho, itu kok Sukabumi, Pak? Bagaimana tertukar-tukar?  
 

519. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Bukan, Pak, Yang Mulia.  
 

520. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Enggak, Ini yang di Kabupaten Bekasi itu kan P-19 dan P-25 itu 

yang belum diserahkan yang untuk Kota Bekasi? 
 

521. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Kalau Kota Bekasi itu, itu P-6, P-6 berubah menjadi P-6A, Pak 

yang (…) 
 

522. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Kabupaten Bekasi?  
 

523. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Kalau Kabupaten Bekasi cuma P-25 saja, Pak. 
 

524. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 P-25 saja?  
 

525. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Ya.  
 

526. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Terus?  
 

527. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Yang belum disegel, kami sudah lengkapi.  
 

528. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya.  
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529. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Ada tanda terimanya, Yang Mulia.  
 

530. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, itu … itu kabup yang anu … terus tadi yang Bapak sampaikan 

yang mana? Kota apa? 
 

531. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Kalau Kota Sukabumi hanya P-2 saja. 
 

532. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  
 P-2? Ya itu, kan tadi sudah saya katakan sesuai dengan ininya … 

antara alat bukti dengan daftar buktinya sudah sesuai. 
 

533. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Ya.  
 

534. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Apa masalahnya?  
 

535. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Ya. Terus, yang Kota Bekasi II, P-6 yang ada di fisik (…) 
 

536. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Bukan Kota Sukabumi?  
 

537. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Bukan, Pak.  
 

538. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 P … sebentar dulu!  
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539. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Dicek di tanda terima saja, Pak! 
 

540. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Sebentar! Ya, oke untuk kota … yang P-6 tadi itu? Kota Bekasi? 

Baik, baik, silakan diteruskan! 
 

541. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Ya. 
 

542. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Catatan saya tadi kan sudah mengatakan itu ada P-81 nya itu 

yang tidak ada bukti fisiknya. Bagaimana? 
 

543. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Ya, itu yang di Kota Bekasi, Pak.  
 

544. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Betul. 
 

545. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Ya.  
 

546. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, terus? 
 

547. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Nah, jadi P-6, yang P-6 yang ada di fisik buktinya menjadi P6-A. 
 

548. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Gimana, gimana?  
 

549. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Yang P-6 yang ada di fisik buktinya itu Pak. 
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550. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 P6-A?  

551. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Itu, ya menjadi P-6A. 
  

552. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 P-6A, P-6B, P-78, P-7 … itu sudah sesuai dengan bukti fisik 

dengan alat buktinya? 
 

553. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
  Ya, sudah sesuai. Kan sudah lengkapi kemarin, Yang Mulia.  
 

554. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Jadi yang 81 itu yang ndak ada bukti fisiknya, itu kan? 
 

555. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 81, Yang Mulia. Yang kami pegang di sini ada, Yang Mulia.   
 

556. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Oh, di sini, di catatan kami tidak ada. Coba nanti dianukan, itu.  
 

557. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Baik, Yang Mulia.  
 

558. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya. 
 

559. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Kemarin kita sudah cross-check. 
 

560. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Oh. Ini tetap dicantumkan tidak ada. Baik, jadi yang selebihnya 

itu sudah tidak ada persoalan, ya? 
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561. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Ya. 
 

562. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya sudah, disahkan.  
 
 
 

563. KUASA HUKUM TERMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Baik, Yang Mulia. Terima kasih.  
 

564. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Itu. Dengan demikian, untuk yang ini ... Termohon 102-10-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah bisa kita lampaui. Untuk jawaban 
Termohon untuk Perkara Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 
kami mohon berkenan Yang Mulia Pak Wahiddudin Adams untuk 
memandunya.   

 
565. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS 

 
 Baik, terima kasih, Pak Ketua. Untuk Perkara 156-02-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ini, ya, ada jawaban Termohon dari KPU 
Pusat, ya, dan kemudian keterangan tertulis dari Bawaslu Provinsi Jawa 
Barat. Tidak ada yang Terkaitnya, ya.  

 Baik. Kami persilakan kepada Termohon untuk menyampaikan 
jawabannya! Singkat saja yang terkait kewenangan, kedudukan hukum, 
lalu kemudian pokok perkaranya ada Dapil RI Jawa Barat IV, DPRD 
Bogor Dapil I, DPRD Kabupaten Dapil Bekasi V, dan DPRD Kabupaten 
Kuningan Dapil kuningan VI, ya? Itu saja, kan? Silakan, ke Termohon.  

 
566. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban ter ... jawaban perbaikan 

tertanggal 10 Juli. Berikut kami sampaikan poin-poin pokok.  
 Yang pertama, terkait jawaban menyangkut kualitatif, dalam hal 

ini eksepsi di poin 8 menyangkut kewenangan Mahkamah. Bahwa 
menurut Termohon, terdapat dalil-dalil yang dimuka ... dikemukakan 
oleh Pemohon dalam permohonannya, seperti pada permohonan angka 
5 halaman 7, dan seterusnya, dan seterusnya, yang pada pokoknya itu 
menyatakan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini 
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disebabkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan secara 
terstruktur, sistematis, dan masif, atau TSM, oleh PPK Pebayuran 
maupun yang dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 1, Husni Thamrin. Dan 
kami kutipkan juga beberapa dalil Pemohon lainnya. Oleh karena 
demikian, alasan TSM itu merupakan ... alasan TSM yang diajukan dalam 
perkara ini telah dinyatakan secara tegas oleh Pemohon sebagaimana 
disebutkan di atas, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk 
memeriksa perkara permohonan, melainkan menurut hukum adalah 
menjadi kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu. 

 
567. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS 

 
 Ya. Baik. Itu terkait dengan (...)  
 

568. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Kewenangan, eksepsi kewenangan.  
 

569. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS 
 
 Eksepsi yang terkait dengan kewenangan MK, ya? Tadi Saudara 

menyebut bahwa ini menjadi kewenangan dari Bawaslu. Ya, selanjutnya 
tentang kedudukan hukum! 

 
570. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 

 
 Terkait eksepsi poin B tentang kedudukan hukum atau legal 

standing.  
 Kami mencatat yang pada pokoknya bahwa alasan-alasan hukum 

terkait kedudukan hukum atau legal standing ini telah jelas diatur di 
dalam PMK Nomor 2 Tahun 2018. Terutama di Pasal 2, Pasal 3, dan 
seterusnya. Dihubungkan dengan permohonan yang diajukan oleh 
Pemohon, dimana dalam hal ini Pemohon Perorangan, yaitu yang 
diajukan oleh Saudara Mustofa, S.E., kami mene ... melihat belum 
menemukan adanya surat rekomendasi atau persetujuan dari ketua 
umum maupun sekjen, kecuali yang diungkapkan secara lisan dalam 
persidangan sebelumnya oleh kuasa hukum partai. Oleh karena 
demikian, dengan tidak adanya atau tidak dapat diperlihatkannya surat 
rekomendasi atau surat persetujuan tersebut, ini membuktikan bahwa 
permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana ditentukan oleh PMK 2018.  
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571. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS 
 
 Oke. Ayo. Sudah itu, ya? Keba ... sekarang dalam pokok 

permohonan, ya, terkait selisih perolehan suara di 4 ... tadi, ya?  
 

572. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Dapil. Baik, Yang Mulia.  
 

573. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS 
 
 Baik. Pertama, yang Kabupaten DPRD RI Dapil Jabar IV.  
 

574. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Ya. Terkait perselisihan suara di dapil 4 ... di Dapil Jawa Barat IV, 

sebagaimana persandingan perolehan suara yang disampaikan oleh 
Pemohon, dalam hal ini, kami merujuk di tabel 2, dimana di Dapil Jabar 
IV ini, menurut Termohon, perolehan suara partai Pemohon atau PKS 
adalah ... maaf ... Gerindra=305.557, sementara menurut Pemohon 
adalah 329.728 suara. Artinya, ada selisih 24.000, menurut Pemohon, 
meskipun tidak tepat juga perhitungan selisih ini.  

 Kemudian, berdasarkan tabel yang dikemukakan di dalam 
jawaban kami pada bagian akhir, tabel pengurangan perolehan suara 
Pemohon sebagaimana didalilkannya, kami sandingkan dengan bukti-
bukti yang sama untuk TPS-TPS yang sama pada kelurahan dan 
kecamatan yang sama, yang pada prinsipnya kami uraikan pada bagian 
di bawah, Yang Mulia.  

 
575. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Yang jawaban (…) 
 

576. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Di jawaban (…) 
 

577. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Kabupaten Sukabumi? 
 

578. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Khususnya Kota Sukabumi, Yang Mulia. 
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579. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Kota Sukabumi, ya? 
 

580. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Ya.  
 

581. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, silakan! 
 

582. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Jadi ada 16 TPS dalam tabel ini, ini tentang pengurangan suara 

Pemohon menurut Pemohon itu kami sajikan di bawah. Berikut … begitu 
pun terhadap tabel penambahan perolehan suara untuk Partai Demokrat 
ada sampai 10 TPS di beberapa kelurahan dan kecamatan, itu disajikan 
dalam jawaban di bawah.  

Kemudian, khusus terkait dalil-dalil Pemohon menyangkut wilayah 
Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini KPU Kabupaten Sukabumi, kami 
berikan tanggapan sebagaimana dalam … di halaman 10 sampai dengan 
halaman 12. Yang pada pokoknya di angka 1 dikatakan bahwa telah 
terjadi kehilangan perolehan suara Pemohon atau pengurangan 
perolehan suara Pemohon di Kabupaten Sukabumi sebanyak lebih dari 
10.000 suara, itu adalah tidak benar. Karena penyebutan angka 10.000 
suara itu tidak disertai dengan locus atau tempat yang … TPS mana yang 
berkurang serta bagaimana kehilangan suara itu terjadi. Oleh karena 
demikian, dalil Pemohon yang demikian haruslah ditolak. 

 
583. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya. 
 

584. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Ya, begitu pun, sama dengan nomor 2, nomor 3, kami lewat, 

Yang Mulia. 
 

585. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
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586. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Terkait dengan … nomor 5 … tentang dalil Pemohon pada tabel 1 

dan 2 tadi, halaman 24, ini adalah tabel sandingan yang kami sajikan, 
Yang Mulia. 

 
587. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya. 
 

588. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Terkait (…) 
 

589. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Dapil I Kota Bogor? 
 

590. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Maaf, masih Kabupaten Sukabumi, Yang Mulia. 
 

591. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Oh, yang di atasnya, ya? 
 

592. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Ya, kami anggap dibacakan di tabel itu. Dan selanjutnya, 

berikutnya, kami mau menanggapi dari wilayah Kota Sukabumi.  
 

593. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
 

594. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Bantahan Termohon terkait wilayah Kota Sukabumi ini, pertama 

disajikan dalam bentuk tabel tentang perolehan suara. Hampir sama 
karena Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi itu adalah 1 Dapil di 
Jabar IV. Namun, perbedaannya adalah pada poin A, angka 1 poin A (…) 

 
595. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Halaman berapa itu? 
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596. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 

 
 Halaman 12, Yang Mulia. 
 

597. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 12? Ya. 
 

598. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon di halaman 19, selisih 24.000 

suara terjadi di 2 wilayah dengan sebaran 14.000 suara untuk atau di 
Kota Sukabumi dan 10.000 di Kabupaten Sukabumi. Seperti tadi di atas 
disampaikan (…) 

 
599. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya. 10.000 di kabupaten? 
 

600. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Ya. 
 

601. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Kemudian 14.000 di kota, ya? 
 

602. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Kota Sukabumi.  
 

603. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
 

604. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Terhadap selisih 14.000 di Kota Sukabumi, pada intinya dalil yang 

disampaikan oleh Pemohon adalah kabur karena Pemohon tidak 
menyampaikan di TPS mana saja suara itu hilang dan berapa suara 
yang hilang dari tiap-tiap TPS.  
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605. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya 
 

606. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Ya, kemudian (…) 
 

607. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Terus? 
 

608. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Terus poin B tidak dibacakan. Angka 23, langsung pada II, Yang 

Mulia.  
 

609. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Halaman? 
 

610. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Halaman 13. Ini terkait bantahan Termohon atas dalil Pemohon 

tentang daftar bukti Pemohon yang di antaranya tentang terjadi 
pengurangan suara Pemohon, penambahan suara Partai Demokrat, dalil 
Pemohon yang pen … tentang pencatatan C-1 KPPS bagi Parpol 
Demokrat perihal berbeda tanda-tangan dan sebagainya, sebagaimana 
dalil Pemohon angka … halaman 32 sampai dengan 52. Hal ini kami 
bantah dan kami jawab dalam poin-poin angka 1, 2, 3, 4, 5 … maaf, 
sampai 4, Yang Mulia, halaman 13.  

 Angka 5 nya, terkait kuantitatif, bantahan kami, terkait dengan 
beberapa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon halaman 3.252, 
Pemohon menjawab sebagai berikut, ada poin A, poin B, poin C, poin D 
(…) 

 
611. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Sampai N? 
 

612. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Dan sampai … sampai N, Majelis, Yang Mulia. 
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613. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, ya. 
 

614. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Halaman 16. 
 

615. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, ya. 
 

616. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Itu yang tadi di awal dikemukakan itu adalah bantahan terhadap 

TPS-TPS dalam tabel yang disajikan oleh Pemohon. 
 

617. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, baik. Terus! 
 

618. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Angka III. Bantahan Termohon terkait dalil Pemohon yang 

mempermasalahkan tentang daftar pemilih, pengguna hak pilih, 
termasuk adanya penemuan pencatatan C-1 KPPS, dan seterusnya, itu 
kami juga … maaf, dalam permohonan halaman 35 sampai 39 itu kami 
bantah dalam jawaban angka (1)A halaman 16, huruf a sampai (…) 

 
619. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Sampai H? 
 

620. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 H, Yang Mulia. 
 

621. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, ya. 
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622. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Ya, dan seterusnya. Tidak kami bacakan poin-poin karena itu 

berkaitan dengan regulasi. Halaman berikutnya juga ada tabel terkait 
peralihan hak data pemilih. Kami lanjut ke (…) 

 
623. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Kok ada Provinsi Jawa Barat Dapil VIII ini? 
 

624. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Yang … ya, baik, Yang Mulia. 
 

625. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Tadi di depan tidak ada disebutkan untuk Dapil VIII itu. 
 

626. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Maaf … ya, ada, masih dalam Kota Sukabumi masih ada yang 

perlu kami sampaikan. Poin … angka V di halaman 21, Yang Mulia. 
 

627. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
 

628. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengenai telah adanya 

putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat atas aduan keberatan adanya 
pelanggaran administrasif pemilu dengan ini Termohon menganggap … 
menanggapi bahwa atas aduan Pemohon tersebut, Bawaslu provinsi 
telah mengeluarkan putusan acara cepat pelanggaran administratif 
pemilu tanggal 9 Mei 2019, yang putusannya: 

Menyatakan KPU Kota Sukabumi terbukti sah dan dan menyakinkan 
melakukan pelanggaran legislatif.  

 2. Memberikan (…)  
 

629. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Peringatan tertulis.  
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630. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Peringatan tertulis kepada KPU Kota Sukabumi, dalam hal ini 

terhadap putusan itu telah ditindaklajuti dengan keluarnya surat pela … 
teguran pelanggaran tertulis pada vide Bukti 037, dan seterusnya.   

 
631. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya. 
 

632. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 VI. Bahwa ini perlu kami sajikan dalam sidang pendahuluan yang 

dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Juli 2019 di hadapan Yang Mulia Majelis 
Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemohon Perseorangan dalam hal ini 
Mustofa, S.E., yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya terkait petitum dalam 
permohonannya yang menyatakan dengan tegas mencabut seluruh 
petitum terkait KPU Kota Sukabumi, yaitu petitum angka 2, angka 4, 
angka 6, dan angka 9, dan selanjutnya meminta agar hasil perolehan 
suara yang benar sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten 
Sukabumi.  

 Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka seyogianya seluruh 
dalil Pemohon sepanjang terkait dengan penyebutan KPU Kota Sukabumi 
dengan sendirinya menjadi gugur atau setidaknya harus 
dikesampingkan. Dan selanjutnya Termohon menyerahkan 
kebijaksanaan untuk menjatuhkan atas permohonan Perkara ini. 

 
633. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya, baik ya.  
 

634. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Berikutnya terkait dengan Provinsi Jawa Barat, Dapil Jawa Barat 

VIII, Yang Mulia, ini muncul saat persidangan tanggal 9 yang lalu. 
 

635. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
 

636. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Ya, kami sajikan argumentasi berikut ini. Pertama, angka 1 huruf 

a. Bahwa Pemohon mempersoalkan perkara terkait Jabar VIII inus, eh 
maaf Jabar 8 ini sebagaimana disebutkan dalam dalil permohonan awal 
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pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB. B. Bahwa 
permohonan Pemohon dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam 
PMK tidak pernah diajukan permohonan perbaikan, ini khusus terkait 
Jabar VIII.  

 
637. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya, ya.  
 

638. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Sampai batas waktu yang ditentukan. Kemudian, kami lanjutkan 

di poin c. Dalam persidangan di Mahkamah tanggal 9 Juli 2019 secara 
tiba-tiba Pemohon mengajukan apa yang disebutnya sebagai perbaikan 
permohonan yang kemudian membacakannya dan ternyata di dalamnya 
adalah menyangkut dalil-dalil yang mempersoalkan Dapil Jabar VIII yang 
mempermasalahkan perolehan suara di Kota Cirebon. Kami tambahkan 
dalam jawaban termasuk Kabupaten Cirebon, Yang Mulia, ini kurang.  

 
639. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya, ya.  
 

640. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Mengenai hal tersebut Termohon menilai bahwa pengajuan 

perbaikan permohonan dalam persidangan adalah tidak benar karena 
selain menghilangkan hak Termohon untuk menanggapi secara seksama, 
juga permohonan tersebut sangatlah tidak berdasar dan bertentangan 
dengan peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai batas waktu 
pengajuan permohonan, sehingga permohonan yang demikian harus 
ditolak.  

 
641. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya, ya.  
 

642. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Kemudian, terhadap dalil Termohon yang telah dikemukakan 

dalam permohonan awal kami tanggapi dalam hal ini menyangkut Dapil 
Jabar VIII, khususnya untuk Kota Cirebon sebagaimana dikemukakan 
pada tabel pertama di halaman 22 mengenai perolehan suara menurut 
Pemohon yang tidak jelas juga disebutkan di tabel permohonan awal itu 
selisihnya bagaimana atau maksudnya apa itu tidak jelas. Tetapi, kami 
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tanggapi termasuk poin bahwa apa yang dituduhkan Pemohon terhadap 
perbedaan data perolehan C-1 dan DAA1-DPR adalah tidak benar.  

 
643. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Yang di 2 itu, ya?  
 

644. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Angka 2. 
 

645. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Angka 2, ya.  
 

646. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Ya, angka 2. Karena tidak terdapat perbedaan sesudah dilakukan 

penyandingan data formulir model C-1 dengan DAA1-DPR, DA1-DPR, dan 
DB-1 DPR pada kegiatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara 
tingkat KPU Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Berita Acara KPU 
Provinsi Jawa Barat Nomor 298/PL, dan seterusnya tentang Hasil 
Pencermatan Data Perolehan Suara DPR Pada Model DB Kota Cirebon 
pada Pemilu Tahun 2019. Berikutnya tidak kami bacakan dan dianggap 
dibacakan.   

 
647. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Coba nih, mohon maaf coba yang 3 itu kok ya, ada tiba-tiba (..)  
 

648. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Oh, ya.  
 

649. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 DPRD Kabupaten Maros, gimana itu ceritanya?  
 

650. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Baik. Nah, poin 3 ini, ini tanggapan kami terhadap tuntutan 

Pemohon tentang dalil Pemohon yang menyatakan menuntut 
dilakukannya pemungutan suara ulang untuk menjadikan Pemohon 
sebagai calon memperoleh kursi dalam pengisian keanggotaan DPRD 
Kabupaten Maros.  
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651. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya, ya.   
 

652. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Adalah tidak relevan, dan tidak jelas, dan tidak berdasar hukum. 

Ini barangkali entah di provinsi seberang timur, Yang Mulia.  
 

653. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, ya. Oh, jadi karena ini tanggapan Saudara? Ya, ya.   
 

654. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Tidak relevan menurut kami. Kami pun tidak perlu tanggapan 

lebih jauh.  
 

655. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, sudah.   
 

656. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Selanjutnya, kami mohon izin, Yang Mulia. Sampai angka 6 tidak 

kami bacakan, tapi mohon izin di sini tidak kami cantumkan tanggapan 
kami terhadap Kabupaten Cirebon. Karena dalam … mohon 
kesempatannya kami sajikan secara lisan saja yang pada intinya dalam 
permohonan persidangan tanggal 9 yang lalu, Pemohon mempersoalkan 
3 TPS di Kabuaten Cirebon.    

 Yang pertama, sesuai dengan kami kebetulan membawa juga 
risalah persidangan. Yang Mulia, Pemohon mempersoalkan di wilayah 
Kabupaten Cirebon itu terkait dengan adanya persoalan di TPS Desa 
Bayalangu Lor di Kecamatan Gegesik, dimana Pemohon mengaku 
memperoleh suara sebanyak 44 dan berkurang 4 suara. 

 
657. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ini tidak ada di sini, ya, di lisan saja?  
 
 
 
 
 



 

79 

658. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Ya, di sini tidak ada, tapi secara lisan saja, Yang Mulia. Artinya, 

terhadap perolehan suara yang dimaksud itu tidak jelas TPS mana yang 
dimaksud.    
 

659. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya.  

660. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Tanggapannya singkat, Yang Mulia.  
 

661. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, singkat saja saya kira.  
 

662. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Kemudian, terkait TPS 31. Ini juga di Desa Gegesik kalau tidak 
salah. Itu juga tidak ada TPS sampai jumlah 31, maksimal itu ada TPS 
sampai 17 di tempat yang sama. Terakhir, di desa … maaf … di 
Kecamatan Susukan termo … Pemohon menyatakan, ada selisih suara 
yang semula 28, berkurang menjadi 16 suara. Itu adalah tidak benar. 
Karena faktanya memang sempat ada kesalahan perolehan suara di 
sana. Kemudian, ada proses perbaikan yang dilakukan bersama seluruh 
pihak dalam hal ini termasuk panwascam dan akhirnya adalah suara 
yang benar adalah 28 di TPS yang dimaksud. Demikian untuk Kota 
Cirebon, Yang Mulia. 
 

663. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
  
 Ya.  
 

664. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Kami lanjutkan untuk Dapil Provinsi Jawa Barat terhadap Dapil 
Kota Bogor I. 
 

665. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Dapil Kota Bogor I, ya? Halaman 24, ya.  
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666. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Halaman 24. 
 

667. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya.  
 

668. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Pemohon telah menyandingkan perolehan suara menurut 
Pemohon dan Pemohon sebagaimana tabel 1 permohonannya. 
Terhadap dalil adanya selisih suara ini, menurut Termohon itu tidak 
benar. Karena suara yang benar adalah menurut versi Termohon 
sebagaimana disebutkan oleh Pemohon sendiri.  
 Hal ini kami sajikan dalam bentuk bukti dari mulai T-001 Kota 
Bogor sampai dengan T-011 ... T-010 Kota Bogor, dan seterusnya.  
Terkait kemudian ada 1 fakta hukum dalam hal ini yang terjadi di … 
mohon maaf, poin 3, Yang Mulia, halaman 25.   
 

669. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya.  
 

670. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan untuk permohonan 
koreksi atas perubahan tersebut dan terdaftar pada Bawaslu Kota 
Bogor Nomor 8, dan seterusnya. Dan untuk permohonan tersebut telah 
ditindaklan … telah ditindaklanjuti oleh karena (...) 
 

671. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
  

Bukan tidak? 
 

672. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Ditindaklanjuti … tidak ditindaklanjuti menurut Pemohon. 
 

673. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, ya. 
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674. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
  
 Itu adalah tidak benar. Karena faktanya sebagaimana kami 
uraikan terhadap adanya perbedaan suara dalam Formulir Model DAA-1 
dan Formulir Model DA-1 di Kecamatan Bogor Tengah telah 
diselesaikan dalam Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi 
Pemilu Bawaslu Kota Bogor tertanggal 22 Mei 2019 yang memutuskan 
(...)  
 

675. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, sudah 1,2,3. 
 

676. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik. Kami lanjutkan untuk Dapil Bekasi 
V, Yang Mulia. 
 

677. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
  
 Ya.   
 

678. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Pada Dapil Bekasi V, Pemohon menyandingkan perolehan suara 
berdasarkan formuril … Formulir DA-1 Calon Anggota DPRD atas nama 
Haryanto, A.Md., dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 menurut 
Termohon dan Pemohon. Untuk pengisian keanggotaan Kabupaten 
Bekasi. Yang pada pokoknya dalam tabel tersebut, Pemohon 
menyatakan, telah ada selisih atau penambahan sebanyak=99 suara 
kepada Caleg Nomor Urut 2.   
 

679. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
 

680. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
  
 Mohon maaf, ada pengurangan dari Caleg Nomor Urut 1 
sebanyak=99 suara. Nah, terhadap pers … selisih tersebut kami 
bantah dengan … dalam bentuk meyajikan tabel persandingan. 
 

681. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 



 

82 

682. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Berdasarkan bukti DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang pada 
prinsipnya disini dalam tabel tercantum suara caleg 1 Husni Thamrin, 
menurut Termohon=241. Dan suara partai adalah 31. Perolehan suara 
ini konsisten pada tingkat DA-1 Kecamatan Pebayuran, yaitu pada 
suara partai ada=31 dan suara caleg adalah 241, Yang Mulia. Jadi, 
tidak ada selisih sampai 99 sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. 
 Nah, selanjutnya ini adalah narasi, untuk mempersingkat tidak 
kami bacakan. 
 

683. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
 

684. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Halaman 28. 
 

685. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

28. 
 

686. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Halaman 29 poin 6, kiranya perlu kami sampaikan. Nomor 6, Yang 
Mulia. 
  

687. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya.  
 

688. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Pemohon mendalilkan telah mengajukan keberatan dan permohon 
… dan permohonan penyelesaian-penyelesaian atas hasil rekapitulasi 
KPUD Bekasi, yagn ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan 
Nomor 30 dan seterusnya … dan seterusnya. 
 

689. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
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690. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Terhadap dalil tersebut, Termohon menanggapi bahwa atas 
aduan Pemohon tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah 
mengeluarkan putusan acara cepat pelanggaran administrasi pemilu 
tanggal 13 Mei 2019 yang putusannya menyatakan pada pokoknya 
telah terjadi … telah terjadi secara sah dan meyakinkan melakukan 
pelanggaran administratif dan memberikan peringatan sanksi terulis … 
teguran tertulis kepada PPK Pebayuran.” Terhadap tindak lanjut dari 
putusan Bawaslu ini telah dilakukan oleh KPU Bekasi dengan bukti surat 
P-004 Bekasi dan seterusnya.  
 

691. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya.  
 

692. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
  
 Selanjutnya, untuk Dapil Kuningan II. 
 
 

693. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
 

694. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Di sini … terlebih dahulu Dapil Kuningan II, Termohon 
menyampaikan klarifikasi, Yang Mulia.  
 

695. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
 

696. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Pada pokoknya bahwa personal atau subjek hukum yang 
dimaksud dalam pemohonan ini yaitu Eka Satria Ramadhan, sebagai 
Pemohon dan Sri Laela Sari sebagai … maaf … maaf … ini sebagai 
Termohon, koreksi.  
 

697. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
 



 

84 

698. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Dihilangkan saja, Yang Mulia. Kedua pihak ini atau subjek hukum 
ini dalam daftar tetap … dalam tetap calon legislatif yang dikeluarkan 
oleh KPU  

... tujuh dan seterusnya, termasuk sebagai caleg dalam Wilayah 
Dapil Kuningan 1 bukan Dapil Kuningan 2, Yang Mulia.  

 Ini kami sajikan di halaman 30, Yang Mulia. 
 

699. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Halaman 30, ya. 
 

700. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Karena dalam BRPK, kami mendapatkan data Kuningan 2. Untuk 

itu, perlu diklarifikasi dan selanjutnya, terkait permohonan sepanjang 
dimaknai pe ... penyebutan dapil sesuai dengan penetapan Termohon. 
Maka, Pemohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 

Pertama, Terkait tabel persandingan perolehan suara Calon 
Anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Dimana Eka Satria menurut 
Pemohon mendapat 2.120, menurut Termohon 21.. ... 21 ... 2.118 ada 
selisih (...)  

 
701. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Selisih (...)  
 

702. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Minus atau pengurangan 2 suara.  
 

703. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya.  
 

704. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Yang berikutnya adalah Sri Laelasari, menurut Termohon 2.123 

dan menurut Pemohon 2.113, ada selisih 10 penambahan. 
 

705. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
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706. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Nah, terhadap adanya pengurangan maupun penambahan selisih 

suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, menurut 
Termohon adalah tidak benar karena berdasarkan data-data dan bukti 
yang ada ... sesuai dengan bukti yang disajikan dalam, maaf Bukti T-001 
Kuningan sampai dengan ... T berikutnya mohon ... mohon maaf, Yang 
Mulia. Saya lupa, yang terakhirnya itu ada tambahan soalnya. Tetapi, 
pada pokoknya telah terjadi ada kesalahan pencatatan dan (...)  

 
707. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya (...)  
 

708. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Dan telah ada juga putusan Bawaslu terkait adanya koreksi 

tersebut sebagaimana dimaksud, dalam hal ini adalah perintah sanding 
data. Maaf di ini tercantum di halaman 32. 

 
 

709. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
 

710. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Ada perintah sanding data dari KPU Jawa Barat pada saat 

berlangsung Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat 
KPU Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Surat Nomor 366/PY 
dan seterusnya. Dari Bawaslu Provinsi Ja ... Jawa Barat, sebelumnya 
juga telah ada rekomendasi Rekomendasi, yaitu Nomor 
100/BAWASLUPROV.JB dan seterusnya, tanggal 10 Mei 2019. 

 Hasil dat ... sanding data yang digelar di ruang rapat lantai 2, KPU 
Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Mei 2019 dituangkan dalam Berita Acara 
Nomor 23/PL.01.2-BA dan seterusnya, tentang Penyandingan Data 
Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kuningan Partai Gerindra Nomor 
Urut 2 dan Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kuningan 1 tanggal 11 Mei 
2019. Pada tanggal 18 Mei 2019, KPU Kabupaten Kuningan menerima 
surat dari KPU RI Nomor 840/PL dan seterusnya tentang Perbaikan Hasil 
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, 
setelah sebelumnya KPU Kabupaten Kuningan melakukan konsultasi 
melalui Surat 290, dan seterusnya (...) 
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711. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Jadi, surat KPU ini yang menjadi dasar kabupaten menggelar 

rapat perbaikan itu, ya? 
 

712. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Betul, Yang Mulia. 
 

713. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
 

714. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Ya. Sela (...)  
 

715. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ini ada di Bukti T-002? 
 

716. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Betul. T-002 Kuningan, dan seterusnya. 
 

717. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
 

718. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
  
Baik. Demikian, Yang Mulia. Angka 2 dan seterusnya tidak perlu 

kami bacakan. Terakhir Petitum. 
 

719. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya.  
 

720. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diuraikan di atas, 

Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia berkenan memutuskan dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi 
Termohon dalam pokok perkara: 

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
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2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat KPU Republik 
Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang 
Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan seterusnya. 

3. Apabila Majelis, Yang Mulia ... Yang Mulia .... Mulia, Majelis 
Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang ... mohon 
putusan yang seadil-adilnya.  

Demikian, ditandatangani oleh Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang 
Mulia.  

 
721. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Baik. Terima kasih, ya. Kemudian selanjutnya, keterangan tertulis 

Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Karena dari terkait tidak ada, ya.  
 

722. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

723. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Sama seperti yang tadi, ya. Termohon hal-hal yang pokoknya saja 

disampaikan karena ini sudah kita terima, sampai halaman ... enggak 
tahu, tiba-tiba ada sudah sampai 536 ini, ya. Ya karena dimulai 508, ya 
betul? 

 
724. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA  

 
 Betul ... betul, dibagi dua buku. 
 

725. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, yang untuk perkara ini yang disampaikan ke kita supaya kita 

cek halaman 508 sampai dengan 536 atau 537, itu ya? 
 

726. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Betul, Yang Mulia. 
 

727. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. Silakan! Hal-hal yang pokok saja. 
 

728. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Keterangan PHPU Partai Gerindra, DPR-RI Dapil Jabar 4 (...)  
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729. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
 

730. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Merespons persidangan pendahuluan. Bahwa pencabutan Petitum 

Nomor 2, 4, 5, 6, 7, 9 karena pada pembukaan kotak suara, Bawaslu 
menyampaikan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sukabumi 
Nomor 152, dan seterusnya. Melakukan pengawasan di KPU Kota 
Sukabumi terkait pengambilan formulir yang akan digunakan sebagai alat 
bukti dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2019 di 
Mahkamah Konstitusi. Adapun kotak suara TPS yang dibuka terdiri dari 
sejumalah 87 Formulir C-1 hologram DPR RI dan C-1 hologram DPRD 
Jawa Barat dan seterusnya. Pengawasan tersebut dilakukan untuk 
memastikan pembukaan kotak suara dan pengambilan alat bukti sesuai 
dengan yang diperlukan dalam persidangan perselisihan suara di 
Mahkamah Konstitusi. Berikutnya di halaman 515.  

 
731. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya. 
 

732. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan adanya dugaan 

pelanggaran administratif yang dilakukan KPU Sukabumi. Bawaslu 
Provinsi Jawa Barat telah menerima, memeriksa, dan memutus dugaan 
pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh Pemohon. Bawaslu Provinsi 
Jawa Barat menerima laporan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, 
pukul 13.48 WIB, yang disampaikan oleh saudara Mustofa, S.E., terkait 
dugaan adanya pelanggaran berupa … dianggap dibacakan.  

 
733. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya. Sudah ada (…) 
 

734. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Bahwa telah dilaksanakan sidang penyelesaian … sidang 

pemeriksaan administrasi dengan acara cepat terhadap laporan tersebut 
dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengamb … mengambil putusan 
pelanggaran administratif dengan putusan memutuskan menyatakan 
KPU Kota Sukabumi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
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pelanggaran administatif pemilu dan memberikan peringatan tertulis 
kepada KPU Kota Sukabumi.  

 
735. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Bukti PK.14-7, ya? 
 

736. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Betul. 
 

737. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya.  
 

738. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Berikutnya (…)  
 

739. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Yang Kabupaten Kuningan? 
 

740. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Kabupaten Kuningan Dapil I DPRD. Halaman 517 sampai 518.  
 Bahwa berdasarkan dalil permohonan nomor 1 menyebutkan 

bahwa persandingan data dilakukan di luar Rapat Pleno Tingkat Provinsi 
Jawa Barat dengan tanpa dihadiri saksi. Bahwa dalam hal ini sanding 
data dilakukan atas rekomendasi Bawaslu Jawa Barat kepada KPU Jawa 
Barat untuk melakukan sanding data antara KPU Kabupaten Kuningan 
dengan Roni Agus Pramono, Ketua Tim Sukses Caleg Gerindra, Nomor 3, 
atas … atas nama Sri Laelasari dengan nomor surat 100 dan seterusnya.  

Yang pada intinya bahwa persandingan data berdasaran Keputusan 
Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
Tingkat Provinsi Jawa Barat yang bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa 
Barat, pada tanggal 9 dan 10 Mei 2019. Dan bahwa penyandingan data 
perolehan suara dilakukan terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota dan 
Provinsi dengan Sertfikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan 
Suara Model DA-1 DPRD Kota dan Provinsi, serta sertifikat C-1 DPRD 
Kota dan Provinsi berhologram, dan/atau bila dibutuhkan agar 
menyandingkan dengan sertifikat C-1 Plano sesuai TPS yang dilaporkan.  

 Selanjutnya, halaman 518. Bahwa dalam dalil kedua, dalam 
permohonannya Pemohon mendalilkan sanding data yang dilakukan 
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Termohon tidak menggunakan data yang berasal dari hasil rekapitulasi 
tingkat kabupaten dan hanya merujuk pada DB-1, DA-1 dan hasil scan 
foto Form C-1 yang dimiliki Bawaslu. Bahwa dalam hal ini, sanding data 
yang dilakukan berasal dari data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten 
Kuningan dan Roni Agus Pramono sebagai pelapor yaitu foto Formulir 
Model C-1 Plano, Model C-1 salinan, Model DAA-1, dan Modal DA-1, serta 
dibandingkan dengan foto C-1 Plano yang dimiliki oleh Bawaslu 
Kabupaten Kuningan yang bersumber dari pengawas TPS. 

 
741. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya. Itu sampai … berapa keterangan sampai angka (…) 
 

742. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Selanjutnya halaman 520. 
 

743. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. 
 

744. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Bahwa dalam dalil poin 3, 4, dan 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten 

Kuningan telah melihat dan meneliti hasil persandingan data tersebut 
telah dibandingkan dengan data yang dimiliki Bawaslu Kabupaten 
Kuningan dan perolehan suara Pemohon. Setelah dilakukan 
penyandingan data terbukti bahwa jumlah keseluruhan perolehan suara 
yang semula 2.120 suara terhitung menjadi 2.118 suara.  

 
745. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya. 
 

746. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Dan setelah melakukan sanding data berdasarkan pada foto C-1 

Plano dan Model DAA-1 kabupaten/kota Kecamatan Cibubur dan 
Kecamatan Kuningan, Dapil I Kabupaten Kuningan, terbukti bahwa 
jumlah keseluruhan perolehan suara Laelasari yang semula 2.113 suara 
terhitung menjadi 2.123 suara.  

 
747. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya, ya. Saya kira sampai halaman 524 sampai 16 kemudian (…)  
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748. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 

 
 525.  
 

749. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 525, ya? 
 

750. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Ya. Setelah dilakukan data … penyandingan data dan mendengar 

keterangan dari pelaporan, terlapor. Bawaslu kemudian mengeluarkan 
Putusan Pemeriksaan Acara Cepat pada tanggal 11 Mei 2019. 

 
751. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya, Bukti PK-14.8.28, ya?  
 

752. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 28, betul. 
 

753. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. Ini saya kira rinciannya. 
 

754. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Sudah (…)  
 

755. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Kemudian Kabupaten Bekasi? 
 

756. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Kabupaten Bekasi, dapil V.  
 Bahwa berdasarkan pokok permohonan yang didalilkan dalam 

tabel perolehan suara antara Husni Thamrin, S.E., dengan Haryanto. 
Pada halaman 6 poin 1, 2, 3, bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten 
Bekasi Nomor Urut 2, Partai Gerindra, yang seharusnya mendapat 
perolehan suara tertinggi untuk pengisian keanggotaan Kabupaten 
Bekasi Dapil V. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan 
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pengawasan terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan 
suara ini d ... dari halaman 527 (...)  

 
757. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS 

 
 Sampai 570? 
 

758. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, dengan uraian singkat, 

hasil pengawasan menyatakan bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 
13.00 WIB, melakukan pengawasan rekapitulasi perhitungan perolehan 
suara KPU Kabupaten Bekasi untuk pembacaan rekapitulasi kabupaten ... 
rekapitulasi Kecamatan Pebayuran. Pada saat dilakukan rekapitulasi 
terdapat beberapa tanggapan dari saksi partai, diantaranya saksi PDIP. 
Untuk selanjutnya, bahwa terhadap dalil permohonan mengenai adanya 
peringatan keberatan yang tandatangani saksi mandat dari Partai PBB 
bahwa benar adanya pengajuan keberatan dari saksi Partai PBB, terkait 
rekapitulasi di PPK Kecamatan Pebayuran yang pokoknya menerangkan 
perolehan suara calon anggota untuk pemilihan DPRD Kabupaten dari 
suara sah Partai Gerindra ke suara nomor urut 1. Sehingga meminta 
kepada pimpinan Rapat Pleno KPU untuk membuka kotak guna 
mencocokan DAA plano. KPU Kabupaten Bekasi tidak mengabulkan 
permintaan saksi Partai PBB. Kemudian saksi Partai PBB melakukan aksi 
walkout.  

 Selanjutnya halaman 529 sampai 530, bahwa terhadap dalil 
permohonan terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilaporkan 
Bawaslu Kabupaten Bekasi dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, bahwa 
dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bekasi menerima laporan dugaan 
pelanggaran, perubahan pengambilan atau pemindahan suara, pada 
tanggal 10 Mei 2019, dengan pelapor Saudara Dahlia selaku kuasa 
mandat Badan Pengawasan dan Disiplin Partai Gerindra dengan terlapor 
Jalaludin selaku Ketua PPK Pebayuran dan Husni Thamrin.  

 Berdasarkan laporan ini, dilakukan proses di Sentra Gakkumdu ... 
ini halaman 511 sampai (...)  

 
759. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS 

 
 530? 
 

760. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 531.  
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761. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS 
 
 Yang di tampil (...)  
 

762. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Bahwa berdasarkan hal penelitian pemeriksaan dan hasil kajian 

Bawaslu, mengumumkan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti 
karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup bukti. Kemudian proses 
pelanggaran administrasinya, menyatakan bahwa PPK Pebayuran 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran 
administratif pemilu, dan memberikan keterangan tertulis kepada PPK 
Pebayuran.  

 Untuk selanjutnya, Dapil I DPRD Kota Bogor.  
 

763. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS 
 
 Ya. Halaman 532, ya? 
 

764. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Halaman 533.  
 

765. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS 
 
 Ya. 
 

766. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 La ... langsung laporan hasil pengawasannya. Bahwa dalam dalil 

permohonan, terkait laporan adanya perbedaan suara, bahwa dalam hal 
ini, Bawaslu Kota Bogor telah menerima laporan permohonan koreksi 
atas perbuhaan suara dengan nomor ... dan dianggap sudah dibacakan. 
Mempermasalahkan megenai perbedaan suara pada model DA-1 ke DA-1 
pada Caleg Nomor 5, Ema Rachmawati, Caleg Nomor 9, Siti Nurmaulina, 
dan Caleg Nomor 10 Bubun Djunaedi, yaitu Kelurahan Tegalega, 
Kelurahan Sempur, Kelurahan Panaragan, dan Kelurahan Babakan.  
  Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Termohon 
bahwa seluruh Kota Bogor telah melakuakn sidang administrasi cepat 
berdasarkan laporan nomor 8 dan seterusnya, yang menghasilkan 
putusan berupa rekomendasi Bawaslu kota Bogor kepada KPU Kota 
Bogor agar dapat mengkoreksi data DAA-1. Bahwa terhadap surat 
rekomendasi dari Bawaslu Kota Bogor kepada KPU Kota Bogor, maka 
KPU Kota Bogor telah menerbitkan DAA-1 hasil koreksi tersebut. 
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767. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS 
 
 Ya. Bukti PK-14.19-9, ya? 
 

768. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Betul, Yang Mulia.  
 

769. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS 
 
 Ya. Itu yang rekomendasi dari Bawaslu Kota Bogor, ya? KPU Kota 

Bogor.  
 Sekarang terakhir, keterangan tertulis pengawasan pemilihan 

anggota DPRD Provinsi.   
  

770. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Yang dapil sudah, Yang Mulia.  
 

771. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS 
 
 Sudah? 
   

772. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Sudah. 
 

773. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS 
 
 Ini ada, kok, da ... keterangan tertulis permohonan Partai Golkar 

ini apa? Bukan untuk ini, ya? Yang Perkara 168/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 itu? 

   
774. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA  

 
 Bukan, Yang Mulia.  
 

775. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS 
 
Jadi ketika halamannya tadi ... apa ... masih, padahal ... apa ... apa 

... keterangan tertulis itu sudah selesai, ya.  
 

776. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Sudah selesai, Yang Mulia, yang terkait dengan Partai Gerindra.   
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777. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS 

 
 Ya, ya, baik. Saya kira demikian, Pak. Tinggal bukti.  
   

778. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA  
 
 Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahid. Kami ada beberapa catatan 

di sini karena tidak ... tidak ada Pihak Terkait. Ini ... ini Termohon juga 
... apa namanya ... softcopy daftar buktinya juga belum ada. Mohon 
nanti disampaikan. Kartu tanda advokatnya juga untuk ke-23 kuasa itu 
mohon disertakan. 

 Dan untuk Pemohon, softcopy untuk daftar bukti DPP Gerindra 
untuk Kabupaten dapil Kabupaten I Kuningan dan Kabupaten Bekasi V 
itu tidak lengkap. Jadi tidak ... tidak sesuai dengan itu ... daftar. 
Kemudian, softcopynya juga untuk Pemohon Mustofa itu juga tidak ... 
kurang lengkap, ya. Ini juga sama. Kuas ... apa namanya ... fotokopi 
kartu tanda advokatnya tidak di ... belum disampaikan kepada 
Mahkamah. Sedangkan perihal permohonan yang dibacakan yang tadi 
juga sudah ditanggapi Termohon itu, ya nanti Mahkamah akan 
mempertimbangkan tersendiri.  

Kemudian untuk catatan dari … untuk Pemohon dari … dari 
persidangan sebelumnya, itu ada catatan kami begini. Itu, Bukti P-4, P-6, 
P-18, P-19, P-54, P-62, P-107 itu tidak ada di bukti fisiknya. Jadi P-6, P-
4, P-6, P-18, P-19, P-54, P-62, P-107 tidak ada bukti fisiknya. Yang P-11-
nya materainya tidak ada … P-11. P-20 tertulis di bukti fisik P-120. Jadi 
nanti bisa nyasar buktinya nanti ketika ditunjuk itu. Kemudian ada P-338, 
P-346, P-349, P-359, P-408, ya itu ada materainya tapi tidak 
ditandatangani. Lalu, yang P-360 nya itu hanya masih kopi leges itu. Jadi 
… dengan demikian … ya, yang … yang … ya, jadi, yang Anda 
menyerahkan tanggal 11 Juli itu ternyata hanya menyerahkan P-4, P-18, 
P-62. Jadi dengan demikian, ini yang bisa kami sahkan ya, untuk 
Pemohon. P-4, P-18, P-62. Itu yang sudah bisa kami sahkan, ya. 

 
779. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI P. 
 
 Kita sudah menyampaikan bukti tambahan, Yang Mulia. 
 

780. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  
 
 Ya, itu tambahannya yang itu. P-4, P-18, P-62 itu.  
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781. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI P. 

 
 Oh, ya. 
 

782. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya. Ya? 
 

783. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI P. 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

784. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, itu yang sudah kami inikan … verifikasi. Kemudian untuk alat 

bukti tambahan untuk … siapa ini … Saudara Mustofa ini … dari P … apa 
namanya … P-422 sampai P-500, ini sudah sesuai dengan alat bukti? Ya. 

 
 
 
 Tidak ada perubahan.  
 Kemudian Bukti Pemohon yang diberi tanda U-1 sampai dengan 

U-26 itu, itu diganti dengan P-501 sampai dengan P-524, tetapi Pemohon 
belum memberikan surat untuk menarik bukti tersebut. Itu gimana itu? 
Dan juga … apa namanya … penandanya itu … kupingannya itu belum … 
belum … belum diubah. Selain itu, pada daftar buktinya juga tertulis U-
505 menjadi P-505, tapi alat bukti yang disertakannya itu berbeda itu … 
itu … belum bisa, ya? 

 Nah, ini nanti perlu kami sampaikan karena nanti di akhir sidang 
juga kami sampaikan begini. Ini kan berkaitan dengan bukti-bukti yang 
… yang bermasalah itu, itu kan sudah tidak ada ruang lagi untuk … apa 
namanya … untuk melakukan pengesahan. Nah, kecuali nanti untuk 
permohonan-permohonan yang akan berlanjut ke … ke proses 
pembuktian. Nah, nanti pada saat itu baru kesempatan itu ada. Nah, 
kapan atau berapa permohonan yang akan lewat ke sampai … ke fase 
pembuktian itu belum bisa kami sampaikan sekarang, karena itu kan 
kami harus RPH dulu. Tapi nanti akan disampaikan melalui surat 
panggilan sidang, melalui email dan melalui telepon. Jadi itu akan 
dikeroyok dengan 3 itu, sehingga tidak ada alasan untuk menerima 
panggilan sidang, nanti gitu. 

 Nah, kemudian untuk bukti … ini masih untuk Pemohon ya … 
untuk P-525 sampai P-529, itu yang awalnya U-25 sampai U-33 itu, ini 
sudah bisa kami sahkan, ya? 
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 Kemudian, untuk P-2 DPRD Kota … untuk Dapil Kota Bogor I, X-

XV. Ini catatannya begini, ini daftar buktinya sudah sesuai dengan alat 
bukti, ternyata softcopy-nya hanya ada P-2 DPRD Kota X sampai dengan 
P-2 DPRD Kota XV ini, itu aja yang ada. P-2 DPRD Kota I sampai dengan 
P-2 DPRD Kota IX itu tidak ada dan tidak sesuai dengan … apa namanya 
… dengan isi flashdisk-nya. Ini juga menjadi bermasalah. Dengan 
demikian, yang dapat disahkan itu adalah yang … yang tidak ada 
masalah seperti itu di antara daftar bukti itu, ya? Itu yang X sampai 
dengan XV. Itu yang bisa kami sahkan (…) 

 
785. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI P. 
 
 Izin, Yang Mulia.  
 

786. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Dari mana? 
  

787. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI P. 

 
 Gerindra. 
 

788. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya. 
 

789. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI P. 

 
 Terkait dengan Dapil Kota Bogor I, sebelumnya kemarin kami 

sudah menyampaikan perbaikan untuk flashdisk-nya, Yang Mulia, berikut 
juga bukti tambahannya. 

 
790. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Ya, itu hanya X-XV. Seperti kami sampaikan tadi dan juga isinya 

ada yang … yang berbeda … isi flashdisk-nya. 
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791. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI P. 

 
 Memang dalam flashdisk-nya itu untuk yang bukti awal itu dalam 

word tersendiri dan juga bukti tambahannya (…) 
 

792. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Bisa diulang untuk yang bukti awal gimana? 
 

793. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI P. 

 
 Yang bukti waktu itu kan … yang ada hanya P-1 sampai dengan 

P-3 (…) 
 

794. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Terus? 
 

795. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI P. 

 
 Terus kemudian kami perbaiki, kami lengkapi, karena memang 

kemarin ada penambahan bukti juga, Yang Mulia, sebelumnya itu (…) 
 

796. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, penambahannya X-XV itu. 
 

797. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI P. 

 
 Ya, benar, Yang Mulia.  
 

798. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  
Terus? 
 

799. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI P. 

 
  Jadi yang P-1 sampai P ini ada juga di dalam flashdisk juga.  
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800. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Itu yang … yang ada di softcopy itu P-1 sampai P-3.  
 

801. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI P. 
 
  Waktu kemarin kami sudah perbaiki itu, Yang Mulia. Pada waktu 
kemarin, kebetulan saya sendiri yang (…)   
 

802. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ndak yang kami verifikasi di kepanitraan itu, ndak ada itu yang 
lainya berbeda. Ya, nanti dikordinasikan lagi. Nah, kalau ini berlanjut 
itukan masih akan jadi persoalan itu, ya.  
 

803. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI P. 
 
  Baik, Yang Mulia. Terima kasih.  
 

804. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Jadi, yang bisa disahkan itu adalah untuk P-10 sampai dengan P-
15, ya.  
 
  
 
  Unt … bekasi 12 … Untuk Kabupaten Bekasi itu cuma P … P-2 titik 
12 gitu? Itu sudah tidak ada masalah, ya? Disahkan.  
 
  
 
  Ah, ini untuk Termohon … untuk Termohon dap … untuk dapil 
Jawa Barat VI bukti, eh sori … Jawa … Jawa IV itu 001 sampai dengan 
003 itu untuk Daftar Bukti 001 ternyata tidak ada bukti fisiknya, ya? nanti 
mohon ini, ya Saudara Termohon disampaikan.  
  Di daftar Buktinya ada? Tapi di bukti fisiknya tidak. Kemudian, 
untuk Kuningan I jadi, yang diberi tanda T-001 sampai dengan T-009. 
Nah, unt … catatanya begini untuk 00 … T-007 Kuningan I itukan daftar 
buktinya form DAA-1 DPRD … DPRD ada didaftar bukti tetapi di fisiknya 
tidak ada. Itu ya, Pak? Pak Dedy, ya?  
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805. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
  Baik, Yang Mulia.  
 

806. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya, kemudian untuk Kabupaten Bekasi Dapil V itu T-001 sampai 
dengan 004 nah, itu … itu yang ada di daftar bukti itu T-002 dan 003 itu 
dibukti fisiknya tidak ada. Mohon nanti dilihat Pak Dedy lagi, ya? 
Belakang kalau ini … ini.  
 

807. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
  Baik, Yang Mulia.  
 

808. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Jadi, T-002, T-003 itu bukti fisiknya tidak ada. Oh ya, yang 
selebihnya dari itu yang di luar dari yang saya berikan catatan itu sudah 
bisa kami sahkan. 
 
 
 

809. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
  Ya, Yang Mulia.  
 

810. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya.  
 

811. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
  
  Sebelumnya terkait alat bukti ini banyak sekali yang belum bisa 
dimasukkan ke Mahkamah karena memang saking banyaknya terutama 
ada persoalan alat buktinya ada tapi kemudian daftar buktinya yang 
tercecer sehingga akhirnya tertahan tidak masuk, tidak bisa di verifikasi. 
Antrian masuk jadi … apa namanya … tertinggal jadi, sampai minggu 
kemarin tanggal 9 dalam persidangan pun sempat kami ajukan di 
persidangan ini, Yang Mulia.  
 

812. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya.  
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813. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
  Agar bisa disahkan dan terakhir tadi pagi dan bersama tim hukum 
KPU RI sudah diajukan juga di secretariat, maaf, di Kepaniteraan, dan 
kami ajukan daftar bukti tambahan.  
 

814. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  He em.  
 

815. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
  Mohon kiranya bisa diterima.  
 

816. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya, sampai sore ini. Kan, tadi sudah disampaikan. 
 

817. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
  Ya, sebenernya sudah ada di bawah dan kami siapkan. 
 

818. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Makannya nanti silakan diurus dulu itu ya, Pak Dedy, ya?  
 

819. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
  Ya, baik.  
 

820. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Untuk Bawaslu tidak ada persoalan? Dari saya cuma ingin 
mengkonfirmasi buktinya saja untuk Provinsi Jawa Barat dari buktinya 
LPK 5 sampai 7 coba, ya?   
 

821. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
  Betul, Yang Mulia.  
 

822. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
   Ya, itu sudah disahkan.  
 
  KETUK PALU 1X 



 

102 

 
  Kemudian, untuk kota Sukabumi dan Dapil 43 sampai 70, betul? 
Coba di konfirmasi dulu? 
 

823. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
  Betul, Yang Mulia.  
 

824. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya disahkan. 
 
 
 
  Kemudian, untuk Kuningan Dapil II itu 15 sampai dengan 32?  
 

825. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
  Betul, Yang Mulia.  
 

826. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya, betul.  
 
 
 
  Kemudian, untuk Bekasi Dapil V=01 sampai 0 … 62?  
 

827. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
  Betul, Yang Mulia. 
 

828. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya, sudah.  
 
 
 
  Kemudian, untuk Bawa … Kota Bogor I sampai dengan IX?  
 

829. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 

Betul, Yang Mulia.  
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830. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya.  
  
 
  Ya, tidak ada … apa namanya … catatanya cuma alat bukti itu, 
ada beberapa yang tidak diberikan tanda. 
 

831. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
  Izin, Yang Mulia.  
 

832. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Seperti ini. Gimana … gimana (…)   
 

833. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
  Bawaslu Jabar akan menyampaikan Bukti tambahan   
 

834. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  He.  
 

835. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
  Dari yang kemarin disampaikan di keterangan PK-45, PK-63, PK-
69, PK-2, itu Kota Sukabumi Dapil IV. 
 

836. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya.  
 

837. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
  Kemudian, kuningan PK-21 dan PK-25, Kota Bogor PK-7.  
 

838. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

 Ya, nanti di … sama perlakuannya seperti yang lain tadi, ya. Nanti 
setelah selesai persidangan. Baik, terima kasih. Silakan untuk berikutnya 
dengan … untuk tanggapan Termohon untuk Perkara Nomor 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, berarti ya? Partai Solidaritas Indonesia, 
mohon berkenan Pak Suhartoyo! 
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839. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Siapa yang menyampaikan? Begini, Pak, sebelum disampaikan, 

Anda kan tidak mengajukan eksepsi ini, ya kan?  
 

840. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA 

 
 Ya. 
 

841. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Kemudian, dalil-dalil dibantah semua. Ada 13 Kecamatan Kota 

Bandung dari a sampai huruf m, ya kan?   
 

842. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA 

 
 Ya, Yang Mulia.  
 

843. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Kemudian, untuk Kota Cimahi ada 3 kecamatan.  
 

844. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA 

 
 Betul.  
 

845. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Cimahi Selatan, Utara, dan Cimahi Tengah. Dari sekian bantahan 

Anda ini, mana yang krusial yang harus Anda sampaikan? Kalau tidak 
ada, sudah sampaikan saja secara general, sebagai penutup.  

 
846. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-11-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA 
 
 Ya. Baik.  
 

847. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tabel-tabel sudah kami baca semua. Silakan!  
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848. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA 

 
 Baik, Yang Mulia.   
 

849. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 5 menit cukup ini kalau begini.  
 

850. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA 

 
 Insya Allah, cukup. Baik. 
 Tanggapan atau … maaf … Jawaban Termohon terhadap Perkara 

Nomor 202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk perkara yang 
dimohonkan oleh Pemohon, Partai Solidaritas Indonesia pada Provinsi 
Jawa Barat untuk Dapil Jabar I.  

 Bahwa pada prinsipnya terhadap permohonan Pemohon, kami 
membatasi pada dua hal. Yang pertama, tentang wilayah yang 
dipersoalkan, yaitu Kota Bandung dan Kota Cimahi sebagaimana tadi di 
awal disampaikan oleh Yang Mulia, Majelis.  

 Bahwa di Kota Bandung ada di Kecamatan Antapani 8 TPS, itu 
kami cantumkan sebagai bantahan permohonan Pemohon di halaman 3 
dan juga kami sajikan buktinya dari mulai T-001 sampai dengan T-024. 

 Kemudian, bantahan kami terhadap dalil Pemohon perselisihan di 
Kecamatan Astana Anyar sebanyak=7 TPS. Itu kami sajikan di halaman 
5. Mulai di halaman 5.  

 
851. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya, kami sudah baca itu. 
 

852. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA 

 
 Ya, Kecamatan Ciparay=3 TPS pada halaman 7. 
 

853. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya.  
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854. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA 

 
 Kecamatan Batununggal=13 TPS di halaman 8. 
 Kecamatan Ujung Berung=6 TPS di halaman 11. 
 Kecamatan Kiara Condong=19 TPS di halaman 17.  
 Kemudian, Kecamatan Cibeunying Kaler=48 TPS di halaman 17.

  Kecamatan Bojongloa Kidul=3 TPS di halaman 18 … maaf, 28. 
 Kemudian, Kecamatan Lengkong=3 TPS di halaman 29. 
 Kecamatan Panyileukan=6 TPS di halaman 30.  
 Kemudian, Kecamatan Bojongloa Kaler=3 TPS di halaman 32. 
 Kecamatan Buah Batu=8 TPS di halaman 33.  
 Dan Kecamatan Sukasari=23 TPS di halaman 34. 
 

855. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya.  
 

856. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA 

 
 Kemudian, untuk wilayah Kota Cimahi.  Kecamatan Cimahi Selatan 

ada 29 TPS, jawaban atau bantahan kami di halaman 47 sampai 52. 
Maaf, untuk Cimahi Utara tadi. Kemudian, untuk Cimahi Selatan=43 TPS 
di halaman 53 sampai 59. Dan Kecamatan Cimahi Tengah di 13 TPS 
halaman 60 sampai 63, buktinya di … mohon maaf … T-25 sampai 
dengan T-29. 

 
857. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya.  
 

858. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA 

 
 Kemudian, yang kedua, pokok permasalahan. Bahwa tidak benar 

adanya penggelembungan suara untuk parpol lain, dilihat atau disajikan 
dari adanya perbedaan antara salinan C-1 dengan DAA-1.  

 
859. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya.  
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860. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA 

 
 Kemudian yang kedua, tidak benar adanya Form C-1 yang tidak 

ditandatangani oleh KPPS dan saksi, serta dalam Form C-1 perolehan 
parpol tertentu kosong. Tetapi, pada saat rekapitulasi dalam DA-1 
memperoleh suara, itu adalah tidak benar. 

 
861. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya.  
 

862. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA 

 
 Ketiga, terhadap pokok permasalahan Pemohon, menurut 

Termohon tidak benar C-1 DPRD provinsi yang dimiliki oleh KPU Kota 
Cimahi adalah C-1 yang belum terkoreksi. Sedangkan, angka yang ada D 
… yang ada pada DA-1 DPRD provinsi dan DA-1 DPRD provinsi 
merupakan hasil pengkoreksian C-1 DPRD provinsi pada saat rekapitulasi 
di tingkat PPK. Demikian (...)  

 
863. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Itu sudah Anda jawab melalui fakta-fakta hukum itu kan masing-

masing masalah?  
 

864. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA 

 
 Betul. Pada umumnya ini terkait kuantitatif, Yang Mulia.  
 

865. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Baik. Kalau sudah ndak ada yang lain, petitum apa? 
 

866. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA 

 
 Petitumnya. Ya, petitum.  
Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas. 

Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konsititusi 
Republik Indonesia berkenan memutuskan dalam pokok perkara. 

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
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2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-
KPT/06/KPU/V/2019. 

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian 
keanggotaan DPR, DPRD Kabupaten/Kota dan seterusnya 
adalah … maaf … 31 perolehan suara Pemohon, Partai 
Solidaritas Indonesia di Provinsi Jawa Barat Dapil I 
sebagaimana tabel tidak kami sebutkan, Yang Mulia. 

Atau apabila Mahkamah Konsititusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.     

 
867. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Baik, terima kasih. Pihak Terkait, PKS dulu. Siapa yang mau 

menyampaikan?  
 

868. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 

 
 Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pihak Terkait, PKS dalam 

Perkara 202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kami langsung kepada 
eksepsi.  

 Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel. 
Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat posita yang berisi 
persandingan suara versi Termohon dan versi Pemohon di setiap TPS 
yang dipero ... dipersoalkan oleh Pihak Termohon yang didasarkan pada 
C-1. Tidak dijelaskan pula mengenai pengaruh terhadap posisi atau 
urutan kursi yang seharusnya diraih oleh Pemohon dan tidak ... tidak 
dijelaskan pula kursi ke berapa seharusnya yang diraih oleh Pemohon, 
dan atas nama caleg siapa Pemohon meraih kursi di Dapil 1 Jabar, dan 
partai apa atau partai apa yang seharusnya digeser oleh Pemohon.  

 Seharusnya Pemohon menyampaikan dilampirkan di dal ... di 
dalam positanya, yaitu bahwa Pemohon seharusnya menyampa ... 
menempati kursi di peringkat ke berapa dari jumlah total kursi yang 
diperebutkan di Dapil I Jabar tersebut. Tetapi, tiba-tiba saja Pemohon di 
dalam petitumnya mendalilkan bahwa Pemohon memperoleh kursi 
urutan kesatu berdasarkan perolehan suara Pemohon, sedangkan kursi 
urutan peringkat kedua, ketiga, dan seterusnya tidak dijelaskan. 

 Dengan demikian, seolah-olah Pemohon adalah peraih suara 
terbanyak di Dapil I Jawa Barat dengan menempati urutan kursi nomor 1 
dalam keanggotaan DPRD ... DPRD Dapil I Jawa Barat. Oleh karena dalil-
dalil Pemohon ... Pemohon pada bagian posita dan petitum tidak ada 
sinkronisasi, maka sudah seharusnya menurut hukum, permohonan 
Pemohon tidak dapat diterima. Lanjut ke pokok permohonan saja, Yang 
Mulia.  
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869. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. 
 

870. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 

 
 Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan 

Pemohon. Kemudian bahwa Pemohon dalam perhitungan suara di 
tingkat TPS di seluruh Kota Bandung dan Kota Cimahi, tidak pernah 
mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara. Kemudian, pada 
rapat pleno tingkat PPK tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pemohon, 
begitu juga pada rapat pleno di tingkat Kota Cimahi dan tingkat Kota 
Bandung. 

 Bahwa dalil permohonan Pemohon hanya berdasarkan situng 
resmi KPU, padahal situng res ... situng KPU bukan basis rekapitulasi 
suara hasil dalam pemilu karena masih terdapat adanya koreksi dan 
perubahan basis rekapitulasi suara hasil pemilu adalah C-1 yang dimiliki 
setiap kota yang diperoleh melalui saksi-saksi partai pada setiap TPS 
yang ada di Dapil I Jabar. Oleh karenanya, dalil-dalil permohonan 
Pemohon harusnya ditolak. Bahwa karena permohonan dalil-dalilnya, 
tidak ada satu pun menyebutkan atau menguraikan suara versi C-1 milik 
Pemohon sendiri dengan suara versi Termohon. Dengan demikian, setiap 
TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang hanya berasaskan ... 
berdasarkan asumsi belaka. 

 Bahwa tidak ... Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil 
permohonan Pemohon karena dalil-dalil tersebut tidak berdasarkan C-1 
yang dimilikinya sendiri yang bersumber dari saksi-saksi di setiap TPS, 
yang ditandatangani seluruh anggota KPS dan ditandatangani pula oleh 
setiap saksi yang hadir dari berbagai partai. Dari permohonan yang 
bersumber dari situng KPU yang jelas-jelas bukan basis rekapitulasi hasil 
suara pemilu. 

 Kemudian, Pihak Terkait menolak atau membantah dalil-dalil 
permohonan Pemohon karena dalil permohonan tidak berdasar karena 
tidak menguraikan bagaimana dan di mana terjadinya perubahan suara 
karena tidak adanya persandingan C-1 milik Pemohonnya sendiri dengan 
C-1 milik Termohon. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan apa korelasi 
dari perubahan data sidang ... data situng KPU dengan perolehan suara 
masing-masing terutama Pemohon dan Pihak Terkait. 

 
871. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. 
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872. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 

 
 Kemudian, dalam petitum, Yang Mulia. Dalam eksepsi, menerima 

eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Kemudian, dalam pokok perkara 
menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan  
Umum Peroleh ... Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 
Tahun 2019 untuk Pemilihan Anggota DPRD Jawa Barat sepanjang di 
Daerah Pemilihan Jawa Barat I Kota Bandung dan Kota Cimahi, Provinsi 
Jawa Barat. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
873. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya, terima kasih. Jadi begini, kalau Anda lawyer itu minta eksepsi 

supaya dikabulkan tuh begini, ini PKPU ... PKPU ... PKPA pula ini, menya 
... menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dua, mestinya 
menyatakan permohonan Pemohon kabur, gitu kan mestinya. Baru yang 
ketiga, menyatakan permohonan tidak dapat diterima. 

 Yang dimintakan eksepsi tidak dapat diterima, itu apa, kan? 
Kabur, atau bukan kewenangan, atau telah melewati batas waktu. Baru 
kemudian, yang terakhir, itu kalau nanti para lawyer membuat petitum 
itu seperti itu, merepresentasikan posita. Baik. Sekarang dari PDI 
Perjuangan, silakan! Siapa yang menyampaikan? 

 
874. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA 
 
 Mohon izin, Yang Mulia. Sebelumnya, Yang Mulia, mohon izin. 

Saya dari Pemohon, mohon izin, Yang Mulia sebelumnya.  
 

875. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Pemohon? 
 

876. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA 

 
 Ya. Kami belum mendapatkan salinan jawaban Termohon, Yang 

Mulia untuk Perkara 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima kasih. 



 

111 

877. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang nomor? Dari Pihak Terkait atau jawaban, ya? 
 

878. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA 

 
 Jawaban Termohon, Yang Mulia. 
 

879. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang 202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?  
 

880. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA 

 
 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia. 
 

881. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Perkara? 
 

882. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA 

 
 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 
 

883. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Sebentar. Nanti sebentar dikasih Pak, ya. 
 

884. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

885. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. Ini untuk 202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dulu, ya. 

Oke. Silakan dari PDIP! 
 

886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
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887. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Pihak Terkait.   
 

888. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Kami mengajukan eksepsi, Yang Mulia. Dalam eksepsi (...)  
 

889. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya, obscuur dan salah objek. 
 

890. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Ya, ya. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Beracara dalam PHPU Perselisihan Anggota DPR, 
DPRD provinsi, maupun DPR RI secara nasional bahwa yang menjadi 
objek adalah yang memengaruhi perolehan suara Pemohon atau 
terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD. Sedangkan dalam 
permohonan Pemohon dalam petitum dan dalilnya Pemohon seharusnya 
memperoleh suara 85.027. Sedangkan Pihak Terkait seharusnya 
274.446. Yang kalau disimulasikan untuk kursi keanggotaan DPRD 
Provinsi Dapil I, kedua dari Termohon 274.446 dibagi 3 sesuai metode 
sainte lague, menghasilkan angka 91.482. Sehingga, tetap saja Pemohon 
secara perolehan suara kalah dari Pihak Terkait sehingga ti … maaf, 
Yang Mulia ada koreksi, sehingga tidak mempengaruhi perolehan kursi 
anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.  

 
891. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya.  
 

892. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-12: 
RAFAEL   

 
 Tidak ada renvoi, tidak mempengaruhi, Yang Mulia dalam eksepsi. 
 

893. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. Kemudian, dalam pokok perkara. 
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894. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Dalam pokok perkara, Yang Mulia. Bahwa terhadap dalil-dalil 

Pemohon karena hanya berdasarkan kepada perhitungan situng KPU, 
maka terhadap dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar.  

 
895. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Oke. 
  

896. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Data perolehan angka, Yang Mulia. Kami tidak bacakan. 
 

897. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya.  
 

898. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Terkecuali yang kami renvoi, Yang Mulia.  
 

899. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Di berapa?  
 

900. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Halaman 6, poin 7, poin 7 kami bacakan, Yang Mulia.  
 Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 8, Kelurahan Panjunan, 

Kecamatan Astana Anyar, Pihak Terkait membantah semua dalil-dalil 
Pemohon yang mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara 
bertambah 10 dari 68 menjadi 78. Karenanya berdasarkan C-1 nya (…)  

 
901. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 26 menjadi 72? 
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902. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 68 (…) 
 

903. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oh, ini yang … ini angka 7, ya? 
 

904. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Ya, ya. 
 

905. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. Tadi katanya ada renvoi di akan … angka 6 dan angka 7. 

Yang dibaca angka 7 saja?  
 

906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Angka 7, Yang Mulia, angka 7.  
 

907. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke.  
 

908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Berdasarkan bukti-bukti C-1. Nah, kami hapuskan C-1 nya, Yang 

Mulia.  
 

909. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 DA-1 saja yang dipakai?   
 

910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Ya, DA-1. 
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911. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. Terus? 
 

912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Kemudian (…)  
 

913. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Apa lagi? 
 

914. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Poin 8, poin 8. 
  

915. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ada apa poin 8?  
 

916. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Yang terakhir karena faktanya barang Bukti C-1, itu pun kami 

renvoi, Yang Mulia, kami hapus.  
 

917. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 C-1 ini?  
 

918. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Ya betul, Yang Mulia.  
 

919. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 C-1 yang mana? C-1=40 suara ini? 
 

920. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Ya betul, Yang Mulia.  
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921. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. Apa lagi? 
 

922. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Poin 10, Yang Mulia. Poin 10, C-1 nya kami renvoi, Yang Mulia, 

berdasarkan DA-1 saja.  
 

923. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 

 
 Poin 10, TPS 6 Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujungberung. 
 

924. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya, yang 54 suara ini?  
 

925. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 

 
 Ya, Yang Mulia.  
 Terakhir, pada petitum, dalam eksepsi merupakan eksepsi Pihak 

Terkait dalam perkara menolak permohonan Pemohon. Yang kedua, 
menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 978, dan seterusnya. Ketiga, 
menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk 
pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota di … 
khusus di Jawa Barat, Yang Mulia.  

 Poin 3.1. PDI Perjuangan=275.613, PSI=84.991. Atau apabila 
Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya. Demikian, Yang Mulia.  

 
926. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Yang diganti mana Jawa Barat tadi? Yang kabupaten ini?  
 

927. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 

 
 Tidak, Yang Mulia. Maksudnya langsung (…) 
 

928. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oh. Untuk penekanan saja bahwa itu (…) 
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929. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 

 
 Ya, ya.   
 

930. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. Jawa Barat, ya?  
 

931. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 

 
 Ya. 
 

932. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Provinsi. Angka tetap? 
 

933. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 

 
 Tetap, Yang Mulia.  
 

934. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
  
 PDIP=275.613, PSI=84.991, ya? 
 

935. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 

 
 Tetap, Yang Mulia.  
 

936. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Baik. Untuk Bawaslu?  
 

937. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Izin, Yang Mulia. Keterangan PHPU DPRD Provinsi Jabar, Dapil I 

PSI. Untuk Kota Bandung halaman 735 sampai 755. Bahwa berdasarkan 
pencermatan dan penelitian data Bawaslu Kota Bandung terhadap 
salinan Model C1 DPRD Provinsi Jawa Barat dan DAA-1 DPRD Provinsi 
Jawa Barat yang didalilkan Pemohon pada halaman 5 sam … 5 sampai 
dengan 12. Bawaslu Provinsi Jawa Barat berikut ini menyampaikan 
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rekapitulasi ketidaksesuaian jumlah, baik karena pengurangan maupun 
penambahan perolehan suara, dianggap sudah dibacakan. 

 
938. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. 
 

939. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Di 18 TPS. Berikutnya di halaman 755 sampai 756. Bahwa 

berdasarkan pencermatan dan penelitian Bawaslu Kota Bandung 
terhadap yang didalilkan Pemohon pada halaman 31 sampai dengan 32, 
terkait Form C-1 yang tidak ditandatangani oleh petugas KPPS dan saksi. 
Oleh karena itu, Bawaslu Kota Bandung menyampaikan keterangan, 
dianggap sudah dibacakan. Berkenaan dengan tanda tangan KPPS dan 
saksi.  

 
940. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. 
 

941. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Selanjutnya, untuk Kota Cimahi, halaman 759.  
 Bahwa berdasarkan pencermatan dan pengamatan Bawaslu Kota 

Cimahi. Formulir Model C-1 dan Model DAA1-DPRD Provinsi di 
Kecamatan Cimahi Utara, terhadap perolehan suara sebagaimana yang 
didalilkan oleh Pemohon. Hal tersebut telah sesuai. 

Selanjutnya di halaman 762 sampai 763. Bahwa terhadap 
perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan 
pencermatan dan pengamatan Bawaslu Kabupaten Cimahi terhadap 
Formulir Model C-1 dan Model DA-1 Kecamatan Cimahi Selatan hasil 
rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Cimahi 
Selatan telah sesuai.  

Selanjutnya di halaman 766. Bahwa terhadap perolehan suara 
sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan pencermatan 
dan pengamatan Bawaslu Kota Cimahi terhadap Formulir Model C-1 dan 
Model DA-1 Kecamatan Cimahi Selatan. Hasil rekapitulasi perhitungan 
perolehan suara tingkat kota ... Kecamatan Cimahi Tengah telah sesuai. 
  

942. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Selatan apa Tengah? Tadi selatan sekarang Tengah.  
 766 toh, Pak? Bahwa berdasarkan … pencermatan Kota Cimahi 

terha ... Kecamatan Cimahi Tengah, ya? 
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943. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 

 
 Ya. 
 

944. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ini bagian dari Kota Cimahi. Jadi, sudah sese ... sudah terkoreksi 

di sini, Pak. Ya, maksudnya. 766, kan? 
 

945. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Ya. 
 

946. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Betul. Ke mana lagi?  
 

947. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Selanjutnya bahwa terhadap adanya dugaan penggelembungan 

suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Kota Cimahi 
maupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat (...)  

 
948. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Di halaman berapa, Bapak? Halaman berapa itu? 
 

949. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Di halaman tera ... terakhirnya ... halaman terakhir. Tidak pernah 

menerima laporan dari Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran 
pemilu menyangkut penggelembungan suara.  

 
950. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Itu, ya? 
 

951. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Ya. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.  
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952. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Baik. Baik. Saya sampaikan untuk catatan ... baik. Untuk Pihak 

Terkait, tanda tangan pada surat permohonan untuk Terkait PDI 
Perjuangan dulu. Ya, itu rekomendasi dari DPP, Dewan Pembinaan Pusat 
Partai. Nanti supaya di ... anu ... dicek lagi, surat kuasa PDI tidak 
melampirkan kartu beracara, kartu anggota Peradi atau organisasi yang 
lain atau KAI. Dicek lang ... nanti, Pak, ya, Pihak Terkait, Pak. Mana? 
Jangan angkat tangan begitu. Kan di ... anu ... tulis Berita Acara, kan. 
Angkat tangan enggak bisa ditulis. “Ya, Pak.” Gitu atau “ya,” gitu saja.  

 Dalam keterangan Pihak Terkait tidak semua kuasa hukum 
ditandatangani, betul ya, Pak, ya, nanti ditandatangani. Kemudian PKS, 
sama, kuasa hukum juga ada yang ... samalah, Pak, ini apa ya ... klasik-
klasik gini ini ... teman-teman lawyer supaya diperhatikan kartu pengenal 
dan tanda tangan itu. Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.  

 
953. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Terima kasih, Pak Yang Mulia Pak Suhartoyo. Pak Zainudin, kartu 

tanda anggotanya sudah berakhir itu gimana? Oh, sudah? Oh, salah mas 
... oh yang terbaru yang awal-awal? Ini ada 8 ini yang belum. Pak Anton, 
Anton Aryadi, termasuk Pak Zainudin, Pak a ... apa ... Anggi Aribowo, 
Faudjan Muslim ... Pak Faudjan Muslim, Irfan Rifai, Irwansyah, Khairul 
Anwar Hasibuan, dan Pak Imam Sutopo, itu catatan kami sudah berakhir 
itu masa berlakunya. Gimana yang lain-lain itu?  

 
954. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU 
 
 Pak Imam sudah diperbaiki juga. 
 

955. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nah kalau nanti yang lain-lain itu diperbaiki, Pak, ya! Kasihan 

nanti kalau dia ndak bisa di ... misalnya kalau Bapak ada yang 
menggantikan, gitu, kalau misalnya perkara ini berlanjut, kan ndak bisa 
duduk dia. 

 
956. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU 
 
 Betul, Majelis. 
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957. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Baik. Terima kasih. 
 

958. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU 

 
 Terima kasih. 
 

959. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Itu yang ... untuk ini. Kemudian untuk Pihak Terkait juga, saya 

mau ... mau mengkonsultasi begini, Pak. Di ... apa namanya ... di 
keterangan buktinya itu kan disebutkan ada tambahan bukti, ya. Tapi di 
bukti yang ada itu ternyata masih tetap bukti PT-A sampai dengan PT-D 
saja. Itu bukti yang di luar PT-A, PT-D yang disebut ada ... ada 
tambahan itu tidak ada sampai sekarang. Jadi, apakah ini ... memang 
buktinya memang PT-A sampai PT-D itu? Gimana, Pak?  

 
960. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU 
 
 Juga sudah disusulkan, Majelis.  
 

961. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Eh ndak, PT ... yang ada PT-A sampai dengan PT-D. itu yang 

sudah lengkap, yang tidak ada masalah. Ya? Ya. Itu sudah ... sudah 
tidak ada masalah. 

 
 
 Nah, yang ... cuma di daftar buktinya kan disebutkan ada 

tambahan bukti, tapi ndak ada yang dimak ... yang dimaksud tambahan 
bukti itu.  

 
962. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU 
 
 Yang di Pihak Terkait, ya, Majelis?   
 

963. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya. Di luar PT-A sama dengan ... sampai dengan D, itu.  
 

KETUK PALU 1X 
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964. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 

 
 Itu yang benar yang pertama, Pak, yang tidak tamba ... tidak ada 

tambahan memang.  
 

965. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya. Oh sori, saya melihatnya ke sana. Kalau itu Pihak Terkait, 

sana. Pihak Terkait PKS. Ya. Salah. Ya. Tadinya karena saya masih 
ngomong soal ini soal … apa namanya … soal ... soal kartu KTA yang 
habis itu. Jadi, keterusan ke sana. Gimana itu? 

 
966. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-11-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 
 
  Ya. Tidak ada tambahan, Yang Mulia.  
 

967. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Tidak ada, ya? 
 

968. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 

 
  Ya. Tidak ada.  
 

969. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Berarti P-A sampai D itu, ya? 
 

970. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 

 
 Betul. 
 

971. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Yang tadi sudah diketok. Oke. Kalau begitu tidak ada masalah.  
 Kemudian, Termohon, untuk Jawa Barat I Kota Bandung dan Kota 

Cimahi. Jadi buktinya itu 001-024 untuk Kota Bandung dan Kota Cimahi, 
betul, Saudara Termohon? 
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972. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN 
 
 Ya, betul, Yang Mulia. Ada tambahan mohon maaf, Yang Mulia.  
 

973. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, nanti, kan?  
 

974. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN 
 
 Saat ini sudah dibawa sebetulnya. 
 

975. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, tapi kan belum … belum kami periksa. 
 

976. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN 
 
 Baik. 
 

977. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, nanti, ya. 
 

978. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN 
 
 Baik, terima kasih. Setelah ini kami ajukan. 
 

979. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, ya. 
 
 
 
 Kemudian, yang … ini begini … catatan yang … yang anu itu nanti 

bersamaan dengan ini, Pak, ya? Bersamaan dengan nanti akan akan 
diserahkan. Untuk 004 Kota Bandung itu mungkin nanti sekalian 
dilengkapi, tidak ada bukti fisiknya. Kemudian untuk 014 untuk TPS … 
ya, TPS 6, TPS 4, TPS 10, itu di alat bukti hanya ada TPS 06 saja. Untuk 
TPS 04 dan TPS 10 itu bukti fisiknya tidak ada.  

 Kota Cimahi 025 itu tidak ada di daftar bukti. Ya, dan kemudian 
bukti fisiknya juga engga … engga asli itu, Pak. Nanti kalau mau 
menyampaikan tambahan lagi buktinya sekalian dengan itu, ya? Catatan 
saya. 

 

KETUK PALU 1X 
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980. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN 
 
 Ya, sekalian verifikasi, Yang Mulia. 
 

981. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Baik. Jadi diluar itu sudah bisa disahkan. 
 
 
  
 Kemudian untuk Pihak Bawaslu, Bawaslu ini untuk DPRD I Provinsi 

Kota Bandung … untuk Kota Bandung dan Kota Cimahi? Catatannya 
begini, untuk Kota Bandung, daftar bukti fisiknya tidak ada masalah. Jadi 
dari 1 sampai dengan 155, betul, ya? Bawaslu? 

 
982. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 

 
 Betul, Yang Mulia. 
 

983. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, itu tidak jadi masalah. 
 
 
 
 Kemudian untuk Kota Cimahi, itu buktinya kan dari … dari 12 

sampai dengan … eh 30, ya? 
 

984. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Sampai 30. Ya. 
 

985. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, sampai 30. Tapi yang … yang 26-nya itu daftar bukti dan alat 

buktinya berbeda. Jadi yang disebutkan di daftar Jaka Sembung naik 
ojek dengan yang diininya, bukti fisiknya. Engga nyambung, jek. Ya itu. 
Nah, kemudian yang itu ya, Pak, nanti diselesaikan. Kemudian di endap 
… Bukti nomor 27 … di daftar bukti itu, tidak tertulis nomor laporannya, 
jadi … di bukti fis … di ama … diininya ada spesifik nomornya, gitu ya. 
Nanti sekalian di … dibenarkan, Pak, ya? Nanti selain dari yang tadi ada 
perbedaan itu, sudah bisa disahkan. Baik, untuk Kota Cimahi.  
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 Dan Kota Bandung tadi sudah … juga tidak ada persoalan. 
 
 
 
 
 Ini untuk PSI, ya? Ya, untuk PSI yang jadi … yang jadi per … 

Pemohonnya ini dari … dari PKS nya sudah disahkan. Yang saya mau 
konfirmasi yang dari PDI Perjuangan. Anda menyampaikan Bukti P-1A 
sampai dengan P-5B, ya? PT … PT-1A sampai PT-5B, betul? 

 
986. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-11-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 
 
 Betul, Yang Mulia. 
 

987. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Jangan ngangguk-ngangguk, juga enggak bisa dilihat nanti di … 

betul, ya? 
 

988. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI 

 
 Betul, Yang Mulia. 
 

989. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Itu sudah tidak ada persoalan. Terima kasih. Kita lanjutkan 

perkara berikutnya, mohon kesedian, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin 
Adams untuk memandu. 

 
990. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-11-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 
 
 Yang Mulia? 
 

991. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Siapa? 
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992. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Untuk Pihak Terkait dari PDI Perjuangan mohon diizinkan akan 

menambah bukti hari ini (…) 
 

993. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nambah bukti? 
 

994. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Menambah bukti hari ini. 
 

995. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nambah bu … ya, selesainya itu sama perlakuannya seperti tadi, 

ya? 
 

996. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAFAEL SITUMORANG 

 
 Siap. 
 

997. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Baik, terima kasih. 
 

998. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, baik. Kita lanjutkan yang untuk Perkara PDIP, Perkara 69-03-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ini nanti ada jawaban Termohon, 
kemudian keterangan Pihak Terkait dari Nasdem dan PKS, ya? Kemudian 
dari Bawaslu. Kami persilakan dari KPU! Tidak terlalu banyak, singkat-
singkat ini nampaknya. Ya, silakan! 

 
999. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 69-03-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Ini yang tanggal 5 ya, Yang Mulia, ya? 
 

1000. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, tanggal 5, ya. 
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1001. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN 

 
 Izin, Yang Mulia. 
 

1002. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
Ya? 
 

1003. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN 

 
 Berhubung dari PSI ada perkara lain, Yang Mulia. Kami mohon izin 

untuk meninggal satu orang saja disini, Yang Mulia? 
 

1004. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Oh, meninggal satu orang gimana ini? 
 

1005. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202-11-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN 

 
 Meninggalkan satu orang aja disini, Yang Mulia. Terima kasih, 

Yang Mulia. 
 

1006. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, ya. Kok izin meninggal itu tidak bisa saya berikan itu. 
 

1007. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, kita persilakan dulu yang akan meninggalkan tempat. Ya, 

silakan Termohon untuk perkara 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 
ini dari KPU! 

 
1008. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: IMAM MUNANDAR 

 
 Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pertama introduksi, bertindak untuk 

atas nama KPU RI … saya sendiri yang membacakan ini adalah Imam 
Munandar. Kemudian dalam hal memberikan jawaban Termohon dan 
seterusnya, dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia.  

1. Dalam eksepsi  
a. Dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi pada pokoknya 

kami menyatakan bahwa apa yang di dalil … dalilkan 
diuraikan oleh Pemohon maupun petitum sebagaimana 
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dimaksud dalam permohonan a quo merupakan segenap 
uraian mengenai dugaan pelanggaran aspirasi pemilu yaitu 
tentang pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau 
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan 
pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu 
sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-
Undang Pemilu. Hal itu sangat tampak pada sekujur petitum 
permohonan a quo.  

 
1009. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya, ya. Ini baru saya dengar ini. Sekujur petitum itu … sekujur 

petitum, ya?  
 

1010. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
 Saya lanjutkan, Yang Mulia.  
 

1011. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, silakan!  
 

1012. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
Bahwa mengenai … bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran 

administratif pemilu diselesaikan oleh badan pengawas pemilu. Hal ini 
didasarkan pada Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang 
berbunyi “Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu, Bawaslu, Bawaslu 
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Menerima Memeriksa Mengkaji Dan 
Memutus Pelanggaran Administratif Pemilu”. 

Kemudian, yang b (..)   
 

1013. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya.  
 

1014. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
 Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel. Menurut 

Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai 
berikut.  

1. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, 
dan jelas, tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara 
yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap 
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perolehan suara Pemohon pada daerah pemilihan 7 Jawa Barat 
untuk DPR RI. 

2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun 
petitumnya sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo 
awalnya adalah tentang adanya perselisihan hasil pemilihan 
umum. Namun, di dalamnya juga memuat tentang adanya 
pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum. Maupun segenap 
uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu 
pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme yang 
berkaitan dengan administratif … administrasi pelaksanaan 
pemilu dan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 
Sedemikian permohonan a quo, sangat tidak jelas dan kabur.  

Kemudian yang kedua, dalam pokok permohonan: 
1. Bahwa, Termohon menyangkal setiap seluruh pernyataan 

argumen dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo, kecuali 
terhadap hal-hal yang secara tertulis, katagoris, dan spesifik dan 
diakui validitas maupun kebenarnya oleh Pemohon.  

2. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, 
dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara 
yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap 
perolehan suara Pemohon da … pada Dapil VII Jawa Barat untuk 
DPR RI.  

3. Bahwa, dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon pada 
permohonan a quo merupakan segenap dalil yang merupakan 
uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilihan 
umum yaitu pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau 
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan 
pemilihan umum dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum 
sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 460 ayat (1) Undang-
Undang Pemilu sedemikian semuanya itu bukan sengketa 
perselisihan hasil pemilihan umum.  

Ini tidak ada persandingan ya, Yang Mulia?  
 

1015. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. Petitum langsung.  
 

1016. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
 Petitum dalam eksepsi. Berdasarkan segala … berdasarkan 

seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon 
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan yang amar 
sebagai berikut:  

 Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Termohon dalam pokok 
perkara:  
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1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Perwakilan 
Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Diumumkan Secara 
Nasional Pada Hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2009 … 2019 pukul 
mohon maaf direnvoi, Yang Mulia, itu pikul. 

 
1017. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya.  
 

1018. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
 Pukul. Diganti u.  
 

1019. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya.  
 

1020. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum 

atau Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019). Kami yang itu, Yang Mulia. 
Mohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya.  

 
1021. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Baik. Saya kira cukup ringkas, singkat, selanjutnya ke Pihak 

Terkait. Ini Nasdem dulu! 
 

1022. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Tapi sebentar dulu.  
 

1023. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya.  
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1024. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Itu sekujur itu direnvoi apa ndak, itu? Supaya bayangan saya 

tidak tubuh nanti. Ya, ndak, ya? Sudah, ya? kalau begitu mungkin saya 
yang kurang baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya?  

 
1025. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya, silakan dari Nasdem terlebih dahulu! Ini kan pokok 

permohonannya terhadap Dapil VII Jabar, ya? Ya, silakan! Siapa yang 
menyampaikan dari partai Nasdem?  

 
1026. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
ANDANA MARPAUNG  

 
 Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami hanya menyampaikan pokok-

pokoknya saja.  
 

1027. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya.  
 

1028. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
ANDANA MARPAUNG  

 
 Yang pertama, dalam eksepsi permohonan Pemohon tidak 

memenuhi syarat materi permohonan. Permohonan tidak jelas dengan 
alasan tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan 
suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan suara yang 
benar. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang 
diumumkan oleh KPU.  

 Yang kedua, permohonan tidak menjelaskan keberatan dalil-dalil 
permohonan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang 
memengaruhi penentuan terpilihnya anggota DPR. 

 Dua, menguraikan hasil penghitungan suara. 
 Tiga, tidak mencantumkan suara yang benar. 
 Dan yang terakhir, tidak ada 1 dalil pun dari Pemohon yang 

berkeberatan terhadap hasil rekap yang memengaruhi penentuan 
terpilihnya Termohon.  
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 Dalam pokok permohonan. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon 
mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan 
DPR menurut Pihak Terkait adalah:  

a. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil-dalil yang 
diajukan oleh Pemohon.  

b. Bahwa keterangan Pihak Terkait dalam permohonan menjadi 
satu kesatuan dengan dalil yang ada dalam eksepsi. 

c. Bahwa pokok permohonan Pemohon hanya mendalilkan 
tambahan suara untuk Partai Nasdem sebesar 990 ... 9.970 di 
Kabupaten Bekasi. 

Petitum, Yang Mulia. 
 

1029. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya.  
 

1030. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
ANDANA MARPAUNG  

 
 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.   
 

1031. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Saksinya enggak ada?  Enggak ada eksepsi?  
 

1032. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
ANDANA MARPAUNG 

 
 Ya, dalam eksepsi. 
 

1033. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya … ya.  
 

1034. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
ANDANA MARPAUNG  

 
 Ya.  
 b. Menyatakan Keputusan 987 dan seterusnya adalah benar.  
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 c. Menetapkan perolehan suara sebagai berikut sebagaimana 
dalam tabel, Yang Mulia.  

 Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan 
yang seadil-adilnya.  

 
1035. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya, yang Partai Nasdem=147.717, betul?  
 

1036. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
ANDANA MARPAUNG  

 
 Ya.    
 

1037. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, baik. Baik, terima kasih. Sudah? 
 

1038. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
ANDANA MARPAUNG  

 
 Yang Mulia?  
 

1039. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya.  
 

1040. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
ANDANA MARPAUNG 

 
 Yang dalam eksepsi ada renvoi. Menyatakan, “Permohonan 

Pemohon tidak dapat diterima.” 
 

1041. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. Sudah cukup? Enggak ada tambahan dari Pak Taufik?  
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1042. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
TAUFIK BASARI 

 
 Cukup, Yang Mulia.  
 

1043. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Enggak ada tambahan? Cukup? 
 Baik. Selanjutnya, dari Pihak Terkait PKS! 
 

1044. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 

 
 Ya, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. 

Langsung saja kami bacakan dalam eksepsi. 
 Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel. 

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-
alasan sebagai berikut. 

1. Bahwa Pemohon di dalam membuat permohonan tidak sesuai 
dengan peratutan Mahkamah Konsititusi Nomor 6 Tahun 2018 
Pasal 9 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, 
jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Keterangan 
Bawaslu dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. 
Dimana seharusnya menjelakan mengenai.  
a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh 

Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi 
Pemohon di suatu daerah pemilihan. 

b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.  
2. Bahwa Pemohon hanya menyatakan ada perbedaan antara C-1 

Plano dengan C-1 Salinan tanpa dapat menunjukkan dimana 
letak perbedaannya. Dan tanpa disertai alat bukti atas dalil-dalil 
yang diajukannya. 

3. Bahwa Pemohon hanya menyatakan, “Adanya penambahan 
suara untuk Partai PKS dan Nasdem.” tanpa menunjukkan 
dimana terjadi penambahan suara tersebut, tanpa menyertakan 
alat bukti sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon 
ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.  

Eksepsi yang kedua. 
Bahwa Petitum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang undang-undang … tentang Pemilu dan Peraturan 
Mahkamah Konsititusi. Dimana seharunya bahwa menurut Pihak Terkait, 
Petitum Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konsititusi 
Nomor 6 Tahun 2018 khususnya Pasal 10. Dimana seharusnya memuat 
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permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang 
benar menurut Pemohon. 

 Dua, bahwa Pemohon di dalam Petitumnya tidak memin …. 
meminta penetapan hasil pemilihan suara yang benar menurut Pemohon. 
Pemohon tidak menguraikan dan tidak menjelaskan perolehan suara 
yang benar menurut Pemohon. 

 Tiga, bahwa Petitum Pemohon poin 3 meminta agar Mahkamah 
Konsititusi memerin … memerintahkan kepada Termohon untuk 
melakukan penghitungan suara ulang adalah permintaan yang mengada-
ada dan tidak mendasar. Karena tidak memenuhi unsur-unsur 
sebagaimana yang disebutkan di dalan Pasal 374 ayat (2) Undang-
Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.  

 Pokok permohonan. 
 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, 

keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut. 
 Bahwa dalil permohonan yang menyatakan pelaksanaan 

rekapitulasi tingkat PPK Tambun Selatan, Babelan, Cibitung, dan 
Cikarang Barat tidak menggunakan C-1 Hologram merupakan dalil yang 
membuktikan bahwa Pemohon tidak mengikuti proses rekapitulasi 
hingga akhir dan tidak berada di lokasi rekapitulasi. Dimana C-1 
Hologram memang tidak dibagikan kepada para saksi peserta pemilu, 
akan tetapi dimasukkan kedalam kotak suara bersama kertas suara 
untuk di proses rekap pada tingkat selanjutnya. 

 Dua, bahwa permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan, 
“Adanya perbedaan antara C-1 Plano dengan C-1 Salinan.” Hanyalah 
pernyataan tanpa argumentasi normatif dan tanpa alat bukti sama sekali 
untuk menjadi pembanding di mana letak perbedaannya. 

 Tiga, bahwa dalil permohonan menyebutkan adanya penambahan 
suara untuk Partai PKS sebesar 15.354 su … suara di Kabupaten Bekasi 
adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Karena dalil Pemohon sama sekali tidak menyebutkan rincian dan 
penyandingan tabel di mana saja letak adanya tuduhan penambahan 
tersebut. Langsung pada petitum, Yang Mulia. 

  
1045. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya.  
 

1046. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 

 
 Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait karena 

permohonan tidak jelas, Petitum bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 dan PMK Nomor 6 Tahun 2018. Yang terakhir itu 
adalah renvoi, Yang Mulia. 
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1047. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya. 
 

1048. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 

 
1. Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk 

sebagian. 
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 987, dan seterusnya 

sepanjang bukan pada Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan 
Bekasi 7 Kenya ... Kecamatan Tambun Selatan. 

3. Atau apabila Mahkamah Konstitusi brpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya. 

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. 
 

1049. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. Itu di Petitum ada Desa Jatimulya, apa tadi renvoi? 

Kecamatan Tambun Selatan, Desa Jatimulya. Kemudian, di angka 3 juga 
tadi begitu.  

 
1050. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 
 
 Direnvoi tambahan Desa Jatimulya, Yang Mulia. 
 

1051. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Jadi, tetap ada Desa Jatimulya? 
 

1052. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 

 
 Tetap, Yang Mulia. 
 

1053. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. Baik, saya kira sudah dibacakan. Ada beberapa catatan untuk 

Termohon itu Kuasa Nora Heryanto itu belum tanda tangan, ya. Oh, ya? 
Mohon maaf, Bawaslu ya, memberikan keterangan? Baik, silakan! 
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1054. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan 

tertulis PHPU DPR-RI Dapil 7 Kabupaten Bekasi. Bahwa terhadap dalil 
Pemohon mengenai pelaksanaan rekapitulasi PPK Tambun Selatan, 
Babelan, Cibitung, dan Cikarang Barat tidak menggunakan hologram, 
akan tetapi menggunakan salinan disampaikan sebagai berikut.  

 Pada halaman 158 Bukti PK-14, PK-16, sampai … PK-40. 
 Bahwa proses rekapitulasi untuk pemilihan DPR-RI di PPK Tambun 

Selatan dimana rekapitulasi perolehan suara di TPS dalam satu wilayah 
tidak menggunakan C-1 Hologram tetapi menggunakan C-1 pawa ... C-1 
salinan, Panwascam Tambun Selatan sudah mengeluarkan rekomendasi 
lisan, untuk proses tersebut harus sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 
2019, PPK dan para saksi tetap menyepakati bahwa proses rekapitulasi 
dengan menggunakan C-1 salinan kecuali jika terdapat perbedaan 
perolehan suara di C-1 salinan antara PPK dengan saksi, maka disepakati 
untuk membuka kotak, untuk mengambil C-1 Plano. 

 Selanjutnya, di halaman 158 bahwa proses rekapitulasi untuk 
DPR-RI di Kecamatan Babelan dilaksanakan dengan pembacaan 
perolehan 1 menggunakan C-1 Plano sesuai dengan kesepakatan PPK 
dan para saksi. Terhadap kesalahan prosedur tersebut, Panwascam 
Babelan mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Babelan, agar proses 
rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 Bahwa Panwascam Babelan memberikan rekomendasi kepada 
PPK, agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat 
dilakukan sesuai peraturan dan agar dilakukan penghitungan suara ulang 
pemilihan anggota DPR-RI karena ada 14 TPS di Kelurahan Bahagia yang 
bermasalah, yakni suara sah melebihi surat ... surat suara yang 
digunakan terjadi pada TPS 7, 28, TPS 51, TPS 68, TPS 81, TPS 106, TPS 
11 ... TPS ... maaf diulangi, TPS 111, TPS 115, TPS 153, TPS 162, TPS 
226, TPS 249, TPS 252, dan TPS 265. 

 Bahwa Panwascam Cibitung telah melakukan pengawasan 
rekapitulasi di PPK Kecamatan Cibitung, sebagaimana tercantum dalam 
Laporan Hasil Pengawasan Nomor 363 halaman 160 (...)  

 
1055. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya. 
 

1056. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Bahwa proses rekapitulasi untuk pemilihan DPR RI di PPK 

Cibitung, perolehan suara di TPS dalam satuan wilayah desa tidak 
menggunakan C-1 Hologram, tetapi menggunakan C-1 Saliman ... 
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Salinan. Bahwa hal tersebut disepakati PPK dan saksi. Proses tetap 
dilaksanakan dengan menyandingkan C-1 Salinan, kecuali jika terdapat 
perbedaan perolehan suara di C-1 salinan antara PPK dan saksi, maka 
disepakati untuk membuka kotak suara un ... kotak suara untuk 
mengambil C-1 Plano. 

 Bahwa Panwascam Cikarang Barat telah melakukan pengawasan 
rekapitulasi di Kecamatan Cikarang Barat dengan Laporan Nomor 06 dan 
seterusnya, dianggap telah dibacakan di halaman 162 (...)  

 
1057. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya.  
 

1058. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Bahwa proses rekapitulasi untuk pemilihan DPR-RI Cikarang 

Barat, menggunakan C-1 Salinan yang dimiliki PPK dan C-1 Salinan yang 
dimilki para saksi. Akan tetapi jika terdapat perbedaan perolehan suara, 
maka dibuka kotak untuk menyandingkan C-1 Plano. Dengan C-1 salinan 
yang dimilki para saksi, terhadap kesepakatan tersebut tidak dibuatkan 
berita acara.  

  
1059. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya. 
 

1060. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait adanya perbedaan 

antara C-1 Plano dengan C-1 Salinan yang menyebabkan terjadinya 
penggelembungan suara pada Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 
15.364 suara dan pada Nasdem sebanyak 9.970 suara di Kabupaten 
Bekasi, disampaikan sebagai berikut: 

“Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi tidak menemukan ada 
perbedaan perolehan suara dan penggelembungan suara. Akan tetapi, 
keberatan saksi PDIP atas penggelembungan suara dan pergeseran 
suara dari partai ke calon anggota legislatif di 2 desa, yakni Mangun Jaya 
dan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan. Mengenai hal tersebut 
sudah terkoreksi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan 
Tambun Selatan dan dituangkan dalam Berita Acara PPK Tambun 
Selatan. Dalam lampiran, vide bukti PK-14, 16-40 di halaman 157. 
  Demikian keterangan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, 
Yang Mulia.  
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1061. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
  
  Baik, saya kira semua sudah. Jadi, ini yang disampaikan dari 157 
sampai 163, ya? Tapi, yang 5 … angka 5 … 51 itu untuk Partai Persatuan 
Pembangunan. Jadi, bukan termasuk itu ya. 
  Ya, baik. Saya kira sudah semua tadi saya ulangi untuk Termohon 
(…) 
 

1062. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
  Yang Mulia, mohon maaf, Yang Mulia.  
 

1063. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya, ya? 
 

1064. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
  Termohon, Yang Mulia. 
 

1065. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya, ya. 
 

1066. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
  Kami belum mendapatkan jawaban dari teks Bawaslu untuk (…)  
 

1067. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya, baik, nanti (…) 
 

1068. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
  Mohon kami diberi, Yang Mulia.  
 

1069. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
  Ya.  
 

1070. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
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1071. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
  
  Keterangan Bawaslu, ya? Keterangan Bawaslu (suara tidak 
terdengar jelas). 
 

1072. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
  Ya. Kalau dari Pihak Terkait, alhamdulillah sudah kami terima, 
Yang Mulia.  
 

1073. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
 

1074. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Kami juga belum dapat, Yang Mulia.  
 

1075. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Dari?  
 

1076. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Demokrat.  
 

1077. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Demokrat.  
 

1078. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Untuk Jabar, ya. 
 

1079. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
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1080. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIAWAN 
 
  Yang Mulia, mohon izin. Untuk perkara 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, kami juga belum mendapatkan salinan keterangan 
Bawaslu, Yang Mulia.  
 

1081. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya, ya, baik. 
 

1082. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Pak, yang Demokrat tadi itu untuk perkara nomor berapa, Pak?  
 

1083. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO  
 
  Kan belum. 
 

1084. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Loh, ini kan Perkara 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 

1085. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO  
 
  Ya, ya, ya. 
 

1086. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Bapak jangan mencampuri yang belum anu … nanti di sini jadi 
bingung jadinya ini (…)  
 

1087. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO  
 
  Ya, ya. 
 

1088. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Kita masih di perkara 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pak.  
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1089. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO  
 
  Ya, ya.   
 

1090. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA 
 
  Mohon maaf. Yang Mulia.  
 

1091. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya, belum beranjak jadi ini, ya? Ya, itu nanti! Yang dari 
Termohon, kalau belum dapat keterangan Bawaslu, juga dari Pemohon 
kalau belum mendapatkan keterangan Bawaslu nanti disampaikan. Baik.  
 

1092. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIAWAN 
 
  Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1093. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya, tadi yang saya … supaya tidak terlupa untuk dari Termohon 
itu Nora Herlianto, S.H., belum tanda tangan, ya?  
 

1094. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
  Di dalam jawaban, Yang Mulia.  
 

1095. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
  
  Ya.  
 

1096. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
  Inggih. Nanti kami lengkapi, Yang Mulia. Tapi, kalau dalam surat 
kuasanya sudah tanda tangan.  
 

1097. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Kemudian untuk, ya … untuk Nasdem itu ada 3 yang belum tanda 
tangan. Ahas Weros Manalu, Reginolda Sultan belum, ya? sama Ridwan 
Shah … Ridwan Saidi Tarigan juga belum tanda tangan, ya! Terima 
kasih, kami persilakan kembali, Pak Ketua Majelis! 
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1098. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya, terima kasih, Yang Mulia, Pak Wahiduddin Adams. Ya, Kuasa 
Termohonnya tadi sudah disampaikan. Kemudian, untuk Bawaslu (…)  
 

1099. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
  Yang Mulia, mohon maaf, Yang Mulia, dari Termohon.  
 

1100. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya? 
 

1101. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
  Kaitannya dengan jawaban Termohon. Kendatipun hanya 
beberapa lembar, kami akan mengajukan bukti tambahan.   
 

1102. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Oh, mengajukan bukti tambahan?  
 

1103. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
  Ya.  
 

1104. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Syaratnya seperti tadi ya, sama ya. 
 

1105. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
  Ini tadi pagi sudah siap … kami siapkan di (…) 
  

1106. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya, nanti.  
 

1107. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
  Tinggal dimasukkan. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

1108. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Yang Mulia, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kami ke bukti?   
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1109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
  Yang dari Nasdem ini Nomornya 76 ini salah tidak, ya? 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 kan mestinya? Enggak direnvoi?  
 

1110. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Isinya enggak keliru?  
 

1111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ini mau saya masukkan ke berkas 6 … 76 tadi? Jadi, nomor 
berapa? 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ya supaya klir, ya?  
  Terus yang Pihak Terkait, yang PKS tadi. Di petitum Anda kok 
Anda minta supaya di … apa … dalil-dalil Pemohon ditolak sebagian itu 
maksudnya supaya sebagian dikabulkan? 
 

1112. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 
 
  Ya, memang kali ini kami sebagai Pihak Terkait. Tapi, di sisi lain 
kami untuk Dapil Jabar VII ini juga sebagai Pemohon, Yang Mulia.  
 

1113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya, ada kepentingan.  
 

1114. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 
 
  Jadi, kalau kita … kita enggak minta semua karena yang sebagian 
mohon dikabukan untuk yang sebagai Pemohon.  
 

1115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Tapi, di posita enggak ada itu yang minta supaya dikabulkan? Di 
berapa? Halaman berapa? Kan, posita itu pre … petitum itu kan, 
merepresentasikan posita. 
 

1116. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 
 
  Ya. 
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1117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Nah, selebihnya yang dikabulkan yang mana yang Anda maksud? 
 

1118. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 
 
  Ya, posita kan, kita membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh 
Pemohon yang pada eksepsi kita anggap sebagai permohonan yang 
kabur, Yang Mulia. Sehingga memang (…) 
 

1119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Terus selebihnya sependapat gitu maksudnya?  Karena membela 
Pemohon? Kepentingan Pemohon? 
 

1120. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 
 
  Ya, demikian petitumnya, Yang Mulia. Mohon dikabulkan sebagian 
dan sebagian untuk yang satunya.  
 

1121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Enggak ada itu di petitum Anda minta dikabulkan sebagian. 
 

1122. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 
 
  Ya.  
 

1123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Supaya ditolak sebagian. 
 

1124. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 
 
  Ya, ditolak sebagian, Yang Mulia.  
 

1125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Oke, ini agak antik ini. Ya sudah, enggak apa-apa.  
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1126. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 
 
  Mohon dikoreksi tadi, Yang Mulia. Tadi mohon direnvoi untuk 
petitum nomor 2 sepanjang bukan pada Kabupaten Bekasi daerah 
pemilihan Jabar VII seharusnya, Yang Mulia.  
 

1127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Bukan Bekasi VII? 
 

1128. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 
 
  Bukan Bekasi VII, tapi Jabar VII. 
 

1129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Terus kecamatannya? 
 

1130. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 

 
Kecamatan Tambun Selatan, Kelurahan Jatimulya.  
 

1131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tetap, ini? 
 

1132. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 

 
 Tetap.  
 

1133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tambun Selatan? 
 

1134. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 

 
 Kelurahan Jatimulya.  
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1135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tapi dapilnya Jabar VII? 
 

1136. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BASRIZAL 

 
 Jabar VII dapilnya.    
 

1137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Jatimulya. Terima kasih, Pak Ketua.  
 

1138. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Terima kasih. Ya memang ini, tumben saya mendengar petitum 

ini juga. Ya, berarti diminta mengabulkan sebagian ... jadi dia penafsiran 
a contrario gitu, ya? Argumentum a contrario. Catatan saya dari ... dari 
apa ya namanya ini ... mulai dari Pemohon dulu. Bukti tambahannya P-3 
sampai dengan P-7, ya? 

 
1139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIAWAN 
 
 Benar, Yang Mulia. 
 

1140. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Berarti sudah oke.  
 
  
 
 Kemudian Termohon, buktinya untuk Termohon ini dari T-001 

jaber ... Jabar 7 DPR RI sam ... sampai dengan 69-03-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, ya?  

 
1141. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 

 
 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu nomor perkara, Yang 

Mulia.  
 

1142. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Sori ... sori ... oh ya itu nomor ... oh ya, maaf, maaf (...)  
 

KETUK PALU 1X 
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1143. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
 Makanya kami tambahkan (...)  
 

1144. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Itu T-nya 001, ya? 
 

1145. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
 Ya.  
 

1146. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya. Oh, yang nanti ada mau walaupun ini 2 lembar, ya? Mohon 

ditambahkan itu!  
 

1147. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
 Ya. 
 

1148. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Baik. Jadi, yang 001 sudah oke.  
 
 
 

1149. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1150. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya. Kemudian Bawaslu, PK-14 sampai dengan PK ... PK-1440 

sampai dengan PK-1444, ya? 
 

1151. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Betul, Yang Mulia.  
 

1152. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Betul? Oke. 
 
 

KETUK PALU 
1X 

KETUK PALU 
1X 
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 Nasdem cuma 1 PT-1 Nasdem saja? Yang Pihak Terkaitnya? 

Betul? Jangan ngangguk, Pak. Coba ... ya. Oh, tidak ada miknya? Ya, itu 
nanti ada di depan itu.  

 
1153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
ANDANA MARPAUNG 

 
 Ya. Betul, Yang Mulia.  
 

1154. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Betul, ya? Baik, terima kasih. 
 
 
 
 Ya. Yang dari PKS tidak ada yang ... menurut catatan kami tidak 

ada alat bukti yang disampaikan menurut konteks ini.  
 Baik. Berikutnya kita su ... kita bisa selesaikan ini, yang Perkara 

Nomor 69/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, berarti sekarang kita masuk ke 
Perkara 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dari Partai Amanat 
Nasional.  

  Mohon berkenan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.  
 Jadi silakan Saudara Termohon, untuk Perkara Nomor 

123/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Amanat Nasional.  
 

1155. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Jawab Termohon dalam Perkara 

Register 123/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Langsung saja, Yang Mulia. 
Dalam eksepsi, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal 
standing. Pemohon atas nama Saudara Andri W. Kusuma, S.H., M.H., 
Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VIII dalam APPP nomor 148, 
tidak memiliki kedudukan hukum. Pemohon tidak mendapatkan 
persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Amanat Nasional.   

 Kemudian juga sama terhadap Pemohon atas nama James Martin, 
Calon Anggota DPR dapil Jabar 11 APPP nomor 28 juga tidak ... tidak 
mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekjen PAN.   

 Kemudian juga untuk Pemohon atas nama Jeni Jayusman, S. Sos., 
Calon anggota DPR Provinsi Jabar dapil Jabar 15 dalam APPP nomor 27 
juga tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak juga mendapat 
persetujuan Ketum dan Sekjend.  

KETUK PALU 1X 
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 Kemudian eksepsi permohonan Pemohon lewat tenggang waktu. 
Perbaikan permohonan untuk APPP nomor 115 untuk pengisian Anggota 
DPRD Kota Cimahi dapil Kota Cimahi 2, lewat tenggang waktu.  

 Dalam perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah, pada 
hari jumat, 31 Mei 2019 pukul 10.48 telah melewati batas waktu 
pengajuan perbaikan permohonan. Sebagaimana APBL Nomor 301 
tertanggal 28 Mei 2019 pada puk ... yang dibuat pada pukul 10.00 WIB. 
Disebut bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi 
permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL 
diterima. Artinya batas waktu perbaikan Pemohon adalah sampai 31 Mei 
2019 pukul 10.00 WIB. Oleh karenanya, telah lewat waktu. 

 Kemudian eksepsi terhadap permohonan tidak memenuhi syarat 
permohonan. Permohonan dalam Perkara APPP Nomor 148/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak ... 
tidak menguraikan perolehan suara Pemohon dengan jelas sebagaimana 
yang diatur dalam persyaratan ... diatur dalam perundang-undangan 
pasal 75 oleh Undang-Undang MK yang berbunyi ... yang dibacakan (...)   

 
1156. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Ya. Kalau yang ini, Jeni Jayusman, kenapa?  
 

1157. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 

 
 Sama yang Jeni Jayusman, James Martin dan Jeni Jayusman juga 

sama. Tidak menguraikan dengan posita dan petitumnya.  
 

1158. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Terus yang 115? 
 

1159. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 

 
Suara yang dilakukan oleh Termohon. 
 

1160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. 
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1161. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 

 
 Bahwa Termohon perlu menjelaskan bahwa pelaksanaan 

pemungutan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

 
1162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Oke. Yang berkaitan Cimahi II? 
 

1163. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 

 
 Cimahi II, pada poin 9, halaman 13 ada renvoi, Yang Mulia. 
 

1164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang mana? 
 

1165. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 

 
 Bahwa posita Pemohon pada halaman sat … terdapat satu 

halaman pada halaman 4 dalam permohonannya, Pemohon pada 
pokoknya mempersoalkan perolehan suara di TPS 04, harusnya TPS 43.  

 
1166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 43? 
 

1167. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 

 
 Desa Pasirkaliki Kota Cimahi, Dapil II Kota Cimahi. 
 

1168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya, Kota Cimahi II? 
 

1169. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 

 
 Ya, Kota Cimahi II. Menurut Pemohon perolehan suara Pemohon 

pada Formulir Model C-1 adalah 23 suara, akan tetapi pada DAA-1 
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menjadi 2 suara. Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah total 
perolehan suara pada tingkat kota untuk Dapil Kota Cimahi II dan 
seterusnya, Yang Mulia. 

 
1170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya, terus? 
 

1171. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 

 
 Terus juga di ... Pemohon mengaitkan pada laporan Bawaslu di 

poin 12, Termohon tegaskan terkait dengan putusan Bawaslu adalah 
pelanggaran arus pemilu tidak terkait dengan perolehan perhitungan 
suara. Pada poin 13, selaras dengan putusan Bawaslu Kota Cimahi yang 
pada pokoknya menyatakan ... saya bacakan tidak semuanya. Bahwa C-
1 DPRD kabupaten/kota yang dimiliki oleh Pemohon adalah C-1 DPRD 
kabupaten/kota yang salah penulisan dan belum dikoreksi. Sedangkan C-
1 DPRD kabupaten/kota yang benar adalah C-1 DPRD kabupaten/kota 
yang dimiliki oleh Termohon. Oleh karenanya suara yang benar adalah 
pada TPS 43 Kelurahan Pasirpaliki C-1 Pemohon 2 suara dan DAA-1=2 
suara sehingga tidak ... sudah sesuai.  

Kemudian, terhadap permohonan Pemohon atas nama Andri W. 
Kusuma AP-3 Nomor 148 Dapil Jawa Barat VIII. 

 
1172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya? 
 

1173. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 

 
 Pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara 

Partai PAN sebanyak 21.000 suara, terus penambahan Partai PDIP 
sebanyak 20.000 suara dan Partai Demokrat sebanyak 6.000 suara. 

 
1174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Yang benar yang ada di tabel ini? 
 

1175. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 

 
 Ya, terhadap dalil-dalil ... dalil-dalil Pemohon, Termohon menolak 

dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, bantahan Pemohon terhadap 
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dalil pengurangan suara ada di poin 28, halaman 19, terkait tabel tidak 
dibacakan. 

 
1176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. 
 

1177. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 

 
 Kemudian, terhadap penggelembungan suara PDIP adalah tidak 

benar. Perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai 
berikut. Di poin 29, halaman 21 dalam tabel tidak kami bacakan.  

 Terkait penggelembungan Partai Demokrat tidak benar. Perolehan 
suara yang benar menurut Termohon di poin 30, halaman 31 dalam 
tabel, tidak kami bacakan. 

 
1178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. 
 

1179. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 

 
 Halaman 23, Yang Mulia. Kemudian, terkait dalil Pemohon tentang 

pengurangan suara Andri W. Kusuma dan penambahan suara Ir. 
Muhammad Nabil, Pemohon ... Termohon dengan tegas menolak seluruh 
dalil-dalil Pemohon, yang benar adalah sesuai pada poin 33, halaman 24 
dalam tabel berikut. Andri W. Kusuma=28.482 suara dan Ir. Muhammad 
Nabil=33.332. 

 
1180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. 
 

1181. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 

 
 Petitum. Termohon memohon agar Mahkamah berkenan 

memberikan putusan untuk AP-3-1482827015 sebagai berikut.  
Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan 

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok 
perkara: 

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
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2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 987, dan seterusnya 
atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang 
seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

Terima kasih. 
 

1182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Baik. 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pihak Terkaitnya 

dari? 
 

1183. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
Partai Gerindra, Yang Mulia. 
 

1184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Partai Gerindra? 
 

1185. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan ringkas-

ringkas saja, Yang Mulia. Dalam eksepsi: 
1. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil. 
2. Bahwa dalam permohonan yang telah didalilkan adanya 

pelanggaran pencurian dan penggelembungan hasil suara 
untuk pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan XV 
… Pemilihan XV, meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten 
Tasikmalaya, akan tetapi dalil yang dimohonkan tidak 
disandingkan dengan perolehan suara. 

3. Bahwa tidak terdapat adanya selisih atau … selisih dan/atau 
yang mempengaruhi perolehan suara dengan Pihak Terkait 

 
1186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Sebentar. Itu … yang tertanggal berapa itu, ya, yang dibaca? 

Tanggal 5 atau tanggal 11? Tanggal 5 atau tanggal 11 itu? 
 

1187. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Di kita tanggal 4, tetapi permohonan diajukan tanggal 5 mungkin, 

Yang Mulia. 
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1188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tanggal 5, ya?  
 

1189. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ya, Yang Mulia.  
 

1190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Saya belum menemukan eksepsinya. Ada eksepsinya?  
 

1191. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ada, Yang Mulia.  
 

1192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Sebentar, saya lihat dulu supaya saya bisa menyimak.  
 

1193. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Izin, Yang Mulia. Mungkin ini ada perubahan mungkin yang 

tanggal 11 kemungkinan, Yang Mulia.  
 

1194. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ada beberapa ya, oke. Jadi obscuur libel, ya?  
 

1195. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Ya.  
 

1196. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Kemudian?  
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1197. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Yang keempat. Bahwa petitum permohonan yang diajukan oleh 

Pemohon sama sekali tidak didukung oleh positanya.  
 

1198. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya.  
 

1199. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Dan yang kelima, obscuur libel.  
 

1200. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke.  
 

1201. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Untuk pokok Perkara langsung kepada halaman 6, Yang Mulia.  
 

1202. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Boleh.  
 

1203. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 

 
 Angka 9. Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan 

berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar 
menurut Pihak Terkait berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 987, dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden, dan seterusnya masuk kepada petitum, 
Yang Mulia.  

 Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana di atas dengan 
ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk 
menjatuhkan putusan sebagai berikut.  

 Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait dalam pokok 
perkara: 

1. Menolok … menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 



 

157 

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
987 dan seterusnya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat 
lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang 
Mulia.  

 
1204. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Baik. Pihak Terkait yang lain sudah tidak ada? Dari Bawaslu?  
 

1205. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Izin, Yang Mulia. Keterangan PHPU DPR Jabar VIII Kabupaten 

Cirebon.  
 

1206. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bisa langsung ke berapa ini? 
 

1207. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Halaman 407 sampai 480.  
 

1208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang mau dibacakan yang?  
 

1209. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Bawaslu Jabar memberikan keterangan terkait dengan rincian 

dalil-dalil formulir model diuraikan sebagai berikut. 
 Formulir Model C-1 DPR TPS 07 Desa Panggangsari, Kecamatan 

Losari, Partai Amanat Nasional Calon Legislatif DPR RI Nomor 1 
mendapat=1 suara. Dan Caleg Nomor 2 mendapatkan=1 suara. 
Penulisan dalam kolom pada jumlah suara sah pada partai politik dan 
calon tidak tertulis angkanya hanya tertulis dalam kolom bawah huruf. 

 
1210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Halaman berapa itu, Pak?  
 

1211. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Dari halaman 407 sampai 400.  
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1212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya, ya. Yang Anda baca tadi di halaman berapa? 
 

1213. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Di sini di resume halaman 407, Yang Mulia.  
 

1214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 407. 407 kan, oke. Lanjutkan! 
 

1215. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
 Dalil-dalil selanjutnya dianggap sudah dibacakan sampai 480. 
 

1216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya.  
 

1217. BAWASLU JAWA BARAT:  YUSUF KURNIA 
 
 Selanjutnya bahwa Pemohon mendalilkan pokok permohonannya 

pada halaman … pada halaman 35 ini dibacakan di halaman 481.  
 

1218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya.  
 

1219. BAWASLU JAWA BARAT:  YUSUF KURNIA 
 
 Tentang persandingan perolehan suara untuk pengisian 

keanggotaan DPR RI Dapil Jabar VIII bahwa panwaslu kecamatan 
Jamblang mendapatkan salinan model DAA-1 untuk semua jenis 
pemilihan di semua kecamatan Jamblang di dalamnya tercantum 
perolehan suara Andri W. Kusuma sebesar=1.121 suara, dan Ir. 
Muhammad Nabil memperoleh=1.050 suara.  

 Bedasarkan percermatan di atas, maka tidak ditemukan 
perubahan atau pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan 
Jamblang. Untuk selanjutnya, Dapil Jabar XI atas permohonan James 
Martin halaman 485 sampai 494.  

 Berdasarkan hasil laporan pengawasan dan pencermatan yang 
dilakukan Bawaslu Kabupaten Garut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, 
dan Bawaslu Kota Tasikmalaya tidak terdapat penyampaian keberatan 
pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten kota yang 



 

159 

disampaikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan masalah terkait dengan 
pelanggaran administrasi pencurian dan penggelembungan hasil 
perolehan suara. 

 Kemudian, demikian pula bahwa Bawaslu Kabupaten Garut, 
Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu Kota Tasikmalaya, dan 
Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak pernah menerima atau menangani 
laporan terkait adanya pencurian dan/atau penggelembungan suara yang 
disampaikan oleh Pemohon.  

 Selanjutnya DPR Provinsi Jabar Dapil XV, permohonan Jeni 
Jayusman.  

 
1220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya.   
 

1221. BAWASLU JAWA BARAT:  YUSUF KURNIA 
 
 Halaman 495 sampai 504. Berdasarkan laporan hasil pengawasan 

dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan 
Bawaslu Kota Tasikmalaya, tidak terdapat penyampaian keberatan pada 
saat rekap yang disampaikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan 
masalah terkait pelanggaran administrasi penggelembungan perolehan 
suara. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu Kota 
Tasikmalaya, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak pernah menerima 
atau menangani laporan terkait adanya dugaan penggelembungan suara 
yang disampaikan oleh Pemohon.  

 
1222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya.   
 

1223. BAWASLU JAWA BARAT:  YUSUF KURNIA 
 
 Selanjutnya, Dapil III Kota Cimahi DPRD halaman 508. Bahwa 

berdasarkan hasil pencermatan terhadap Formulir Model C-1 dan DAA-1 
TPS 43 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara yang dimiliki 
Bawaslu Kota Cimahi tercantum perolehan suara Pemohon sejumlah=2 
suara dalam Formulir Model C-1 dan DAA-1 TPS 43 Kelurahan Pasirkaliki, 
Kecamatan Cimahi Utara, sehingga tidak ditemukan pengurangan atau 
penghilangan suara sebagaimana didalilkan Pemohon.  

Selanjutnya di halaman 508. Bahwa Bawaslu Kota Cimahi 
berdasarkan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari 
Bawaslu Jawa Barat ke Bawaslu Kota Cimahi dengan Nomor 118 dan 
seterusnya. Telah dilaksanakan sidang penanganan pelanggaran 
administratif pemilu dengan pemeriksaan cepat dan memutuskan. 
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1. Menyatakan ketua PPK Cimahi Utara terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. 

2. Menyatakan Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. 

3. Memberikan peringatan tertulis kepada ketua PPK Cimahi Utara. 
4. Memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kota 

Cimahi. 
  Bahwa fakta persidangan yang menjadi dasar putusan 
administrasi pemeriksaan cepat tersebut di atas adalah Salinan Formulir 
Model C-1 DPRD Kota Cimahi dan Model DAA-1 pada TPS 43 Kelurahan 
Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara terdapat perbedaan Salinan Formulir 
Model C-1 DPRD Kota antara pelapor dengan terlapor berupa perolehan 
suara Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 1 suara. Sementara salinan 
Formulir Model C-1 yang sudah dileges DPRD Dapil II Kota Cimahi Nomor 
Urut 4 PAN mendapat=2 suara. Dan di Model DA-1 terlapor ada 
kesalahan input penempatan perolehan suara yang seharusnya suara 
Caleg DPRD Dapil II Kota Cimahi Nomor Urut 4 dari PAN mendapat=2 
suara, tetapi masuk di Caleg Nomor Urut 3, Partai PAN. 
  Berdasarkan uraian di atas, ditegaskan bahwa (...)  
 

1224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Pak, itu tadi 507 ya, halamannya, ya? Bukan 508?    
 

1225. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
   Betul, 507 sampai 508. 
 

1226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Oh, 508? 
 

1227. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
  508, ya.  
 

1228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya. 508 itu sudah halaman terakhir. 507 baru tentang dugaan 
pelanggaran tadi. Ya, kan?  
 

1229. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
  Ya, betul. Putusannya 508. 
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1230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
  Ya.  
 

1231. BAWASLU JAWA BARAT: YUSUF KURNIA 
 
  Berdasarkan uraian di atas, ditegaskan bahwa putusan 
administrasi pemeriksaan cepat yang memutuskan ketua PPK Cimahi 
Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran 
administrasi pemilu karena adanya tindakan kesalahan input penempatan 
perolehan suara yang seharusnya caleg DPRD Dapil II Kota Cimahi 
Nomor Urut 4 dari PAN mendapat 2 suara. tetapi masuk di Caleg Nomor 
Urut 3 Partai PAN, sehingga bukan tehadap hilangnya 21 suara 
sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Demikian, terima kasih, Yang 
Mulia.  
 

1232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Baik. 
 

1233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTINA 
 
  Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Pihak Pemohon 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 belum mendapatkan salinan keterangan 
Bawaslu. Terima kasih. 
 

1234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Oh, nanti diberi. Tapi, memang seharusnya sebelum dibacakan itu 
sudah pada menerima. Jadi, bisa ikut menyimak.   
 

1235. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 
 
  Mohon izin (...)  
 

1236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Makanya dari Pihak Para Pemohon yang belum memperoleh, 
disampaikan sebelum dibacakan keterangan KPU, Pihak Terkait, dan (...)  
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1237. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 
 
   Kami dari Termohon juga belum, Yang Mulia.  
 

1238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Yang … tapi konteks yang nomornya sedang dibacakan, ya. 
Jangan … coba itu diberikan!   
 

1239. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

 Jadi, menurut keterangan dari panitia … dari Panitera dan Teknis 
di IT katanya itu sudah di-download? Maksudnya sudah di-upload. Jadi, 
bagaimana ininya? Anda ndak mengecek ke situ? 

 Nah, itu dia masalahnya. Kita sudah zaman teknologi begini kan 
harus dililhatlah ke situ, ya. Sudah dikasih di situ malah nanti minta juga 
ini. Artinya, itu kan untuk dobel cross-check sebenarnya keperluannya 
itu, ya. Coba juga Pak … Pak Yandri juga tadi, ya? Bapak bilang belum 
menerima juga, kan? Yang satu … ya. Sama Ibu itu juga sama Termohon 
juga belum. Tapi, kalau diperiksa di web kita, di web kami sudah, sudah 
di-upload itu, sudah diunggah. Mungkin Anda yang belum mengunduh 
begitu, kan. Nah, itu yang jadi anu, yang jadi persoalan. Sudah di-
upload, tetapi belum di-download. Masih di middleload. Jadi, up sama 
down-nya itu di antara itu jadinya. Jadi, demikian. 
 

1240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ini untuk Termohon, Kuasa Hukum belum ada fotokopinya yang 
James Martin, ya. Mungkin hanya itu catatannya, 10 kuasa tidak ada 
fotokap … fotokopi kartunya. Supaya dilengkapi nanti. Itu saja, Pak 
Ketua. 
 

1241. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Pihak Terkaitnya ada ndak ini? Ndak ada, kan? Kayaknya untuk 
permohonan ini, tidak ada karena ada di … ada persoalan internal, 
makanya tidak ada tanda tangan ketua sama sekjen itu, kan? Yang tadi 
di eksepsi itu.  
  Baik, catatan saya yang berkenaan dengan alat bukti. Tapi untuk 
siapa pun yang belum mendapatkan keterangan Bawaslu atau 
keterangan yang lain, walaupun sudah kami upload atau sudah kami 
unggah itu nanti di … dianukan … diurus bersama dengan Panitera 
dan/atau Panitera Pengganti. 
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  Ini untuk … catatan saya untuk Pemohon, dalam hal ini untuk 
Pemohon Jeni Jayusman, itu ada penambahan Alat Bukti P-162 sampai 
dengan P-182, siapa Kuasa Jeni? Betul, Bapak? Ya, baik.  
  
 
 

Itu sudah kami periksa. Kemudian un ... masih dari Pemohon, 
tambahan alat bukti yang berkait dengan DPRD Cimahi II, ada tambahan 
Bukti P-9 sampai dengan P-10. Betul? Siapa ini Pemohonnya, nih? Yang 
dari PAN? Tidak ada yang mau menjawab? 
 

1242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA 
  
  Mohon diulang? 
 

1243. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  
  P- ... untuk yang DPRD Cimahi II, tambahan buktinya P-9 dan P-
10. 
 

1244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA 
  
  Ya. 
 

1245. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  
  Betul, ya? 
  

1246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA 
  
  Betul. 
 

1247. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 

  
  Baik, terima kasih. Kemudian, yang untuk Termohon ada catatan 
begini, untuk yang … apa namanya ini ... yang ... yang ter ... terkait 
dengan James Martin. 
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1248. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 
  
  Ya. 
 

1249. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  
  Ya. Saya khawatir ... apa yang ... saya hampir kepeleset bilang 
Ricky Martin ini, lagu sepak bola itu. Jadi, Termohon itu menyerah ... buk 
... Buktinya adalah T-005 Jabar, dan seterusnya sampai dengan T-008 
Jabar. Begitu, ya? 
 

1250. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA  
  
  Betul. 
 

1251. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  
  Betul, ya? Ini sudah. 
 
 
  
  Kemudian untuk DPRD Provinsi Dapil Jabar XV yang terkait 
dengan permohonan Jeni Jayusman kalau enggak salah ini, ya. Itu T-009 
sampai dengan T-012? 
 

1252. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 
  
  Betul, Yang Mulia. 
 

1253. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  

Ya, oke. 
  
  
  Dan kemudian untuk dapil ... DP ...DPD ... DPRD Dapil VIII, dari 
T-001 dan seterusnya sampai dengan T-004? 
 

1254. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA  
  
  Ya, betul. 
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1255. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  
  Ya, betul. 
  
 
  Kemudian untuk DPRD Cimahi II, itu dari T-013 sampai dengan T-
015, ya? 
 

1256. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 
  
  Betul. 
 

1257. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  
  Baik.  
 
 

 
Tidak ada persoalan dengan demikian. Maka untuk ... ya? 
 
 

1258. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 
  
  Ada tambahan, Yang Mulia. 
 

1259. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  

 Ya, tambahannya nanti, kan? Kan, belum kami periksa itu. Ndak 
bisa langsung kami sahkan saja tambahannya, sebagaimana yang lain 
juga kami sampaikan sampai di akhir persidangan. Anda berurusan dulu 
dengan Panitera dan di Panitera Pengganti. Kemudian, Bawaslu tidak ada 
... tidak ada ... tidak ada persoalan dengan alat buktinya. Cuma kami 
perlu konfirmasi dari ... ya, itu kan, satu buktinya itu dari ... tidak ada 
dipisah-pisahkan per dapil dari mulai P ... ada ... ada pengelompokan 
begini, P-14 sampai deng ... sampai dengan P-14.5/3 sampai dengan ... 
susah jadi saya anunya ini. 

 Kemudian, P ... P-15.3 ... P ... PK-4.151 sampai dengan PK-
4.15.3, eh betul, enggak, Pak? Yang pengelompokannya itu? Tapi 
kemudian yang ... kemudian ada PK-4 ...PK-14.6.1 sampai dengan PK-
14.6.2. Kemudian, 14 ... PK-14.26-7 sampai dengan PK-14.26-15. Lalu, 
ada PK-14.9.64 sampai dengan PK-14.9.216. Lalu, ada PK-14.251 sampai 
dengan PK-14.2511, begitu klasifikasinya. Benar enggak, Pak? 
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1260. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 
  
  Betul, berdasarkan dapil itu, Yang Mulia?  
 

1261. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  
  Ya, ya itu tidak ada pe ... keterangan anu ... dapilnya itu. Tetapi, 
kayaknya hanya di ... diberikan dengan kode per … dengan kode nomor 
itu, ya? 
 

1262. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 
  
  Betul. Betul, Yang Mulia. 
 

1263. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  
  Tapi yang saya sebutkan tadi benar, ya? 
 

1264. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA 
  
  Betul. 
 

1265. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  
  Baik, terima kasih. Itu sudah sah. 
 
  
  

Tidak ada persoalan dengan bukti, daftar bukti, maupun bukti 
persidangan. Hanya persoalan itu saja.  
  

1266. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 
  
  Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Pihak Terkait. 
 

1267. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Pihak Terkait, ya, sekarang! Maaf tadi saya terlewat. Dari 
Gerindra, ya? Untuk DPRD Cimahi II, Pihak Terkait itu menyampaikan 
daftar bukti yang saya baca angka belakangnya saja, ya. PT.2 kemudian 
terakhir 1 sampai dengan 3? Kemudian, PT-2 DPRD Kota 4 sampai 
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dengan 6, itu dulu. Betul, ndak? Untuk Cimahi II, nih. Untuk Cimahi II, 
betul ya? Tolong jawab dulu, Pak Dolfie! Benar, ya? 
 

1268. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 
  
  Ya. 
 

1269. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  
  Kemudian, ini yang terkait dengan Jeni Jayusman, buktinya itu 
PT-2 DPRD Prov. I sampai dengan PT-2 DPRD Prov. V, kemudian ada 
juga PD ... PT-2 DPRD Prov. VI sampai dengan PT 2 DPRD Prov. VIII, 
betul? 
 

1270. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 123-12-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS 
 
  Betul, Yang Mulia.     
 

1271. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya, sudah. Kalau itu sudah tidak ada problem. 
 
 
  
  Baik, terima kasih. Kita bisa berlanjut ke … ke permohonan 
Demokrat, perkara Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 
Silakan! Siapa Termohon yang akan menanggapi terlebih dahulu? 
 

1272. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 
 
  Ya, terima kasih, Yang Mulia.  
 

1273. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Baik, terima kasih. Mohon perkenan Yang Mulia Pak Dr. 
Wahiduddin Adams. 
 

1274. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya, silakan!  
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1275. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 
 
  Ya. 
 

1276. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Nanti, untuk Terkaitnya Pak M. Ahdar dan Pak Muhamad Muraj, 
ya? Siap-siap, silakan!  
 

1277. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja ke pokok permen 
permohonan … perbaikan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 
47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untu … oleh Pemohon, Partai 
Demokrat untuk Provinsi Jawa Barat. Dalam pokok permohonan Provinsi 
Jawa Barat untuk Dapil Jawa Barat I, Nomor Urut 2 Ricky Ahmad 
Subagja. Bahwa Termohon tidak perlu lagi menanggapi dalil-dalil 
permohonan Pemohon khusus untuk Dapil Jawa Barat I untuk pengisian 
keanggotaan DPR RI tersebut karena Pemohon telah tidak melanjutkan 
persidangan.  

Untuk selanjutnya ke Dapil IX, Nomor Urut 2, Wiwin Winingsih. 
Langsung saja ke bantahan kita. Nanti, Yang Mulia. Halaman 9, 
bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon. Bahwa Termohon 
menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui 
oleh Termohon. Bahwa Termohon … bahwa sebelum Termohon 
menjawab dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka Termohon sebelum 
… sebelumnya akan mengajukan latar belakang terjadinya perkara a 
quo. Mohon untuk tidak dibacakan, Majelis Hakim.  
 

1278. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya, sampai 2 (…) 
 

1279. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 
 
  Sampai halaman 12. 
 

1280. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya.  
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1281. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 
 
  Tiga. Bahwa berdasarkan latar belakang tersebut di atas, 
Termohon sudah melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara 
pemilu yang bertindak secara profesional dan indepen.  
  Empat. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan 
Tambun Selatan sebagaimana tercantum dalam Form DA-1 adalah 
sebagai berikut. Mohon untuk tidak dibacakan.  
 

1282. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
 

1283. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 
 
  Lima. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil suara di Kecamatan 
Tambun Selatan, Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil 
rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Form DA-2. 
  Enam. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti 
bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi 
penggelembungan suara Caleg Nomor 1, H.M. Achdar Sudrajat, S. Sos., 
tidak beralasan dan tidak mempunyai alasan hukum.  
  Selanjutnya Dapil I, Nomor Urut 1, Titi H. Noorbandah. 
Permasalahan di Desa Awirarangan, Desa Cipedes, Desa Winduhaji. 
Permasalahan di Kecamatan Sindang Agung, di Desa Rambatan di Windu 
Harang, masalah di Cijoho. Nah, selanjutnya langsung kami bantah di 
halaman 20, Yang Mulia.   
 

1284. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
 

1285. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 
 
  Bantahan terhadap hasil perhitungan perolehan suara. Dalil pada 
halaman 17 sampai dengan 20 dalam permohonan Pemohon mengenai 
adanya kesalahan perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan 
perolehan suara di Kabupaten Kuningan untuk pemilu anggota DPRD 
Kabupaten Kuningan, daerah pemilihan 1 yang meliputi.  
1. Desa Cipedes, Kecamatan Ciniru. Bahwa terjadi penambahan suara 

bagi calon legislatif Nomor Urut 2, Reni Parlina di semua TPS adalah 
tidak benar. Perhitungan suaranya mohon tidak dibacakan. 
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1286. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
  Ya. 
 

1287. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 
 
2. Data yang disampaikan oleh Pemohon terhadap TPS 07, TPS 08, TPS 

09, Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan adalah tidak benar.  
3. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK kecamatan, 

perolehan suara Caleg Reni Parlina di TPS 7 sebanyak 12 suara. Hal 
ini sudah sesuai dengan Model DAA-1 KPU. Para saksi yang hadir 
serta panwascam sudah menyetujui dengan bukti membubuhkan 
tanda tangan dengan bukti Model DAA-1 DPRD Kabupaten. 

4. Bahwa adanya indikasi pengambilan suara dari Nomor Urut 3 atas 
nama Rudi Iskandar untuk Caleg Nomor Urut 2 atas nama Reni 
Parlina di TPS 8 sebanyak 16 suara adalah tidak benar.  

 
 

1288. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
 

1289. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 
 
5.  Bahwa pada saat pleno di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat 

PPK Kecamatan Kuningan, perolehan Caleg Reni Parlina sebanyak 16 
suara dan untuk Rudi Iskandar sebanyak 4 suara. Hal ini sudah 
sesuai dengan DAA-1 KPU dan tidak ada keberatan dari saksi 
maupun dari panwas yang dibuktikan dengan pembubuhan tanda 
tangan di Model DAA-1 DPRD Kabupaten.  

6.  Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Calon Legislatif, 
Nomor 2, Reni Parlina di TPS 9 sebanyak 10 suara adalah tidak 
benar. Bahwa hasil pleno di TPS 09 yang sudah disetujui dan ditanda 
tangani oleh para saksi dan panwascam pada Model DAA-1 DPRD 
kabupaten. Perolehan suara Caleg Reni Parlina sebanyak 12 suara.  

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya 
pengurangan suara di Kecamatan Sindang Agung.  

8.  Bahwa di Kecamatan Sindang Agung penerbitan Model DA-1 terjadi 
sebanyak 3x karena ada perbaikan kesalahan pencatatan pada 
salinan Model DAA-1. Koreksi kesalahan pencatatan untuk perolehan 
suara Caleg Nomor Urut 1, atas nama Hj. Titi Noorbandahh di TPS 4, 
Desa Kartayasa, Kecamatan Sindang Agung. Perolehan suara Nomor 
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Urut 1, semula 28 setelah disandingkan dengan Model C-1 ternyata 
jumlahnya 0 suara. Sehingga, pada rekapitulasi akhir di kecamatan 
untuk Hj. Titi Noorbandahh yang semula 476 suara menjadi 448 
suara dengan Bukti Model C-1 TPS 4, Desa Kertayasa. Salinan Model 
DAA-1 DPRD kabupaten, DA-1 DPRD kabupaten. Hasil pleno 
rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Sindang 
Agung sudah disetujui oleh para saksi dan panwascam (…)  

 
1290. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
  Itu (…) 
 

1291. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 
 
  Dengan dibuktikan pembuhan tanda tangan … pembubuhan tanda 
tangan.  
 

1292. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  448 … 476 kurang 28, ya berarti? 
 

1293. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 
  
  Yang didalilkan 476, Pak. Tapi sebenarnya 448. 
 

1294. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya, ya.  
 

1295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 
 
  Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi 
dikosongkan perolehan suara Pemohon pada Formulir Model DAA-1 
untuk suara partai dan caleg legislatif di TPS 13 Desa Rambatan 
Kecamatan Cinuru sebanyak 51 suara. Bahwa tidak benar dalil Pemohon 
yang menyatakan bahwa telah terjadi pengambilan hal suara dari Calon 
Legislatif Nomor Urut 3, Rudi Iskandar, ke calon legislatif nomor urut 2, 
Reni Parlina, di TPS 2 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan sebanyak 5 
suara adalah tidak benar.  
 11. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara di 
tingkat PPK Kecamatan Kuningan, perolehan suara partai dan calon 
legislatif di TPS 2 Kelurahan Cijoho hasilnya sudah sesuai dengan Model 
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DAA-1 KPU. Tidak ada keberatan dari saksi dan sudah disetujui dan 
diterima oleh para saksi dan panwascam yang dibuktikan dengan 
pembubuhan tanda tangan dari para saksi. Tanggapan ... langsung saja 
ke persandingan dapil 3 nomor urut 6 kabe ... Kabupaten Indramayu, 
Titin Sulastini.  
 Bantahan terhadap dalil Pemohon. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, 
Termohon melakukan rekapitulasi perhitungan suara dicatat dalam DA-1 
plano. Dikarenakan kekurangan logistik berupa DA-1 plano, maka 
dilanjutkan pada hari berikutnya, yaitu pada tanggal 26 April 2019. 
bahwa pada tanggal 27 April 2019 Termohon menyalin DA-1 plano 
kedalam DA-1 dan kemudian digandakan untuk diserahkan kepada saksi 
dan panwascam Kecamatan Tukdana. 
 3. Bahwa pada tanggal 27 April 2019, Termohon mengirimkan kotak 
suara kepada KPU Kabupaten Indramayu dan menyerahkan hasil 
rekapitulasi kepada panwaslu Kecamatan Tukdana.  
 4. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 PPK menerima surat rekomendasi 
dari Bawaslu terkait hasil rekapitulasi perolehan suara dari suara partai 
dan calon legislatif partai demokrat. Setelah mendapatkan rekomendasi 
dari Bawaslu, PPK Tukdana membuat surat balasan dan melaksanakan 
revisi perolehan suara Partai  dan caleg partai demokrat pada pemilihan 
anggota DRPD Kabupaten Kota. Dalam hal merevisi, Termohon berkoalisi 
dengan panwaslucam. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, PPK Tukdana 
membacakan Model DAA-1. hasil revisi berdasarkan rekomendasi dari 
Bawaslu Kabupaten Indyamayu pada pleno terbuka rekapitulasi hasil 
perolehan suara pemilu 2019 tingkat KPU Kabupaten Indramayu dengan 
lancar dan tidak ada catatan keberatan dari para saksi maupun dari 
Bawaslu Kabupaten Indramayu. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019, 
Termohon membacakan hasil pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan 
suara pemilihan umum 2019 berupa Model DB dan DB-1 yang berjalan 
lancar dan aman, tidak ada catatan khusus, khususnya dari para saksi 
khususnya terkait PPK Tukdana serta ditandatangani oleh para saksi.  
 7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi 
pengurangan perolehan suara Partai maupun suara Pemohon dan 
penambahan suara caleg lain dari partai demokrat merupakan dalil yang 
ada-ada dan tidak benar. Karena fakta sebenarnya adalah pelaksanaan 
hasil dari rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Indramayu kepada 
Termohon untuk melaskanakan revisi perolehan suara partai dan caleg 
partai demokrat pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten kota.  
 Selanjutnya persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian 
anggota DPRD Kota Depok.  
 Ini tidak bantah kerena sudah tidak melanjutkan persidangan. 
 Petitum langusung, Majelis Hakim Yang Mulia. Berdasarkan seluruh 
uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah 
Konstitusi untuk melaku ... menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam 
pokok perkara:  
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1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan benar keputusan komisi pemilihan umum nomor 987 dan 
seterusnya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. 
Terima kasih, Yang Mulia. 
 

1296. ANGGOTA HAKIM: WAHIDDUDIN ADAMS   
 
  Ya. Baik. Terima kasih. Kita teruskan dengan Pihak Terkait. HM 
Achdar Sudrajat. Ada? Kuasanya? Silakan!    
 

1297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 
 

 Izinkan saya untuk menyampaiakan jawaban sebagai terkait. 
Dalam pokok permohonan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai 
selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD 
Provinsi Jawa Barat di beberapa daerah pemilihan menurut Pihak Terkait 
adalah sebagai berikut.  

 Persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi untuk 
pengisian keanggotaan DPRD Jawa Barat bahwa berdasarkan Model DB-
1, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.  
 

1298. ANGGOTA HAKIM: WAHIDDUDIN ADAMS   
 
   Ya. 
 

1299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 
 
  Kemudian persandingan perolehan calon anggota DPRD Provinsi 
suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan 
DPRD Provinsi dalam tabel kami anggap sudah dibacakan. Izin. Bahwa 
terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Pihak 
Terkait adalah sebagai berikut.  
  Dapat dianggap dibacakan, tapi pada nomor 6, ada renvoi. Di 
Desa Mekarsari sebanyak 606 suara, seper ... diganti 50 suara. Yang 
Mulia.  
 

1300. ANGGOTA HAKIM: WAHIDDUDIN ADAMS   
 
   6 suara menjadi? 
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1301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 
 
  50 suara.  
 

1302. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Halaman berapa itu? 
 

1303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 
 
  Nomor 6. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak 
Terkait di Desa Mekarsari sebanyak 609 suara adalah tidak benar. Bukti 
P-2. 609-nya diganti 50.   
 

1304. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Yang mana? 
 

1305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 
 
  50 suara.  
 

1306. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Yang berapa yang diganti, Pak? 
 

1307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 
 
  Nomor 6.  
 

1308. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Dari 609 itu? 
 

1309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 
 
  Ya.   
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1310. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Diganti 50? 
 

1311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 
 
  Ya.   
 

1312. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Oke. 
 

1313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 
 
  Dalam petitum, izinkan kami lanjut, Yang Mulia.   
 

1314. ANGGOTA HAKIM: WAHIDDUDIN ADAMS 
 
  Ya.  
 

1315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 
 
  Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak 
Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
putusan sebagai berikut.  
  Dalam eksepsi, menirma eksepsi Pihak Terkait (…) 

 
1316. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya. 
 

1317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

 
 Dalam pokok perkara:  

1. Menolak permohonan-permohonan untuk sela … seluruhnya.  
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 

dan seterusnya 
3. Menetapkan perolehan permohonan untuk pengisian Anggota DPRD 

Provinsi Jawa Barat berdasarkan beberapa desa pada Daerah 
Pemilihan Jawa Barat IX. Yang benar adalah sebagai berikut (…) 
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1318. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya, dibacakan! Coba dibacakan itu! 
 

1319. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 

1. Desa Mangunjaya=526 
2. Desa Sumber Jaya=793 
3. Desa Tridaya Sakti=477 
4. Desa Setiamekar=392 
5. Desa Jatimulya=210 suara  
6. Desa Mekarsari=173 suara 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya. Ex a quo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
1320. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya, baik. Selanjutnya, Pihak Terkait. Muhammad … H.M. 

Muhammad Murad. 
 

1321. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Sebentar dulu, saya mau konfirmasi untuk … anu … Pihak Terkait 

ini. Pihak Terkait ini, Nasdem ini, sebagai partai politik kan? Yang 
mengajukan sebagai Pihak Terkait? 

 
1322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 
 

 Ya, Yang Mulia. Partai Demokrat. 
 

1323. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, Partai Demokrat, kan? 
 

1324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

 
 Siap. 
 

1325. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, bukan orang seorang maksudnya? 
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1326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

 
 Siap. 
 

1327. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, itu. Baik, terus yang Pihak Terkait yang lainnya? 
 

1328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:  
 
 Mohon izin, tidak hadir. 
 

1329. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Kalau tidak hadir ya (…) 
 

1330. KUASA HUKUM PEMOHON: 
 
 Izin, Yang Mulia. Kami dari Pemohon, khusus dari yang terkait 

atas nama Reni Parlina, tidak hadir. Kami selaku Pemohon dari Hj. Titi H. 
Noorbandah. Jika beliau tidak hadir, Reni Parlina, yang Nomor Urut 2 
untuk Dapil I Kuningan, maka kami selaku Pemohon menanggap beliau 
tidak menggunakan hak (…) 

 
1331. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Ya, itu … itu pendapat itu (…) 
 

1332. KUASA HUKUM PEMOHON: 
 
 Dan dianggap mengakui permohonan kami. Terima kasih. 
 

1333. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Eh, itu nanti Mahkamah yang akan mempertimbangkan. Ibu 

jangan menyela hari ini (…) 
 

1334. KUASA HUKUM PEMOHON: 
 
 Ya, terima kasih, Yang Mulia.  
 

1335. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ini belum proses pembuktian ini, masih mendengar ini (…) 
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1336. KUASA HUKUM PEMOHON: 
 
Ya, terima kasih, Yang Mulia. Biar agak … biar diingat, Yang Mulia, 

dan dicatat.  
 

1337. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Oh tidak, kami catat semua (…) 
 

1338. KUASA HUKUM PEMOHON: 
 
 Terima kasih. 
 

1339. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Si Boy saja punya catatan, masa kami ndak (…) 
 

1340. KUASA HUKUM PEMOHON: 
  
 Ya, terima kasih banyak, Yang Mulia. 
 

1341. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, jadi Ibu jangan menyela dulu di … belum acara pembuktian 

itu nanti. 
 

1342. KUASA HUKUM PEMOHON: 
 
 Terima kasih. 
 

1343. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, ya. Ada lagi, Pak? 
 

1344. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Sudah cukup? Ke Bawaslu! 
 

1345. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, hadirin yang kami 

hormati, setelah mencermati dan mengisi permohonan Partai Demokrat 
Nomor PHPU 47/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Jawa 
Barat memberikan keterangan sebagai berikut. Pengawasan Pemilihan 
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Umum DPRD RI, DPR … Dapil Jabar I atas nama Ricky Ahmad Subagja 
(…) 

 
1346. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Halaman berapa? Halaman? 
 

1347. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Ini yang tidak kami bacakan, untuk yang … perkara yang 

kemudian telah ditarik. Jadi, untuk yang … dap … DPRD Dapil I tidak 
kami bacakan. Terus selanjutnya, pengawasan pemilihan umum Anggota 
DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX halaman 125 Kabupaten Bekasi atas 
nama Wiwin Winang … Winingsih Nomor 25. Nomor 2, berdasarkan 
Laporan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 49 dan 
seterusnya, uraian selengkapnya pada halaman 125, bahwa Pemohon 
pernah mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu 
Kabupaten Bekasi terkait dugaan pelanggaran pero … perubahan suara 
peserta pemilu sebagaimana … pada tanggal 13 Mei dengan pelapor atas 
nama Wiwin Winingsih vide Bukti PK-14 16 35, bahwa berdasarkan 
kajian awal Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 05 dan seterusnya 
dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil. Kemudian, Bawaslu 
Kabupaten Bekasi merekomendasikan untuk menindaklanjuti dengan 
pelanggaran … pelanggaran administrasi pemilu … penanganan 
pelanggaran administrasi pemilu pemeriksaan cepat atas dugaan 
pelanggaran pidana pemilu ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu 
Kabupaten Bekasi vide Bukti PK-14. 

 Berdasarkan fakta persidangan diperoleh dalam sidang 
pemeriksaan penanganan pelanggaran administrasi pemilu acara cepat, 
Bawaslu Kabupaten Bekasi memutuskan menyatakan PPK Tambun 
Selasan … PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Memberikan peringatan 
tertulis kepada PPK Tambun Selatan melalui KPU Bekasi vide Bukti PK-
14. Bahwa fakta persidangan yang menjadi dasar pertimbangan putusan 
pelanggaran administrasi pemilu pemeriksaan cepat atas pelaporan 
Saudara Wiwin menyampaikan adanya penggelembunngan … dugaan 
penggelembungan suara atas nama Caleg Hj. A.M Achdar Sudrajat di 
Des Sumber Jaya dan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, 
pertama, tidak mengakomodir keberatan Saksi tidak membubuhkan 
tanda tangan pada form model DAA-1 Desa Sumber berjaya. Untuk 
selanjutnya dianggap dibacakan.  

 Bedasarkan uraian di atas, ditegaskan bahwa putusan 
pelanggaran administrasi cepat didasarkan tindakan PPK Tambun Selatan 
yang tidak sesuai prosedur administrasi memperlakukan keberatan Saksi 
dengan tidak sama dan tidak … tidak ketidak cermatan dalam meneliti 
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dan membaca rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Sehingga 
terdapat perbedaan penulisan perolehan suara antara DAA-1 DPRD 
Provinsi dengan DPR dengan DA-1 DPR Provinsi kemudian objek 
diajukan oleh pelapor adalah 2 desa yakni, Sumberjaya dan Desa 
Mangunjaya kecamatan Tambun Selatan.Tidak terhadap 6 desa 
sebagaimana didalilkan Pemohon dalam pokok pemohonan PHPU 
anggota DPRD di Mahkamah Konsitusi.  

 Selanjutnya berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilu 
Bawaslu Bekasi Nomor 05 dan seterusnya terhadap hasil klarifikasi dan 
penye …  penyelidikan terhadap pelapor, terlapor, dan saksi-saksi pada 
pokoknya disimpulkan berdasarkan fakta dan keterangan para saksi 
keterangan pelapor, dan terlapor atas dugaan pelanggaran terjadi pengg 
… penggelembungan suara dari partai Demokrat untuk tingkat DPRD 
Provinsi Jawa Barat. Dapil 9 Kabupaten Bekasi tidak cukup bukti dan 
belum menuai unsur Pasal 532 Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang 
pemilihan umum.  

 Izin, Yang Mulia, untuk selanjutnya kami bacakan untuk 
keterangan Dapil Kuningan.  

 
1348. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya.  
 

1349. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Dapil Kuningan I. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan 

selama tahapan rekapitulasi di kecamatan dan di tingkat Kabupaten 
Kuningan, tidak ditemukan adanya keberatan ataupun kejadian khusus 
dalam form DAA-2 dan DB-2 Kabupaten KPU Kabupaten Kuningan 
sebagai berikut. Sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Vide Bukti PK-
14. 

 Dalam pokok permohonan Pemohon atas nama Hj. Titi 
Noorbandah, Caleg Demokrat Nomor 1 terkait ketidak sesuaian hasil 
perolehan suara di Desa Awirarangan Desa Cipedes TPS 7, 8, 9 
Kelurahan Minohaji Kecamatan Sindangagung. TPS 13 dianggap telah 
dibacakan.  

 
1350. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya.  
 

1351. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Dengan terlapor PPK Kuningan PPK (…) 
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1352. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Dibacakan kesimpulan saja, Pak.  
 

1353. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Baik.  
 

1354. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Kesimpulan saja.  
 

1355. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Baik.  
 

1356. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Terus nanti Kota Depok.  
 Jadi, kesimpulan kan ada akhir yang digaris tebal itu.  
 

1357. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Baik, Yang Mulia.  
 

1358. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Kami bacakan kesimpulannya.  
 Berdasarkan uraian di atas bawa selu … Kabupaten Kuningan 

memutuskan menyatakan PPK Kuningan, PPK Sindangagung, dan PPK 
Ciniru tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan 
pelanggaran administarasi pemilu sebagaimana tercantum pada form 
ADM-22 KP … Kabupaten Kuningan tertanggal 21 Mei 2019 Vide Bukti 
PK-14.4 dan 6 sebagaimana tertera penjelasan lebih lengkapnya pada 
halaman 108 dan 137. 

 Pengawasan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten 
Indramayu daerah pemilihan Kabupaten Indramayu 3 atas nama Titin 
Sulastini bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian Bawaslu 
Indramayu terhadap perolehan suara partai demokrat dan calon anggota 
DPRD Kabupaten Indramayu dapil Indramayu 3 Nomor Urut 6 atas nama 
saudara Titin Sulastini yang tertuang pada salinan model DB-1 DPRD 
Kabupaten/Kota daerah pemilihan Indaramayu 3 Kecamatan (…)  
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1359. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Tukdana.  
 

1360. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Tukdana dan salinan Model DAA-1, DB-1, daerah pemilihan 3 

Indramayu menerangkan hasil penyandingan dan salinan model DA-1 
DPRD Kabupaten dengan salinan model DB DPRD Kabupaten/Kota untuk 
perolehan partai politik maupun calon anggota DPD Kabupaten 
Indramayu dan partai Demokrat kecamatan Tukdana berjumlah=121 
sehingga, tidak ditemukan perubahan atau perbedaan hasil suara dari 
model salinan Model DA-1 DPRD Kabupaten kota dengan model DB-1 
DPRD Kabupaten Kota, Vide bukti PK-14, 2, 3, uraian selengkapnya 
tertuanga dalam keterangan, tertulis bawaslu provinsi jawa barat di 
halaman 138 sampai dengan 140. Demikian keterangan tertulis Bawaslu 
provinsi Jawa Barat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Yang 
Mulia.   

 
1361. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
 Ya, saya kira. Untuk pada alat bukti.  
 

1362. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kita ke permohonan 

berikutnya, saya lihat dari konfirmasi bukti dulu. Jadi, untuk Termohon 
ada beberapa kualifikasi buktinya ini. T-001 itu untuk Jabar I Demokrat 
dimulai dari 12 sampai dengan … eh … T-001 sampai dengan … sampai 
dengan T-002. Kemudian, T-001 untuk Jabar IX sampai dengan T-005. 
Benar, ya, Termohon?  

 
1363. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 
 
 Benar, Yang Mulia. 
 

1364. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, itu … itu. Kemudian, yang Kuningan T-001 sampai dengan T-

013 Kuningan I, Demokrat. Betul? Nanti ada satunya lagi. T-015 
Kuningan I Demokrat sampai dengan T-028 Kuningan I Demokrat, betul?
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1365. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 

 
 Benar, Yang Mulia.     
 

1366. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Baik.  
     
 
 Jadi, untuk Termohon sudah disahkan. Lalu, untuk Bawaslu (...)  
 

1367. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 

 
 Yang Indramayu belum, Pak. Yang Mulia.  
 

1368. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Indramayu?  
 

1369. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 

 
 Ya. Indramayu jadi di bawah Kuningan, Yang Mulia.  
 

1370. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Sebentar. Ini indramayunya Anda itu ada tambahan alat bukti, 

ndak? 
 

1371. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 

 
 Ada, Yang Mulia.   
 

1372. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Katanya kami … kami … belum menerima di … di … di 

Kepaniteraan, bagaimana Saudara? Penjelasannya bagaimana? 
 
 
 
 

KETUK PALU 1X 
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1373. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 

 
 Ya, jadi kita sebenarnya sudah menyiapkan tapi menurut KPU 

harus diserahkan langsung ke Majelis Hakim di persidangan. Untuk bukti 
tambahannya. 

 
1374. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 oh, kalau bukti tambahan, ya.  
 

1375. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 

 
 Bukti tambahan. 
 

1376. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Kalau bukti tambahan (...)  
 

1377. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 

 
 Tapi kalau bukti yang ini sudah saya serahkan semua, Yang Mulia.  
 

1378. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Sebenarnya bisa di awal … ya, memang betul kalau bukti 

tambahan, ya. Jadi, Indramayu itu termasuk bukti tambahan? 
 

1379. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 

 
 Enggak. Bukti yang pertama diajukan, Yang Mulia.  
 

1380. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Kok bisa tidak ada pada kami? Nanti dikonfirmasi, ya? 
 

1381. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 

 
 Ya, Yang Mulia.  
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1382. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Baik, untuk itu Indramayu. Kemudian, untuk Pihak Terkait ini 

sesama Demokrat kan, ya? 
 

1383. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

 
 Siap, ya.  
 

1384. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya. Ada beberapa yang saling gigit ini? 
 

1385. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

 
 Ada 27.  
 

1386. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ndak yang anunya ini. Saya yang dari yang Pihak Terkait, Achdar, 

Pak HM. Achdar dulu, Anda buktinya itu P-1 sampai dengan P-2 saja? 
 

1387. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

 
 Ya, betul, Yang Mulia.  
 

1388. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 
  
 
Kemudian, Pak Muhammad Murad tidak me … tidak ada alat 

buktinya menurut catatan kami. Lalu, Bawaslu. Bawaslu itu PK 14-02 
sampai dengaN PK 14 … sampai dengan PK 14-03. Lalu, ada PK 14.16.29 
sampai dengan PK 14.16.34. . 

  
1389. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 
 
 

KETUK PALU 1X 
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1390. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Benar, ya? Lalu yang seri berikutnya. Ada berseri-seri ini. 

PK.14.1635 sampai dengan PK 14.1639.  
 

1391. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Benar, Yang Mulia. 

 
1392. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Betul. Kemudian, PK 8-1 sampai dengan PK 14.814?  
 

1393. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Betul, Yang Mulia.  
 

1394. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Betul, ya?  
 

1395. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Betul, Yang Mulia. 
 

1396. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nah, terus, berikutnya PK 14.14 1 sampai dengan PK 14.14 … 

14.29? 
 

1397. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Ya.  
 

1398. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 29 sampai 29 … eh, sampai dengan 40 dulu? 1 sampai dengan 40 

dulu, lalu 29 sampai dengan …sampai dengan 30, betul?  
 

1399. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Betul, Yang Mulia. 
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1400. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, sudah. Kalau begitu sudah.  
 
 
  
 Dengan demikian … tadi Termohon belum, ya? Sudah kan? Sudah 

dengan yang … apa namanya … Indramayu, ya? 
 

1401. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 

 
 Ya. Terkait dengan Indramayu, buktinya nanti akan saya. Terima 

kasih, Majelis.  
 

1402. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, nanti dikonfirmasi di belakang, ya!  
 

1403. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 

 
 Ya.  
 

1404. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Setelah selesai ini. 
 

1405. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

1406. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Baik, terima kasih. Untuk, berikutnya untuk Perkara Nomor 

168/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mohon berkenan kembali ke Yang 
Mulia, Pak Suhartoyo. Partai Golongan Karya. 

 
1407. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Golongan Karya?  
 
 
 

KETUK PALU 1X 
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1408. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Eh … sori, Partai Keadilan Sejahtera Perkara Nomor 10-08-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, maaf.  
 

1409. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke, terima kasih, Pak Ketua. Siapa yang akan sampaikan ini? 

Kewenangan Mahkamah dan eksepsi? Mengenai apa eksepsinya? 
 

1410. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Yang Mulia, kewenangan Mahkamah di poin 7 dalil terkait. 
 

1411. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Apa kewenangannya? 
 

1412. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Kewenangan Mahkamah. 
 Ya. Dalam perbaikan dan permohonan angka 1 sampai 12 

halaman 8 sampai dengan 14 yang pada pokoknya mempersoalkan 
mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu dan 
dinyatakan bila Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran 
administratif di tiap-tiap TPS pada Kelurahan Jatimulya, Kecamatan 
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Dapil Jabar VII, yaitu kesalahan 
input data perolehan suara yang mengakibatkan terjadinya selisih suara 
antara Pemohon dan Termohon. 

 Kemudian di … dalam perbaikan Pemohon angka 11 halaman 26 
dan sampai dengan 27 terkait Dapil Indramayu dikatakan bahwa 
meminta Mahkamah Konsititusi menerima permohonan Pemohon, 
menyatakan KPU Kabupaten Indramayu terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam 
Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tersebut dan seterusnya. 

 Oleh karena demikian, dalil Pemohon tersebut merupakan ... 
terkait dengan pelanggaran administratif sehingga dengan demikian 
bukan kewenangan admi ... Kewenangan Mahkamah, Yang Mulia.  

 
1413. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Oke, itu untuk eksepsi. Dalil permohonan pokoknya? 
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1414. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya. Pada pokok permohonan, terkait adanya tabel persandingan 

perolehan suara yang disajikan oleh Pemohon yang pada pokoknya 
persandingan antara C-1 dengan DAA-1 dan C-1 dengan DA-1 menurut 
Pemohon ada selisih suara PKS dengan Nasdem. 

 
1415. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO  

 
 Bisa di-break down, yang Bekasi dulu! Jawa Barat VII! 
 

1416. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Jawa Barat VII? Beka (...)  
 

1417. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO  
 
 Langsung tabel (...)  
 

1418. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Wilayah Kabupaten Bekasi, ya? 
 

1419. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 He eh. 
 

1420. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Perolehan suara menurut Pemohon, PKS itu=9.403, sementara 

menurut Termohon=10.016, artinya ada selisih penambahan bagi 
Pemohon=9.403.  

Yang kedua, persandingan perolehan suara Partai Nasdem. 
Menurut Pemohon, Partai Nasdem=1.423 dan menurut 
Termohon=7.525. 

 
1421. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. 
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1422. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ada selisih penambahan=6.102, ini dalam persandingan C-1 

melawan DA-1. Dalam tabel 2, Pemohon juga mendalilkan persandingan 
dengan DAA-1. Ada pada pokoknya sama, PKS menurut 
Termohon=10.016 dan menurut Termohon ... Pemohon=9.403, selisih 
penambahan bagi PKS=613.  

Kedua, Partai Nasdem menurut Termohon=7.419, menurut 
Pemohon=1.423, jadi selisihnya menurun 5.996. Ini menurut bukti kami 
sajikan juga (...)  

 
1423. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Jadi, sudah tidak ada kesalahan ... kesalahan input data itu, ya? 
 

1424. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya. Ini data yang disajikan oleh Pemohon, Yang Mulia. Padahal 

menurut kami ada kesalahan. Menurut DAA-1 ini tidak sebesar ini gitu, 
ya. Ada ... ada kenaikan karena perolehan suara di tiap-tiap desa di 
tingkat kecamatan. 

 
1425. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Oh, begitu. 
 

1426. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya, ini angkanya masih mirip-mirip dengan suara tingkat desa. 
 

1427. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

 Sekarang yang ... yang Indramayu? 
  

1428. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Terkait dengan ... ada satu ralat, Yang Mulia. 
 

1429. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang mana? 
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1430. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Di angka 2 halaman 6, baris ke 4 itu pengurangan, seharusnya 

penambahan ... penambahan perolehan suara. 
 

1431. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Angka 2? 
 

1432. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Angka 2 baris ke 4. Baik, selanjutnya ini adalah (...)  
 

1433. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Pengurangan ini, penambahan? 
 

1434. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya. Semula pengurangan, menjadi penambahan. 
 

1435. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. 
 

1436. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Selanjutnya kami dianggap dibacakan pada poin 3 karena 

menyangkut tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU. Begitupun di 
poin 4, 5, dan (...)  

 
1437. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Bisa langsung ke Kabupaten Indramayu? Apa yang krusial di 

sana? 
 

1438. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Di Indramayu, yang krusial terkait dengan selisih antara PKS 

dengan Perindo (...)  
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1439. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. 
 

1440. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya, dimana suara kursi ... perolehan kursi keenam kalau enggak 

salah, maaf.  
 

1441. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 9.803 untuk PKS? 
 

1442. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya. 

 
1443. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Perindo=9.947? 
 

1444. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya, menurut (...)  
 

1445. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Pemohon? 
 

1446. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya, menurut Pemohon=9.940 
 

1447. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Menurut Termohon bagaimana? 
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1448. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Menurut Termohon=9.803 PKS, Perindo=9.947. Ada 

penggelembungan atau penambahan 59 suara. Sementara yang PKS itu 
ada pengurangan 137 suara menurut (...) 

 
1449. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Artinya, Termohon membenarkan sebagian? 
 

1450. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Termohon menolak, membantah persandingan suara yang 

disajikan oleh (...)  
 

1451. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tetap menolak. Jadi, apa yang di (...)   
 

1452. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Dalilnya (...)  
 

1453. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Itu sudah ... sudah benar? 
 

1454. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya. Perhitungan menurut Termohon adalah benar karena dalil 

argumentasinya diuraikan dalam poin 1,2,3,4, dan seterusnya. 
 

1455. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. 
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1456. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Termasuk penya ...  penyandingan tiap-tiap TPS yang ada di desa 

dan kecamatan yang disebutkan di kurang lebih 7 kecamatan, Yang 
Mulia. 

 
1457. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. 
 

1458. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Kami sajikan juga dengan bukti-bukti (...)  
 

1459. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bisa dibaca kecamatannya itu 7, itu! 
 

1460. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya, baik. Yang pertama di Kecamatan Bangodua, ini suara 

Pemohon mempersoalkan suara Perindo. 
 

1461. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. Nomor 2? 
 

1462. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Menurut (...)  
 

1463. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang tiga suara ini? 
 

1464. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya, yang tiga suara menurut Termohon. Menurut Pemohon itu C-1 

nya itu=1, DAA nya=3. Artinya ada selisih 2 suara penambahan di 
Bangodua. 
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1465. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya, di Widasari? 
 

1466. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 
 

 Di Widasari ada perolehan Partai Perindo yang di des ... di TPS 4 
Desa Bunder, itu menurut C-1 nya=11 versi Termohon, versi 
Pemohonnya=6 dan C-1 ... DA-1nya=11, artinya ada selisih 5 suara (...)  

 
1467. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. Sama, 11-11? 
 

1468. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Menurut Pemohon. Menurut Pemohon. Ya, begitupun di (...)  
 

1469. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Desa Kasmaran. 
 

1470. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya, Kasmaran. 
 

1471. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 28-28? 
 

1472. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Nah, sementara menurut Pemohon 18-28. 
 

1473. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 18-28? 
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1474. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ada selisih 10. 
 

1475. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. Kertasemaya? 
 

1476. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 
 

 Di Kertasemaya pun demikian. Di TPS 4 (...)  
 

1477. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 26-26. 
 

1478. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Melawan 16-26.  
 

1479. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

 16-26? 
 

1480. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Selisih 10. Kemudian, di Lemahayu (...)  
 

1481. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 16-16? 
 

1482. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Menurut Pemohon 0-16. 
 

1483. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. 
 



 

197 

1484. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Di TPS 01 Tenajar. 
  

1485. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 22. 
 

1486. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 22. Menurut Pemohon 1, 2 ada selisih 1.  
 

1487. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Sliyeg? Sliyeg, ya? 
 

1488. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Sliyeg. 
 

1489. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Sliyeg. Oke. 
 

1490. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya. Begitupun (…) 
 

1491. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
  
 TPS 3?  
 

1492. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 TPS 3.  
 

1493. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tambilor.  
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1494. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Tembilor. 
 

1495. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 99, benar? 
 

1496. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya, menurut Pemohon 89. Ada penambahan 1.  
 

1497. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya, 1.  
 

1498. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Di Sleman Lor. 
 

1499. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 17, 17?  
 

1500. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Oke, sama. Sementara di … oleh Pemohon katanya 7, 17, ada 

penambahan 17. 
 

1501. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 14, 14 untuk Tugu?  
 

1502. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya.  
 

1503. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. 
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1504. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 
 
 TPS 5. Demikian, Yang Mulia.  
 

1505. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Jadi, semua tidak benar kalau begitu? 
 

1506. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Tidak benar. Jikapun ada (…) 
 

1507. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Sudah enggak usah (…) 
 

1508. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Kesalahan di C-1. Itupun sudah dilakukan perbaikan pada tingkat 

rekapitulasi di (…)  
 

1509. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Secara berjenjang. 
 

1510. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya, secara bertahap. Termasuk dalam hal ini di Sliyeg tadi, Yang 

Mulia.  
 

1511. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tukdana?  
 

1512. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Kecamatan Jatibarang (…) 
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1513. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Jatibarang, ya? 
 

1514. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 … Tukdana … Tukdana pun ada 1 suara terjadi perubahan itu 

terkait dengan pencantuman perolehan suara di partai (…)  
 

1515. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. 
 

1516. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 … atas nama caleg.   
 

1517. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 6-6 ini yang benar?  
 

1518. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya, yang benar adalah (…) 
 

1519. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bukan 46? 
 

1520. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Betul, 11 itu. 
 

1521. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Nanti siap ya kalau pembuktian, ya?  
 

1522. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Siap. 
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1523. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Oke.  
 

1524. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
Itu bukti sudah diajukan, Yang Mulia.  
 

1525. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Nanti pembuktian saksi kan Pemohon bisa mengajukan bukti 

kalau perkaranya ini berlanjut.  
 

1526. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya, kemudian (…)  
 

1527. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tukdana?  
 

1528. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Oh, yang barusan Tukdana, Yang Mulia. 

1529. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tukdana yang sebelah sebelah sini? Sudah?   
 

1530. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Sudah. Berlanjut ke perolehan dalil Pemohon tentang 

pengurangan … tuduhan pengurangan (…) 
 

1531. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Pemohon?  
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1532. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Suara Pemohon.   
 

1533. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Kecamatan (suara tidak terdengar jelas). 
 

1534. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ini kami sajikan juga tabel persis sama untuk setiap 

persandingan. 
 

1535. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Sama, ya?  
 

1536. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya.  
 

1537. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Sudah kalau begitu. 

 
1538. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 
 
 Ya, 1 (…) 
 

1539. HAKIM KETUA:  I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nomor 2?  
 

1540. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 … kejadian khususnya di … apa namanya … di kertas maya. Itu 

kami sajikan di halaman 23.  
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1541. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya.  
 

1542. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Sliyeg juga ada kejadian khusus. Itupun ada kesalahan 

pencatatan yang kemudian sudah dilakukan perbaikan.  
 

1543. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. 
 

1544. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya. Kemudian, kami lanjutkan sampai ke halaman 29. Ada dalil 

Pemohon terkait dengan alasan-alasan atau tuduhan yang bersifat 
kualitatif. Dalam hal ini ada di poin C kami cantumkan.  

 
1545. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. 
 

1546. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Terkait poin-poin dalilnya kami sajikan dan bantahannya kami 

sajikan pula.  
 

1547. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bantahan oke.  
 

1548. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 29 sampai dengan 21, Yang Mulia.  
 

1549. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Dianggap dibacakan.  
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1550. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA 

 
 Ya.  
 Terakhir, petitum. Bahwa berdasarkan keseluruhan tanggapan 

yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon memohon dengan hormat 
kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan 
dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Termohon dalam pokok perkara 
menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan KPU 
Republik Indonesia, Nomor 987/4/PL.01.8-KPT/06/KPU, dan seterusnya. 
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan 
yang seadil-adilnya. Ditanda tangani Kuasa Hukum. Yang Mulia, terima 
kasih.  

 
1551. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Oke, Pihak Terkait sekarang dari Nasdem.  
  

1552. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Baik, bisa dimulai, Yang Mulia? 
 

1553. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bisa, silakan! 
 

1554. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya berdiri biar saya kelihatan. 

Sebelum saya sampaikan, mau ada renvoi dulu, Yang Mulia.  
 

1555. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya.  
 

1556.  KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Di halaman 6, halaman 8, dan halaman 11.  
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1557. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 6, apa?  
 

1558. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Yang pertama-tama halaman 6 di poin ke-8. 
 

1559. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 6 gak ada poin 8, Pak? Perbaikan keterangan loh? 11 Juli? Adanya 

sampai 7 ini.  
 

1560. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Ya poin 8, Yang Mulia. Poin 8. 
 

1561. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Berarti halaman 7? 
 

1562. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Halaman 7. 
 

1563. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bahwa sementara itu kan?    

 
1564. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 
 
 Betul ya.  
    

1565. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
  
 Apa yang dimaksud renvoinya?  
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1566. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

  
 Ya, di kalimat yang kedua tertulis yang benar adalah perolehan 

suara Pemohon sebesar 440.318 itu Pemohon diganti Pihak Terkait, Yang 
Mulia. Kemudian, jumlahnya yang tadinya 440.318 menjadi 147.717. 
Jadi, tertukar itu. Pemohon jadi Pihak Terkait.  

 
1567. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya, 147.717, ya?  
 

1568. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Ya, betul, Yang Mulia.  
 

1569. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Apa lagi?  
 

1570. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Selanjutnya di poin D halaman selanjutnya. 
 

1571. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Halaman 8?  
 

1572. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 8, ya.  
 

1573. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bahwa jumlah suara. 
 

1574. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Bahwa jumlah suara perolehan itu kami tambahkan anak 

kalimatnya. Terakhir tertulis pada saat rekapitulasi kelurahan kami 
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tambahkan pada saat rekapitulasi kelurahan dalam rapat Pleno di PPK 
Tambun Selatan.  

 
1575. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Dalam rapat Pleno? 
 

1576. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Di PPK Tambun Selatan.  
 

1577. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Di PPK Tambun Selatan. Oke. 
 

1578. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Oke. Kemudian yang bagian terakhir yang di atasnya petitum, 

Yang Mulia. Halaman (…) 
 

1579. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 11. 

 
1580. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 
 
 11, ya. Di poin 12 di kalimat yang terakhir.  
 

1581. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bahwa selain itu? 
  

1582. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Ya.  Bahwa selain itu, kemudian pada kalimat yang terakhir pada 

kenyataannya C-1 DPR milik Pemohon ... kami koreksi menjadi pada 
kenyataannya C-1 DPR milik KPU dan panwas. 

 
1583. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Termohon, dong.  
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1584. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 
 
 Ya, milik Termohon dan panwas.  
 

1585. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Dan Bawaslu.   
 

1586. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 
 

 Dan Bawaslu.  
 Satu lagi terakhir, Yang Mulia. Dalam eksepsi, di situ ditulis 

menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya, kami tambahkan 
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  

 
1587. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Menyatakan tidak dapat diterima.      
 

1588. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Baik. Kami langsung, Yang Mulia.  
 

1589. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke.     
 

1590. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Baik. Dalam eksepsi kami langsung ke halaman 3. Berdasarkan 

perolehan suara yang tetapkan oleh Termohon tersebut, di dalam tabel 
yang diatasnya, perolehan suara Partai Nasdem dan PKS adalah sebagai 
berikut. Oh maaf, poinnya dulu, Yang Mulia.   

 
1591. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya.     
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1592. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
  Poin pertama dalam eksepsi, permohonan Pemohon tidak jelas 

atau obscuur libel karena petitum permohonan mengandung kesalahan 
fatal. Poin ke 3 bahwa berdasarkan perolehan suara, yang ditetapkan 
Termohon tersebut, perolehan suara Partai Nasdem dan PKS adalah 
sebagai berikut. Partai Nasdem perolehan suaranya=147.717, 
PKS=440.318. Namun, dalam permohonan Pemohon, Pemohon 
menyampaikan petitum dengan meminta agar Mahkamah memutus 
perolehan suara Pemohon menjadi 9.403 suara. Dan perolehan suara 
Pihak Terkait menjadi 1.423 suara sebagaimana dalam poin 3 petitum 
permohonan sebagai berikut.   

 3 ... 3 petitum, menetapkan hasil perolehan suara yang benar 
untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI kursi ... atau kursi 
DPRD RI dapil Jawa Barat 7, sebagai berikut. PKS perolehan 
suara=9.403, Nasdem=1.423.  bahwa petitum tersebut mengandung 
kesalahan fundamental dan fatal karena petitum Pemohon tidak masuk 
akal jika dibandingkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang 
telah ditetapkan Termohon. Sebagaimana persandingan dalam tabel 
yang kami uraikan ditabel 3 berikut ini. Kami tidak bacakan seluruhnya. 
Dalam tabel 3, kami sandingkan antara perolehan suara yang ditetapkan 
oleh Termohon. Di mana Partai Nasdem suaranya adalah=147.717, 
sementara petitumnya Pemohon suara Partai Nasdem adalah=1.423 
sehingga terjadi selisih=146.294. kemudian partai PKS yang ditetapkan 
oleh Termohon adalah 440.318, sementara petitumnya Pemohon 
menyatakan suara PKS adalah 9.403. sehingga terjadi selisih 430.915 
suara. Dengan petitum seperti ini, maka suara sah pun terjadi selisih, 
Yang Mulia. Suara sah yang ditetapkan oleh Termohon adalah 3.182.441, 
sementara jika melihat petitum Pemohon, maka suara sah menjadi 
2.604.782 suara. Sehingga terdapat selisih 577.209 suara.   

 Bahwa apabila petitum permohonan Pemohon dikabulkan, dengan 
menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana 
dimintakan Pemohon dalam petitumnya, maka terdapat 577.209 suara 
sah yang hilang. Sementara dalam positanya, Pemohon tidak 
menjelaskan kemana 577.209 suara sah yang hilang tersebut. Karena 
terdapat kesalahan fatal pada petitum, yang bersifat fundamental maka 
sudah selayaknya mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat 
diterima.   

 Yang b, permohonan Pemohon tidak jelas karena terdapat 
inkonsistensi dalil permohonan dan tidak kesesuaian antara posita 
dengan petitum. Pada poin 8, intinya terjadi inkon ... inkonsitensi dalam 
permohonan Pemohon. Pada tabel 1, Pemohon menyatakan antara DAA-
1 DPRD suara Nasdem sebanyak=7.525 suara. Tetapi pada tabel 3, DAA-
1 DPR, halaman 12 permohonannya, Pemohon menyatakan jumlah suara 
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Pihak Terkait adalah 5.510. kemudian di tabel 2 pada halaman 8 
permohonan, Pemohon menyatakan berdasarkan DA-1 DPR, Pihak 
Terkait memperoleh suara=7.419. 

 
1593. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya.     
 

1594. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Hal ini menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi permohonan 

Pemohon.  
 Lanjut ke pokok permohonan, Yang Mulia. Pokok per ... dalam 

pokok permohonan, bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah 
seluruh dalil permohonan Pemohon dalam permohonannya.  

 Bahwa keterangan Pihak Terkait dalam pokok perkara ini menjadi 
satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil sehinggal secara mutatis 
mutandis mohon dianggap menjadi bagian dalam keterangan Pihak 
Terkait pada pokok perkara.  

 
1595. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya.     
 

1596. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI 

 
 Poin ke 4, Yang Mulia. Petitum permohonan meminta agar 

mahkamah menetapkan perolehan suara sebagai berikut. Yaitu poin 3 
petitum permohonan, menetapkan hasil perolehan suara yang benar 
untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI atau kursi DPR RI 
Dapil Jawa Barat VII sebagai berikut.  

Parpol PKS perolehan suara=9.403, Nasdem=1.423. Petitum 
permohonan Pemohon tersebut mengakibatkan hilangnya suara sah 
sebesar 577.209 suara. Kemudian, Pihak Terkait memohon untuk 
membuktikan ke mana suara sah yang hilang menurut petitum 
permohonan tersebut. Apabila Pemohon tidak dapat membuktikan, maka 
dalil permohonan Pemohon beserta petitum yang dimintakan menjadi 
tidak terbukti.  

Selanjutnya, petitum permohonan pemohon juga mengurangkan 
perolehan suara Pemohon dari 440.318 suara, menjadi 9.403 suara. 
Dengan demikian, merupakan pengakuan dari pemohon sendiri bahwa 
perolehan suara Pemohon yang benar adalah 9.403 suara dan bukannya 
440.318 suara. Pengakuan dalam petitum seperti ini merupakan 
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pengakuan yang absolut karena Pemohon meminta Mahkamah untuk 
menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.  

Bahwa sementara itu, Pihak Terkait menolak petitum per … 
Pemohon yang menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pihak 
Terkait sebesar 1.423 suara, karena dalil tersebut adalah tidak benar dan 
tidak berdasar. Yang benar adalah perolehan suara Pihak Terkait sebesar 
1.407 717 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon. Oleh sebab itu 
dengan konstruksi petitum permohonan seperti itu, maka Pemohon juga 
harus mampu membuktikan selisih suara Pihak Terkait sebesar 146.294 
sebagaimana dimaksud dalam petitum permohonan. Jika Pemohon tidak 
mampu membuktikan selisih sebesar 146.294 suara tersebut, maka 
permohonan Pemohon menjadi tidak terbukti dan permohonan Pemohon 
sebagaimana dalam petitum layak … selayaknya ditolak.  

 Bahwa selain petitum permohonan sebagaimana diuraikan di atas, 
Pemohon dalam positanya juga mempermasalahkan perbedaan suara 
Pemohon dan Pihak Terkait di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun 
Selatan, Kabupaten Bekasi. Meskipun tidak disebutkan dalam petitum 
permohonan. Terhadap dalil Pemohon di Kelurahan Jatimulya yang tidak 
disebutkan dalam petitum tersebut, Pihak Terkait menanggapinya 
sebagai berikut.  

Yang pertama, kami sandingkan antara DAA-1 DPR dengan DAA-
1, pada intinya menunjukkan tidak ada perbedaan antara DA-1 DPR 
dengan DAA-1 DPR.  

 Kemudian juga, kami setelah me … menyandingkan bukti-bukti, 
maka poin C, Yang Mulia, perolehan suara Pihak Terkait pada C-1 DPR 
sebanyak 7.411 suara sah dan di DAA-1 DPR sebanyak 7.419, ada 
penambahan 8 suara. Kami jelaskan perbedaan perolehan suara itu di 
dalam tabel 6. Ada 3 TPS, yaitu TPS 168, TPS 186, dan TPS 223, dimana 
untuk C-1 DPR perolehan Partai Nasdem itu 38, tetapi di DAA-nya 
menjadi 36 atau berkurang 2. Kemudian, di TPS 186 C-1 DPR nya 16, di 
versi DAA-1 DPR menjadi 8.  

Kemudian, di TPS 233, dari 6 menjadi 8 atau berkurang 2. 
Namun, Yang Mulia, perbedaan suara ini dalam rekapitulasi Kelurahan di 
Rapat Pleno di PPK Tambun Selatan telah dikoreksi. Selanjutnya, kami 
juga sampaikan beberapa kronologi terkait jalannya proses rekapitulasi 
yang kami anggap dibacakan.  

Terakhir, Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana 
tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi 
untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam eksepsi, menerima 
eksepsi Pihak Terkait untuk sleuruhnya, menyatakan permohonan 
Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara: 
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya 
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 987 dan seterusnya, 

sepanjang terkait pengisian Anggota DPR Daerah Pemilihan VII 
Provinsi Jawa Barat. 
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3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan 
DPR RI daerah Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan VII, yang benar 
adalah sebagai berikut, di dalam tabel, kami anggap dibacakan. 

Terima kasih, Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi 
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 

 
1597. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Baik. Sekarang untuk Bawaslu, ya? 
 

1598. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Mohon izin, Yang Mulia. Kami akan sampaikan keterangan tertulis 

PHPU Anggota DPR RI Dapil VII … Dapil Jabar VII Kabupaten Bekasi. 
Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pengawasan terhadap 
proses pemungutan perhitungan suara dan proses rekapitulasi 
perhitungan suara dari tingkat PPK sampai dengan (…) 

 
1599. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Engga usah dibaca semua, Pak. Jadi … di Dapil Bekasi ini … VII 

Bekasi ini, apa yang terjadi dan apa penanganan … bentuk penanganan? 
Kalau ada. Kalau tidak kita lewatkan. 

 
1600. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 

 
 Baik, Yang Mulia. 
 

1601. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang krusial, apa? 
 

1602. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Bahwa berdasarkan pengawasan rekapitulasi di Kecamatan PPK 

Tambun Selatan terdapat tanggapan dan saksi Partai Politik antara lain 
PAN, Hanura, PKB, untuk melakukan pembukaan kotak suara dengan 
menghitung berdasarkan C-1 Plano. Rekapitulasi hasil perhitungan 
perolehan suara ulang di Kecamatan Tambun Selatan untuk pemilihan 
DPR RI telah selesai dilaksanakan dan hasilnya sudah ditandatangani 
oleh para saksi kecuali saksi dari PDI Perjuangan dan PKS yang masih 
merasa keberatan karena meminta untuk melakukan pembukaan kotak 
suara. Pada tanggal 10 Mei 2019, PPK Tambun Selatan mengakomodir 
keberatan saksi untuk membuka kotak suara dengan menggunakan dua 
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sampel yaitu Desa Mangunjaya dan Desa Sumber Jaya. Dianggap telah 
dibacakan. 

 Untuk selanjutnya. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah 
melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi dengan mekanisme 
acara cepat terhadap laporan a quo (…) 

 
1603. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya, siapa yang melanggar? 
 

1604. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Penanganan pelanggaran … melakukan penanganan pelanggaran 

administrasi dengan mekanisme acara cepat terhadap laporan a quo. 
Pemeriksaan dilakukan terhadap terlapor … pelapor, terlapor, Pihak 
Terkait, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/Kota dan saksi-saksi 
menghasilkan keputusan menyatakan KPU Kabupaten Bekasi terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu 
dan berikan teguran tertulis kepada KPU Kabupaten Bekasi, Bukti PK-13.  

 
1605. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya.  
 

1606. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Bahwa … bahwa pelapor atas nama Budi Purwanto mengajukan 

koreksi kepada Bawaslu RI untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan.  
 

1607. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya.  
 

1608. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Bahwa sampai saat ini komisi pemilihan umum kabupaten bekasi 

belum menindaklanjuti putusan Bawaslu RI hal tersebut diketahui 
adanya surat ketua KPU Republik Indonesia Nomor 94 dianggap 
dibacakan. Yang pada intinya menyatakan bahwa putusan Bawaslu RI 
dilaksanakan dengan cara menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi 
sebagaian dalam dari jawaban. Pada halaman 13 (…)  

 
1609. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Oh, yang dimaksud belum nindaklanjuti itu apa KPU?  
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1610. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 

 
  Kuputusan Bawaslu RI yang memerintahkan agar KPU Kabupaten 

Bekasi melakukan penyandingan data.  
  

1611. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Kemudian yang diminta untuk merupakan bagian dari jawaban ke 

MK.  
 

1612. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 KPU RI memberikan jawaban bahwa (…)  
 

1613. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oh, sekaligus akan dituangkan dalam jawaban ketika perkara di 

MK, gitu?  
 

1614. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Betul, Yang Mulia.  
 

1615. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oh.  
 

1616. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Terhadap rekomendasi diberikan jawaban oleh KPU RI, demikian.   
 

1617. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke, untuk selanjutnya.  
 

1618. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Untuk selanjutnya. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima 

pelimpahan … melakukan pelimpahan laporan a quo terhadap register 
Nomor 12 dianggap dibacakan. Terhadap dugaaan pelanggaran pidana 
pemilu yang pada pokoknya yang ingin saya samapaikan bahwa, 
menghasilkan kesimpulan tidak cukup bukti sehingga tidak dapat 
dilakukan, tidak dapat di tindak lanjuti dan telah diumumkan dalam 
status laporan hal tersebut diuraikan dalam keterangan tertulis halaman 
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15 dan dibuktikan dalam kode bukti PK-14. Demikian untuk keterangan 
terkait Bekasi.   

 
1619. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Bekasi. Indramayu sekarang! 
 

1620. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
  Untuk selanjutnya yang untuk Indramayu. 

 
1621. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ada persoalan yang mendasar di situ?  
 

1622. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Bahwa hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kabupaten 

Indramayu Dapil III yang dilakukan oleh Pemohon … Pemohon 
didasarkan pada formulir C-1 milik Pemohon dipeoleh suara Perindo 
adalah=9.888 suara, atau terdapat selisih penambahan suara=59 
perolehan suara untuk partai Perindo. 

 Bahwa hasil perolehan suara partai politik pada Dapil Indramayu 
III untuk perolehan suara DPRD kabupaten Indramayu berdasarkan 
Model DAA-1 DPRD Kabupaten Kota dan salinan setifikat Model C-1 
DPRD Kabupaten Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu 
bedasarkan hasil pencermatan dan penelitian terdapat TPS yang 
mengalami perubahan perolehan suara, yaitu di TPS 1 Desa Tenajar, 
Kecamatan Kertasemaya sebanyak=3 suara, TPS 3 desa Tambilor 
kecamatan Sliyeg sebanyak=1 suara. Hal tersebut diuraikan dalam 
keterangan tertulis halaman 19 dan dibuktikan dengan kode bukti PK-14, 
12-4, sampai dengan PK-14, 12-14.  

 
1623. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Yang Tenajar, Tambilor tadi, Sleman kan, 9, 10, 11 ini, ya?  
 

1624. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Betul, Yang Mulia.  
 

1625. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Rekap 14, 12, 9, ya? yang PK- 14, 12, 4 kan itu desa yang beda 

berkaitan dengan itu secara umum.  
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1626. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 

 
 Baik, Yang Mulia.   
 

1627. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya kan?  
 

1628. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 

 Ya, betul, Yang Mulia.   
 

1629. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Baik, lanjutkan. Mau (…) 
 

1630. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Bahwa terhadap laporan ini halaman 26, Yang Mulia. Langsung 

saja pada terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu 
yang disampaikan oleh Saudara Dra. Nurdin Jamil pada hari Kamis, 
tanggal dianggap dibacakan.  

 Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dilakukan 
oleh petugas penerima laporan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Laporan 
pelanggaran dugaan administrasi pemilu yang disampaikan dinyatakan 
tidak lengkap. Sebagaimana telah dicantumkan dalam formulir cekis 
penerimaan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu per tanggal 
23 Mei 2019. 

 Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan, terima kasih 
banyk atas perkenannya. Assalamualaikum wr. wb.  

 
1631. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya, saya bacakan catatan dari kami untuk Termohon. Softcopy 

daftar alat bukti belum disampaikan perbaikan jawaban Termohon yang 
disampaikan semuanya butuh kopi tidak ada asli supaya nanti di … di 
apa …. Diserahkan yang aslinya. Kemudian, kuasa hukum belum 
melampirkan kartu H. Sutikno, Tatang Rahmat, dan Nurulita Fatmawardi. 
Pihak Terkait partai Nasdem, kuasa hukum yang belum tanda tangan 
supaya nanti tanda tangan, Pak. Permohonan menjadi Pihak Terkait tidak 
ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Sama dengan kekurangan 
yang tadi. Ingat ya, PMK kita bahwa untuk menjadi Pihak Terkait itu 
syaratnya harus ada rekomendasi dari Ketua Umum dan Sekjen. Nanti 
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kalau meskipun Pihak Terkait itu bukan pihak secara langsung bisa juga 
nanti ada asas asas yuridis yang berdampak kepada Pihak Terkait.  

 Untuk itu, nanti sampai … sampai sebelum putusan kami dismissal 
nanti supaya dilengkapi. Kalau tidak nanti meskipun yang didis itu adalah 
permohonan Pemohon. Tapi kan paling tidak nanti Pihak Terkait juga 
apakah bisa kemudian langsung kalau ada proses perkara sampai 
pembuktia bisa Anda duduk di sana? Itu harus diperhatikan. Nah itu, bisa 
juga kami tidak akan mentolerir Anda untuk ikut sidang pada pembuktian 
kami. Kalau memang rekomendasi itu tidak dilengkapi. Pihak Terkait, ya? 
Kuasa hukum belum melampirkan kartu advokat, Pak Taufik, ya? 

 Oke, Pak Ketua.  
 

1632. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Kalau di catatan kami, hanya 1 yang mau kami … apa namanya … 

kami tegaskan. Yang berkaitan dengan Pemohon di sini, ya. Pemohon 
menyatakan menarik kembali … menarik atau menyatakan tidak berlaku 
untuk bukti untuk Dapil Indramayu III dari P-1 sampai dengan P-48, ya. 
Pada tanggal 23 Mei 2019, betul? 

 
1633. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU  
 
 Betul.  
 

1634. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, baik. Kemudian, buktinya untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII, 

P-235. Kemudian P-a sampai dengan P-d. Itu, ya.  
235 yang diajukan 23 Mei 2019. P-a sama P-d itu tambahannya, 

ya? 
 

1635. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU  

 
 Betul.  
 

1636. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Betul? Baik. 
  
 
 
 

KETUK PALU 1X 
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1637. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU  

 
 Selanjutnya, Majelis (...)  

 
1638. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Kemudian untuk … sebentar dulu. Dapil III ini Indramayu. 

Indramayu III itu yang ditarik, kan? Ya, Indramayu III yang ditarik, ya? 
 

1639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU  

 
 Ditarik.  
 

1640. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Betul. 
 

1641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU  

 
 Ya. 
 

1642. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Apa mau disampaikan, Pak? 
 

1643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU  

 
 Terkait dengan bukti, ya. Yang menjadi catatan Majelis pada 

sidang pertama tanggal 9 Juli 2019 yang lalu. Dapil VII DPR RI memang 
kami hanya mengajukan P-1 sampai dengan P-219. Selanjutnya yang 
disebutkan Majelis mulai TPS 1, 2, dan seterusnya berjumlah 14 TPS 
memang tidak kami ajukan.  

 
1644. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Oh, itu tidak diajukan? 
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1645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU  

 
 Ya, tidak kami ajukan sehingga kami koreksi, renvoi di keterangan 

alat bukti. Jadi sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPR RI 
Model C-1 DPR RI. TPS 1 sampai dengan TPS 23 kami ubah. Dari TPS-
TPS yang kami ajukan sebagai bukti. Koreksinya demikian.  

 
1646. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Jadi itu … tapi koreksinya di mana Bapak sampaikan? Sudah di 

waktu perbaikan disampaikan ndak ke Panitera? Belum? 
 

1647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU  

 
 Memang buktinya tidak dari awal dan tidak kami sampaikan.  
 

1648. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Oh, ya. Baik.  
 

1649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU  

 
 Ada kesalahan di keterangan bukti. 
 

1650. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

 Ya, kemudian untuk Termohon. Untuk Dapil DPR RI Jawa Barat 
VII, T-001 sampai dengan T-006, betul, Termohon?   

 
1651. KUASA HUKUM TERMOHON: 

 
 Ya. Betul, Yang Mulia. Meskipun ada tambahan 1 sebenarnya.  
 

1652. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Apa itu? Nanti disampaikan, ya, Pak, ya? 
 

1653. KUASA HUKUM TERMOHON: 
 
 Terima kasih. 
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1654. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya.  
 
 
 Kemudian, untuk … Termohon untuk DPRD Kabupaten Dapil 

Indramayu III 001 sampai dengan 004, ya? 
 

1655. KUASA HUKUM TERMOHON: 
 
 Ya, Yang Mulia.  
 

1656. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Betul, ya? 
 
 
 
 Kemudian, Pihak Terkait Nasdem untuk di Dapil Jawa Barat VII, 

PT-1 sampai dengan PT-7? 
 

1657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDIN PARU  

 
 Ya, betul, Yang Mulia. 
 

1658. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Baik. 
 
 
Kemudian, untuk Bawaslu Jawa Barat. Untuk Jawa Barat itu ada 

Bukti PK-14.1, ya? Betul?  
 

1659. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Betul.  
 

1660. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya. Di miknya, Pak. Kemudian, DPR RI Dapil Jawa Barat VII itu 

ada PK-14.16.1 sampai dengan PK-14.16.16 begitu, Pak, ya?   
 
 
 

KETUK PALU 1X 

KETUK PALU 1X 

KETUK PALU 1X 
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1661. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Betul, Yang Mulia. 
 

1662. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nah itu, oke.  
 
 
 
 Kemudian untuk DPRD Kabupaten Dapil Indramayu III, PK-

14.12.01 sampai dengan Pk-14.12.28. Begitu, ya? 
 

1663. BAWASLU RI: ZAKI HILMI 
 
 Betul, Yang Mulia.   
 

1664. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Baik.  
 
 
 
 
 Dengan demikian, semua alat bukti sudah disahkan (...)  
 

1665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 

  
 Mohon izin, Yang Mulia. 
 

1666. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Sebentar. Ya? 
 

1667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO:  

 
 Pemohon PKS, Yang Mulia. 
 

1668. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Oh, ya, bagaimana? 
 

KETUK PALU 1X 

KETUK PALU 1X 
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1669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 

 
 Kalau diperkenankan untuk Dapil III Indramayu mau 

menambahkan tambahan alat bukti, Yang Mulia.  
 

1670. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, bagaimana? Mau menyampaikan? 
 

1671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 

 
 Tambahan alat bukti. 

 
1672. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Tambahan alat bukti untuk? 
 

1673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 

 
 Untuk Dapil III Indramayu. 
 

1674. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ndak, Pemohon kan sudah kami batasi sampai dengan saat 

sebelum ini kan … sebelum … sebelum Termohon, Pihak Terkait 
menyampaikan jawabannya. Kan sudah kami tegaskan tadi. 

 
1675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 
 
 Ya, Yang Mulia. Kalau diperkenankan saja, Yang Mulia. 
 

1676. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Jadi, itu tidak bisa lagi, kami mohon maaf. 
 

1677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 

 
 Baik. 
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1678. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Tidak bisa lagi kami lakukan karena akan nanti tidak fair dengan 

yang lain. 
 

1679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 

 
 Baik. Berarti tadi yang … perubahan yang pembuktian tanggal 30 

Mei 2019, Yang Mulia. 
 

1680. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Yang pembuktian perubahan? 
 

1681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 

 
 Ya yang …berarti yang sudah disahkan yang P-1 sampai P-24(...) 
 

1682. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya … ya … ya itu tadi. 
 

1683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 

 
 Ya, baik, Yang Mulia. 
 

1684. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Yang Mulia, Termohon, izin. 
 

1685. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Bagaimana? 
 

1686. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA 
 
 Dari Termohon. Dapil III. Mohon penegasan saja. Tadi 

sebelumnya kami mendengar justru pembuktian di Dapil Indramayu III 
itu ditarik. Apakah itu ada maknanya dicabut atau bagaimana? 
Sementara kemudian muncul penambahan bukti lagi. Mohon penegasan! 
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1687. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nah, itu ... itu ... itu kan belum bisa kami sampaikan. Jadi karena 

yang ... yang kami ... karena yang kami reaksi tadi itu adalah bahwa 
sekarang lain ini tidak ada lagi boleh ada penambahan bukti karena 
sudah kami berikan sampai pada saat sebelum Termohon menyampaikan 
jawaban, kan begitu, Pihak Terkait. Nah, kalau sudah ada yang ditarik 
kalau kemudian lagi nambah Indramayu, kan ya disimpulkan sendiri, 
Bapak Termohon bagaimana itu? 

 
1688. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Atau mau mengajukan bukti penarikannya, kan bisa (...)  
 

1689. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, kita ndak tau (...)  
 

1690. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 

 
 Yang ditarik itu yang sebelumnya, Yang Mulia. Yang dipakai kan 

yang 30 Mei. Jadi, tetap yang P-1 sampai dengan P-24 tetap.  
 

1691. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Tadi kalau saya sampaikan itu Dapil Indramayu yang diajukan 

tanggal 23 Mei, kan? 
 

1692. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 

 
 Yang 30 Mei, Yang Mulia. 
 

1693. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Bukan. Ini yang tadi 23 Mei yang diajukan 23 Mei, Bukti P-1 

sampai dengan P-48. Ini catatan kami di Panitera, ini.  
 

1694. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 

 
 Ya, itu yang ditarik. Lalu, kan ada perbaikan tanggal 30 Mei, Yang 

Mulia. 
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1695. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Yang perbaikan tanggal? 
 

1696. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 

 
 30 Mei.  
 

1697. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 30 Mei itu kan yang P-1 sampai dengan P-24. 
 

1698. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 

 
 P-1 sampai dengan P-24. 
 

1699. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Sebentar, yang ada perbaikan itu P-23 dan P-24? 
 

1700. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 

 
 Ya. P-1 sampai dengan 24. Yang 30 Mei, Yang Mulia 

perbaikannya. 
 

1701. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, terus? 
  

1702. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 

 
 Jadi, itu yang dipakai, Yang Mulia. 
 

1703. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Yang Pak Dedi tanyakan itu berkaitan dengan ap ... apanya? Yang 

... yang mana yang ditarik, begitu? Ya, itu jadi yang ditarik itu adalah 
Bukti dari P-1 sampai dengan P-48 yang di (...) 
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1704. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 

 
 Digantikan dengan (...)  
 

1705. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Yang diajukan dari tanggal 23 Mei 2019, itu yang digantikan 

dengan ini. Yang tidak bisa saya sam ... kami berikan itu adalah kalau 
dia memberikan bukti terbaru yang terkait dengan ini, jelas ya, Pak Dedi, 
ya? 

 
1706. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 
 
 Majelis (...)  
 

1707. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Sebentar dulu! Saya belum selesai yang ini ... tadi yang bukti P-2 

perbaikan P-23 dan P-24 itu yang diajukan 30 Mei itu kami sahkan ... 
tadi baru ditegaskan untuk penarikannya. 

 
 
 Kemudian, bukti tambahan yang P ... PA sampai dengan PD itu 

juga ya, tanggal 11 Juli itu, Saudara Pemohon, ya itu? Itu disahkan. 
 
 
 

1708. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO 
 

 Ya. Betul, Yang Mulia. 
  

1709. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

 Jadi, saya tegaskan sekali lagi. Bukti yang diberi tanda P-1 sampai 
dengan P-48 yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2019 itu dinyatakan 
ditarik. Itu Termohon, ya? Baik. Tadi siapa yang angkat tangan? 

 
1710. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Yang Mulia, Majelis. Dari PPP Pemohon. 
  

KETUK PALU 1X 

KETUK PALU 1X 
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1711. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Oh, PPP? Soalnya ada 2 yang angkat tangan. Bapak belum angkat 

kaki tadi. 
 

1712. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

1713. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya. silakan, Pak! 
 

1714. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Ini kaitan dengan petugas penerimaan pada saat kami melampu 

... apa ... melakukan pendaftaran perkara, Yang Mulia. 
 

1715. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Gimana? 
 

1716. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 
 

 Pada tenggang waktu 3x24 jam (...)  
 

1717. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Terus? 
 

1718. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Jadi, tanggal 23 itu kan kami mendaftarkan untuk Pemohon Dapil 

2 Bekasi Kota.  
 

1719. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Terus?  Apa yang terjadi? 
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1720. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Nah, yang menjadi permasalahan yang kami butuh klarifikasi dan 

penegasan karena ini kaitan dengan petugas yang ada di bawah 
menyangkut eksepsi yang disampaikan oleh Pihak Termohon soal 
Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu. Yang perlu kami 
sampaikan kepada, Yang Mulia bahwa ketika pada saat kami melakukan 
pendaftaran, PPP selaku Pemohon itu dicatat di situ adalah Provinsi Jawa 
Barat. Sehingga, satu permohonan itu kami masukkan sekaligus, hanya 
pada saat itu tinggal Dapil 2 Bekasi Kota, Yang Mulia. 

 
1721. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Nah, ini sudah kan sudah ke acara pembuktian kalau anunya itu. 

Jadi, tidak ... jangan ditanggapi dulu soal itu! Jadi ... nanti (...)  
 

1722. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Baik. Kekhawatiran kami, ini kan dismissal perkara kelanjutan 

mengenai tenggang waktu, Dapil 2 Bekasi ini tidak ikut lagi, Yang Mulia. 
Karena pada saat itu kami berargumentasi pada tugas adalah ini 
berkaitan dengan permohonan, ya kan? Jadi, tolong ini harus 
didaftarkan! Petugas bilang, “Yang penting Provinsi Jawa Barat sudah 
masuk, ya maka kemudian yang lain masuk.” Padahal permohonan 
malam itu saya bawa, Yang Mulia, gitu. Nah, ini perlu ada semacam 
klarifikasi dan penegasan menyangkut hak dan kepentingan Pemohon, 
Yang Mulia. 

 
1723. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Nah, begini kan di dalam permohonan itu kan, nanti kan akan di 

... dinyatakan ... apa ... karena basisnya kan provinsi.  
 

1724. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Ya. 
 

1725. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Di dapil-dapil mana saja? Dan untuk kualifikasi apa saja yang 

akan dimajukan untuk permohonan, kan begitu?  
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1726. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Ya. 
 

1727. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Sehingga logikanya, pertama kali mengajukan permohonan 

dengan provinsi itu, maka terlepas dari belum lengkap atau belum, itu 
kan harus disebutkan dulu, Pak. Ya kan? Harus disebutkan dulu. Sebab 
nanti, akan jadi persoalan akan begini kalau itu nanti belum disebutkan, 
tiba-tiba ketika perbaikan Saudara dilakukan, lalu tiba-tiba muncul lagi 
permohonan dengan dalih bahwa permohonan pertama sudah sampai, 
itu tidak bisa terima.  

 
1728. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Itulah yang harus kami klarifikasi, Yang Mulia. 
 

1729. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nah (...)  
 

1730. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Permohonan malam itu kami bawa, Yang Mulia. 
 

1731. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ndak, bukan soal bawa. Bapak sebutkan tidak di ininya ... di dalil 

yang pertama? 
 

1732. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Di dalil yang pertama enggak masuk. 
 

1733. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nah, itu dia. 
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1734. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Dia tidak masuk karena … apa ... karena petugas menyampaikan 

bahwa yang penting Provinsi Jawa Barat sudah masuk, maka kemudian 
nanti yang itu saya bilang enggak bisa karena ini saya posisinya sebagai 
Pemohon.  

 
1735. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Ya, itu (…) 
 

1736. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING  

 
 Gitu, Yang Mulia. Kalau memang kalau Yang Mulia ini kan di 

bawah itu ada rekaman, biar diklarifikasi pada saat petugas yang … 
kalau tidak salah di meja 8, Yang Mulia.   

 
1737. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Ya, nanti kalau memang ada rekaman itu, itu bagian dari (…) 
 

1738. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Ya. 

 
1739. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Klarifikasi kami yang ketika akan mempertimbangkan 

Permohonan.  
 

1740. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Ya. 
 

1741. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nanti pasti akan dilihat itu.  
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1742. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Mohon dicatat, Yang Mulia. 
 

1743. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya.  
 

1744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Karena itu penting.  
  

1745. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ini sudah terekam ini, sudah tercatat langsung. Terima kasih, Pak.  
 

1746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1747. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, terima kasih. Pihak Terkait?  
 

1748. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

 
 Mohon izin, Yang Mulia. Tadi berdasarkan penyampaian Majelis 

Hakim tentang advokat (suara tidak terdengar jelas) yang beracara. Nah, 
Partai Demokrat saking banyaknya permohonan dan Terkait hampir 100-
an. Sedangkan, Penasehat Hukum cuma 10 sampai 15. Kami sudah 
memberikan Kuasa Substitusi, apakah itu butuh juga rekomendasi dari 
Ketum. Dalam kuasa pokok, kami diberi hak substitusi. Nah, sementara 
ini sudah berjalan beberapa kuasa substitusi.  

 
1749. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Di awal … di kuasa awal sudah ada penegasan?  
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1750. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

 
 Siap. 
 

1751. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Dengan kuasa substitusi?  
 

1752. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

 
 Siap. Contoh hari ini kita terbentur antarsidang Papua dan Jabar 

hari ini.  
 

1753. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya.  
 

1754. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

 
 Nah, ini merugikan klien dan sudah ribut di (suara tidak terdengar 

jelas) kita, Pak. Terima kasih. Mohon penjelasan.  
 

1755. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Begini Pak. Anda kalau sebagai Kuasa Hukum, punya hak untuk 

mensubtitusikan. Tau gak maksud substitusi itu? Substitusi itu hanya 
mewakili Kuasa Hukum yang sebenarnya tapi hanya untuk satu 
keperluan sesungguhnya.   

 
1756. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 
 
 Siap, ya itu.  
 

1757. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Misalnya menyerahkan jawaban, menghadiri untuk mendengarkan 

jawaban keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu. Dan besok 
lagi Bapak mestinya tidak bisa substitusi itu untuk berkali-kali. Kalau 
Anda kemudian mensubstitusikan lagi, buat substitusi lagi bahwa besok 
tidak bisa hadir mensubstitusikan lagi. Tapi, sesungguhnya tidak 
memutus … gak ada kaitannya dengan rekomendasi itu. Rekomendasi 
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tetap melekat ke Bapak hanya ketika Bapak mewakilkan sepanjang surat 
kuasa itu memuat hal substitusi, boleh Bapak mensubstitusikan setiap 
hari tapi harus dengan substitusi baru, tidak boleh substitusi itu untuk 
seterusnya itu hanya sekali pakai, Pak. Paham?  

 Jadi, tidak ada kaitannya dengan rekomendasi itu harus setiap 
substitusi ada rekomendasi bukan. Bapak itu hubungannya dengan yang 
Bapak beri substitusinya. Tidak da hubungannya dengan yang memberi 
kuasa pokok awal itu yang dari DPP itu.  

 
1758. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 
 
 Itu yang (…)  
 

1759. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tidak harus pakai rekomendasi dari DPP untuk kuasa substitusi. 

Substitusi itu hubungannya bukan substitusi dengan prinsipal, tapi 
substitusi dengan Bapak selaku Kuasa Hukum yang langsung 
mendapatkan kuasa dari prinsipal itu.  

 
1760. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 
 
 Izin untuk menghadiri sidang tertentu, gitu gitu? 
 

1761. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. 
 

1762. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

 
 Siap.  
 

1763. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Substitusi itu hanya suatu keperluan, Pak. 
 

1764. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

 
 Artinya diterima untuk hal itu? 
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1765. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bisa, tapi jangan seterusnya Bapak minta digantikan, jangan. 

Sekali pakai, Pak!   
 

1766. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 

 
 Siap.  
 

1767. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Itu itu apa namanya … itu sama dengan anu, Pak, apa dibilangnya 

… kaya pembungkus makanan sekali pakai itu, Pak. Jadi, habis itu tidak 
bisa lagi. Kalau mau disubstitusikan lagi, buat lagi untuk keperluan 
khusus yang lain. Ini kan beda, yang … misalnya Bapak memberikan 
substitusi sekarang untuk mendengarkan jawaban Termohon, itu ya. 
Besok kan sudah agendanya bukan itu?  

 
1768. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT 
 Ya.  
 

1769. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Jadi, sudah … pasti sudah lain ini bunyinya. Apalagi, Pak?   
 

1770. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Dari PPP soal Saksi, Yang Mulia. Dari P3 

ini kan (…)  
 

1771. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
  
 Nanti akan diumumkan saksinya, Pak.  
 

1772. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nanti, Pak.  
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1773. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Ini kaitan dengan saksi dari PPK. Jadi, melalui persidangan, Yang 

Mulia ini, kami mohon di dapil 2 Bekasi itu untuk P3 minta kepada 
Termohon untuk dihadirkan. Karena pada saat rekap di tingkat PPK itu 
ada rusuh, Pak.   

 
1774. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
 Nanti itu kaitannya sudah kami menilai itu, Pak. Jadi, nanti …  

nanti kami melihat relevansinya itu dan pasti akan di ini … karena akan 
di … kalau memang itu suatu yang sangat ini … yang sangat substansial, 
itu juga nanti akan dipertimbangkan, Pak. Ya?  

 
1775. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Dari kami Pemohon substansial karena (…)  
 

1776. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Pak, kami yang mempunyai pertimbangan itu, Pak.  
 

1777. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 

 
 Ya.  
 

1778. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Jadi, kan kami tidak bisa melihat hanya dari faktor saksi itu saja, 

dari faktor rusuh itu saja? Kami harus mempertimbangkan secara 
keseluruhan permohonan ini. Kan begitu?  

 
1779. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Ya. 
 

1780. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Untuk melihat, signifikan apa ndak untuk diteruskan? Kalau itu 

meskipun dikatakan kesaksiannya benar tapi signifikasinya tidak ada. 
Nah, itu yang Mahkamah jadi pertimbangan. Tetapi yang jelas panel 
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tidak mempunyai kewenangan untuk memutus itu. Itu kami yang harus 
berembuk dengan rapat Pleno 9 hakim, gitu. 

 
1781. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING 
 
 Kenapa pernyataan dari PPK sudah kami ajukan di bukti P-34, 

Yang Mulia.  
 

1782. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, nanti mohon … kita akan istirahat pukul 13.00. Dengan 

demikian tadi alat bukti sudah kami sahkan, kita masuk sekarang ke 
permohonan Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai 
Golkar. Yang Mulia, Pak Suhartoyo.  

 
1783. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Mohon izin, Pak Wahid, saya bantu supaya … langsung, Pak, ke 

eksepsi, Pak, Partai Golkar.  
 

1784. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami selaku Termohon 

menyampaikan jawaban Termohon yang diajukan Partai Golkar untuk 
Provinsi Jawa Barat. Sebelum ke eksepsi, Yang Mulia, kami tegaskan 
dulu bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Pemohon telah 
menarik 2 permohonan, yaitu untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 
Jawa Barat X, dan DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi VI. Oleh 
karenanya, sepanjang mengenai 2 dapil tersebut, jawaban kami, kami 
tidak akan membacakan kembali karena permohonannya sudah ditarik 
pada waktu pemeriksaan pendahuluan. Kemudian eksepsi, Yang Mulia. 
Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan. Satu, untuk 
dapil Jawa Barat 11 di halaman 5, poin 6, menurut kami, permohonan 
Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan perhitungan suara 
yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut 
Termohon dan dalam petitumnya tidak menuntut berapa perolehan 
suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya, menurut kami, 
permohonan sepanjang Dapil Jawa Barat XI tidak memenuhi syarat 
permohonan. Begitu juga untuk permohonan di Dapil Bekasi Dapil II.  

 
1785. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
  Tidak memenuhi syarat juga?  
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1786. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Tidak memenuhi syarat juga, Yang Mulia.  
 

1787. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Jadi kalau permohonan tidak memenuhi syarat apa namanya itu? 
 

1788. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Permohonan tidak dapat diterima, Yang Mulia, atau harus di (...)  
 

1789. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. Itu kan ... terus apa (...)  
 

1790. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Renvoi, Yang Mulia, bukan Kabupaten Bekasi, tapi Kota Bekasi 

dapil 2, Yang Mulia. 
 

1791. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang (...)  
 

1792. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Halaman 5 poin A2. 
 

1793. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 A2 kabupaten? 
 

1794. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Ya. 
 

1795. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ini tulis kota? 
 

1796. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Kota, Yang Mulia.  
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1797. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. Pokok permohonan. 
 

1798. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Dalam pokok permohonan, terkait keanggotaan untuk DPRD 

Provinsi Jawa Barat dapil Jawa Barat 11, bahwa Termohon menolak 
dengan tegas seluruh da ... dalil yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa 
Terkait dalil yang diajukan oleh pemohon pada intinya 
mempermasalahkan suara caleg Partai Golkar atas nama Reynaldi Putra 
di Kabupaten Subang. Bahwa terkait rekapitulasi di Kabupaten Subang, 
Yang Mulia, sudah ada rekomendasi atau putusan acara cepat dari 
Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Formulir Model ADM 22 
tanggal 12 Mei 2019, yang pada intinya menyatakan bawa propins ... 
Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutuskan tidak terbukti terdapat 
pelanggaran administrasi terkait rekapitulasi di Kabupaten Subang. 
Begitu juga Bawaslu RI terkait rekapitulasi di Kabupaten Subang, sudah 
membuat putusan dalam Putusan Nomor 07 dan seterusnya, tanggal 13 
Juni 2019 yang pada intinya putusan tersebut menyatakan tidak terbukti 
terdapat pelanggaran administrasi terkait rekapitulasi di Kabupaten 
Subang sebagaimana dalil Pemohon.  

 
1799. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Terus tabel-tabel ini untuk ... untuk menguatkan (...)  
 

1800. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Baik, Yang Mulia, di ... di halaman selanjutnya kami sandingkan 

tabel perolehan suara Partai Golkar atas nama Reynaldi Putra yang 
dipermasalahkan oleh Pemohon. Tabel dari halalaman 9, 10, 11, 12, 13, 
14, sampai tabel 15 di halaman 15, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.  

1801. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Apa lagi mengenai Reynaldi selanjutnya? 
 

1802. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Selanjutnya mengenai Reynaldi, berdasarkan alat bukti di atas, 

terbukti dalil Pemohon tentang penggelembungan caleg Partai Golkar 
atas nama Reynaldi Putra dalam C-1 TPS-TPS dan DAA-1 di 7 kecamatan 
di Kabupaten Subang adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut 
hukum. Oleh karenanya, harus dikesampingkan. 
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1803. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. 
 

1804. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Lanjut, Yang Mulia. Di dapil Kota Bekasi 2. Bahwa pada pokoknya 

Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh 
Pemohon terkait dapil kota Bekasi 2. Dalam permohonannya, Pemohon 
mendalilkan tentang perolehan suara antar Rasmius Pasaribu dan H. 
Sulistyadi. Keduanya merupakan caleg dari Partai Golkar di dapil Kota 
Bekasi 2. Bahwa ... yang pertama, tabel 1, perolehan suara di Kelurahan 
perwira, TPS 062, kami anggap dibacakan, TPS 45 Kelurahan Perwira, 
kami anggap dibacakan, TPS 19 Kelurahan Teluk Pucung kami anggap 
dibacakan, TPS 16 ... 119, Yang Mulia. 

 
1805. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya, Teluk Pucung. Karangmulya. 
 

1806. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
  
 TPS 167 Kelurahan Teluk Pucung, TPS 41 Kelurahan Margamulya, 

TPS 45 Margamulya, TPS 34 Harapan Jaya, TPS 38 Kelurahan Harapan 
Jaya, TPS 53, Harapan Jaya, TPS 105 Harapan Jaya, dan seterusnya, 
Yang Mulia, sampai halaman 22, Yang Mulia. Kami anggap dibacakan 
tabel-tabelnya. Bahwa ... lanjut halaman 22 poin 35. Bahwa terkait 
adanya kesalahan rekapitulasi perolehan suara Bawaslu Kota Bekasi telah 
mengeluarkan rekomendasi renvoi, Yang Mulia, bukan rekomendaso, tapi 
rekomendasi. Nomor 97, dan seterusnya yang pada intinya 
merekomendasikan kepada KPU Kota Bekasi, untuk melakukan perbaikan 
dengan cara pencermatan C-1 dengan DAA-1 di 3 Kelurahan tersebut di 
atas. Mungkin kami tambahkan, Yang Mulia, untuk rekomendasinya itu 
tertanggal 9 Mei 2019 (…) 

 
1807. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 9 Mei? 
 

1808. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 2019. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi 

tersebut, KPU Kota Bekasi telah melakukan tindak lanjut dengan 
menyandingkan hasil perolehan suara antara C-1 dengan DAA di 3 
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kelurahan tersebut si atas. Berdasarkan penyandingan data, maka 
diperoleh … perolehan suara sebagaimana dalam tabel H, poin 36, kami 
bacakan, Yang Mulia, ya? 

 
1809. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Rasnius berapa ini? 
 

1810. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Nomor 1, Rasnius Pasaribu, sebelum koreksi suaranya 3.372, 

sesudah koreksi suaranya sama, 3.372. 
 H. Sulistiyadi, sebelum koreksi 3.420, sesudah koreksi menjadi 

3.279. 
 Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil 

perhitungan perolehan suara oleh Termohon sudah dilakukan koreksi 
sesuai rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi dan rekapitulasi tersebut sudah 
benar dan perhitungan suara oleh Pemohon tidak benar. Dan oleh 
karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah di … haruslah 
ditolak atau dikesampingkan. Untuk Dapil Kota Bekasi VI karena sudah 
dicabut sama Pemohon pada waktu pemeriksaan pendahuluan, maka 
tidak kami bacakan, Yang Mulia. 

 Langsung ke Petitum halaman 25, Yang Mulia. Petitum dalam 
eksepsi 
1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima  

Dalam pokok permohonan: 
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya 
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 987 dan seterusnya tertanggal 21 Mei 2019, atau 
apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang 
seadil-adilnya. 

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin dan kawan-
kawan. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
1811. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Baik, sekarang dari Pihak Terkait yang internal dulu, ya? Siapa 

yang akan membacakan? Silakan, Pak! 
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1812. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Terima kasih, Yang Mulia atas diberikannya kesempatan kepada 

kami selaku Pihak Terkait, Kuasa Hukum Ransius Pasaribu. Yang Mulia, 
kami langsung kepada pokok perkara, kami tidak melakukan … tidak 
mengadakan eksepsi. Jadi, bahwa Pihak Terkait dengan ini memberikan 
keterangan dalam Perkara Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 
sesuai dengan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota 
Bekasi yang diberikan kepada Pihak Terkait sebagai berikut, seperti 
dalam dalil Pemohon yang sudah tadi pihak Termohon bacakan, 
mengenai dugaan penggelembungan suara atau peralihan suara yang 
didalilkan oleh Pemohon untuk beberapa TPS, karena sama tadi dengan 
yang dibacakan oleh Termohon, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. 

  
1813. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Bukan dianggap dibacakan … oh, yang ini yang sependapat 

dengan Termohon, ya?  
 

1814. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Ya. 
 

1815. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Dianggap dibacakan. 
 

1816. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Ya, dianggap dibacakan karena sama isinya. 

1817. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ini menyuruh Hakim mencari-cari. Yasudah, ayo Pak, lanjutkan! 

Ada yang beda kah dengan keterangan Termohon? 
 

1818. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
  Ya, mungkin ada. Jadi sesuai dengan permohonan kami yang 

saya bacakan di awal tadi mengenai permohonan ke Bawaslu untuk 
menghitung ulang, Bawaslu telah memberikan rekomendasi kepada 
KPUD untuk menghitung ulang, sekaligus memeriksa PPK Kota Bekasi 
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dan di dalam keputusannya bahwa laporan yang diregister tanggal 13 
Mei 2019 yang pada pokok putusannya menyatakan terlapor PPK 
Kecamatan Bekasi Utara terbukti melakukan pelanggaran administrasi 
pemilu (…) 

 
1819. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Tidak terbukti apa terbukti? 
 

1820. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Terbukti, Yang Mulia. 
 

1821. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Angka 4 ini kan? Halaman 21? 
 

1822. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Ya. halaman 21, betul, Yang Mulia. 
 

1823. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bahwa … Bapak baca, coba! 
 

1824. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Bahwa laporan yang diregister tanggal 13 Mei 2019 yang pada 

pokok putusannya menyatakan terlapor PPK Kecamatan Bekasi Utara 
terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu.  

1825. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bekasi Barat? (…) 
 

1826. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Bekasi Utara, Yang Mulia. 
 

1827. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Kecamatan Medan Satria? 
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1828. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 
 
 Bekasi Utara, Yang Mulia, Dapil II. 
 

1829. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Melakukan pelanggaran … oh, berarti bukan angka 4 Bapak itu. 

Angka 2 tadi. 
 

1830. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Ya, angka 2. 
 

1831. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Angka 2 terbukti. 
 

1832. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Ya, terbukti PPK (…) 
 

1833. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Kalau yang angka 4? Tidak terbukti ya? 
 

1834. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Yang lain kita tidak bacakan karena tidak ada hubungannya 

dengan Dapil II. Kita masukkan itu karena itu satu kesatuan di Surat 
Bawaslu (…) 

 
1835. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. Oh gitu. Karena per 13 Mei ini semua, ya?  
 

1836. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Ya. 
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1837. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

 Jadi yang utara terbukti, yang barat tidak terbukti, tapi Bapak 
tidak perlu bacakan karena tidak (…) 

 
1838. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 
 
 Ya, betul, Yang Mulia (…) 
 

1839. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oke. 
 

1840. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Karena diperkenankan. Kalau mau dibacakan, kita mampu 

membacakan (…) 
 

1841. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya, sudahlah, Bapak tadi sudah mengatakan tidak perlu 

dibacakan. Apa lagi? 
 

1842. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Berdasarkan itu, hasil perolehan suara terakhir adalah Pihak 

Terkait, Ransius Pasaribu memperoleh suara 3.372, sementara Pemohon 
3.279. 

 
1843. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Di mana itu? Di tabel?  
 

1844. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Ya, di halaman 20, tabel.  
 

1845. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oh, oke, 3.372. 
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1846. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 3.372, Pihak Terkait. 
 

1847. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya. 
 

1848. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Sementara Pemohon Haji Sulistiadi=3.279.  
 

1849. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Sulistiadi=37 … 3.279?  
  

1850. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Ya.  
 

1851. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bapak, tidak tebalkan si Sulistiadinya. Sudah? Cukup? Ke petitum. 

Atau masih ada? 
 

1852. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Sebelum ke petitum, ada kesimpulan, Yang Mulia.  
 

1853. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya.  
 

1854. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Pihak Terkait berkesimpulan sebagai berikut. 
 Bahwa, penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum tahun 2019 

Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan selanjutnya (…) 
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1855. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Sudah sesuai dengan peraturan perundang-udangan (…) 
 

1856. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Yang berlaku.  
 

1857. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya, apa lagi?  
 

1858. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Petitum, Yang Mulia.   
 

1859. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Petitum. 
 

1860. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Berdasarkan hal tersebut di atas. Maka, Pihak Terkait dengan ini 

memohon kepada ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar 
berkenan memutus sebagai berikut. 

 Menerima keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.  
 

1861. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Baik.  
 

1862. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Menolak permohoan Pemohon dari partai Golkar dan Haji 

Sulistiadi S.E.  
 Mengatakan sah atas keputusan komisi pemilihan umum tahun 

2019 DPRD kota Bekasi daerah pemilihan 2 Nomor 987/PL.01.8-
KPT/06/KPU/V/2019 khususnya mengenai ditetapkannya Pihak Terkait in 
casu Rasnius Pasaribu selaku anggota perwakilan rakyat daerah kota 
Bekasi mewakili partai Golongan Karya dari Dapil II Kecamatan Bekasi 
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Utara.  Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
1863. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Baik, terima kasih, Pak Samosir. Sekarang dari Nasdem, 

nomornya benar ini, ya 168? Nasdem, apa? Nasdem?   
 

1864. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-12168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
ANDANA MARPAUNG 

 
 Ya, Yang Mulia.  
 

1865. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?   
 

1866. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-12168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
ANDANA MARPAUNG 

 
 Perkara Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk 

Jabar X karena waktu sidang pendahuluan sudah dicabut, jadi kami tidak 
memasukkan.  

 
1867. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Oh, ini tidak … tidak (…)  
 

1868. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-12168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
ANDANA MARPAUNG 

 
 Ya.  
 

1869. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Tidak berlu dibacakan?  
 
 



 

248 

1870. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 10-08-12168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 102-10-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: 
ANDANA MARPAUNG 

 
 Karena sudah dicabut oleh Pemohon sendiri untuk Jabar 10 DPRD. 

Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1871. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Terima kasih. Bawaslu?  
 

1872. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan perselisihan hasil 

pemilihan umum anggota DPRD provinsi daerah pemilihan Jawa Barat X, 
Kabupaten Subang. Bawaslu Provinsi Jawa Barat akan menyampaikan ke 
… keterangan sebagai berikut: 

 Ini tercantum dalam halaman 536 sampai dengan 583 bahwa 
Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara sejumlah=1.007 suara, 
di 50 TPS, 28 desa dan 7 kecamatan. Sehingga, Pemohon memandang 
yang berhak mendapatkan kursi adalah H. Y. Untung, Spd. Bukan 
Renaldy Putra Adita Budi berdasarkan hal tersebut Pemohon melaporkan 
dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu provinsi Jawa Barat.  

 
1873. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Apa yang direspons Bawaslu Pak sekarang, Pak?  
 

1874. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 
 Baik.  
 

1875. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Di halaman berapa itu?  
 

1876. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 
 Bahwa terkait dugaan ketidak sesuain data perolehan suara 

Bawaslu Provinsi Jawa Barat memberi rekomendasi kepada KPU Provinsi 
Jawa Barat denga nomor 100/Bawaslu/Prof.GT/PM/V/2019 tangggal 10 
Mei 2019 yang pada pokoknya merekomendasikan agar KPU Kabupaten 
Kuningan dan KPU Kabupaten Subang melakukan penyandingan 
perolehan suara sebagaimana bukti PK14-8.  
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 Kemudian, bahwa pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 Bawaslu 
Provinsi Jawa Barat menerima laporan yang disampaikan oleh Saudara 
Memen Nuryaman yang diberi kuasa oleh Saudara H. Y. Untung, Spd, 
terkait dugaan adanya perbedaan jumlah perolehan suara antara 
setifikat Model C-1 DAA-1 dan DA-1 DPRD Provinsi Jawa Barat dan 
seterusnya mohon dianggap dibacakan.  

 
1877. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya.  
 

1878. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 

 Selanjutnya bahwa terhadap pelaporan tersebut telah dilakukan 
sidang pemeriksaan administrasi dengan cara cepat. 

 
1879. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. 
 

1880. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 
 Pada tanggal 11 Mei (…)  
 

1881. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Apa hasilnya? Langsung bacakan saja.  
 

1882. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 
 Baik, hasilnya adalah dengan putusan menyatakan dugaan 

pelanggaran perbedaan jumlah perolehan suara tidak cukup bukti. 
Sebagaimana terlampir bukti PK14-11 dan bukti PK14-12. Selanjutnya, 
bahwa pelapor atas nama Saudara Memen Nuryaman dan seterusnya 
juga memohon koreksi kepada (…)   

 
1883. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya, pusat.  
 

1884. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 
 Ke pak (…)  
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1885. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Bawaslu RI?  
 

1886. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 
 Bawaslu RI.  
 

1887. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Apa putusan Bawaslu RI?  
  

1888. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 
 Yang, bahwa putusannya adalah  bahwa KPU Kabupaten Subang 

tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Sebagaimana 
bukti (...)  

 
1889. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. 
 

1890. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 
 Bukti PK-14.13-63. Demikian untuk Kabupaten Subang. 

Selanjutnya untuk Kabu … Kota Bekasi Dapil II. 
 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan/kekeliruan 

Termohon dimana terdapat perubahan penambahan dan seterusnya, 
mohon dianggap sudah dibacakan.   

 Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data 
terhadap Formulir C-1 Model DPRD Kabupaten/Kota dengan DAA-1 
Model DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi di 19 
TPS yang dipersoalkan yang tersebar di 6 Kelurahan, Kecamatan Bekasi 
Utara. 

 Berdasarkan penyandingan data tersebut, dari 9 TPS tersebut 
yang mengalami adanya perbedaan berjumlah 15 TPS, yaitu di TPS 45 
dan seterusnya mohon dianggap sudah dibacakan. 

 
1891. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya.  
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1892. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 
 Sebagaimana Bukti PK-14.23-41 sampai dengan Bukti PK-14.23-

63.  
 

1893. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya.  
 

1894. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 
 Kemudian, bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok 

permohonannya terkait kronologis adanya perubahan hasil pemilihan 
DPRD Kota Bekasi Dapil II Kecamatan Bekasi Utara dari DA-1 DPRD 
Kabupaten/Kota, Kecamatan Bekasi Utara ke DB-1 KPU Kota Bekasi.  

 Selanjutnya, bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan analisis 
perbandingan data dari Form DAA-1 Model DPRD Kabupaten/Kota, 
Kelurahan Teluk Pucung. Form DAA-1 Model DPRD Kabupaten/Kota, 
Kelurahan Margamulya dan seterusnya. 

 Yang diketahui ada perbedaan perolehan suara pada Caleg Golkar 
Nomor Urut 3 atas nama H. Sulistiadi. Bukti PK-14.23-64.  

 Dan kemudian, bahwa saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota 
Bekasi, Bawaslu Kota Bekasi telah menyandingkan Form DA-1 Model 
DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Bekasi Utara dengan Form DB-1 
Model DPRD Kabupaten/Kota. KPU Kota Bekasi dan ditemukan adanya 
perbedaan. Berdasarkan perbedaan perolehan suara tersebut, Bawaslu 
Kota Bekasi menerima surat dari Saudara Rasnius Pasaribu, Caleg DPRD 
Kota Bekasi Nomor Urut 2. Pada tanggal 9 Mei 2019 bahwa Bawaslu Kota 
Bekasi kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat 
rekomendasi Nomor 97/K.Bawaslu.CB dan seterusnya tertanggal 9 Mei 
2019 pada KPU Kota Bekasi yang pada pokoknya merekomendasikan 
perbaikan kepada KPU Kota Bekasi. 

 KPU Kota Bekasi dan melakukan pengecekan kembali C-1 yang 
disandingkan dengan DAA-1 di 3 kelurahan daerah Kecamatan Bekasi 
Utara yaitu Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, 
Kelurahan Harapan Jaya.    

 
1895. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya.  
 

1896. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 
 Bagaimana (...)  
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1897. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 PK-14.23-66 ini, ya?  
 

1898. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 
 Betul, Yang Mulia.    
 

1899. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ayo, Bekasi Daerah Pemilihan VI.  
 

1900. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 
 Baik. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.  
 

1901. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Sudah, ya? Baik, terima kasih. Catatan untuk Pihak Terkait Partai 

Golkar Caleg Rasnius Pasaribu ini Bapak Samosir belum melampirkan 
surat persetujuan dan permohonan sebagai Pihak Terkait.  

 
1902. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-

12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 
 
 Baik, Yang Mulia. Kami sudah ajukan kepada Partai Golkar sesuai 

dengan kami selaku Pihak Terkait dan suratnya sudah kami lampirkan 
ketika kami (...)  

  
1903. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Sudah ada suratnya? 
 

1904. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Belum dijawab sampai hari ini, Yang Mulia. 
 

1905. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Surat rekomendasinya sudah ada? 
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1906. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

 
 Belum ada, Yang Mulia. Belum tahu sama sekali.  
 

1907. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oh, ya. Yang ada surat permohonannya? 
 

1908. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Dia mengajukan ke Golkar. 
 

1909. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Saya lampirkan permohonan ke Golkar untuk memohon kepada 

Mahkamah, mejadi Pihak Terkait, Yang Mulia. 
 

1910. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oh, tapi belum ada ya? Pihak Terkait, Nasdem … oh, ya ditarik. 

 Oke, terima kasih, Pak Ketua. Tinggal buktinya.  
 

1911. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Baik, terima kasih, Yang Mulia, Pak Suhartoyo. Catatan tadi sudah 

diberikan. Saya ingin menyampaikan sekarang. Dari Pemohon yang 
kemarin daftar buktinya yang pada persidangan sebelumnya ada 
“masalah” sudah diperbaiki daftar Bukti P.42, betul? Nah, jadi oke. Sudah 
kita sahkan.  

 
  
 
 Kemudian, untuk Termohon untuk Dapil Bekasi ada … ada Bukti 

P-009 … T-009 sampai T-011, betul, Termohon? Coba di cek dulu. 
 

1912. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Untuk Dapil II, betul, Yang Mulia.  
 

1913. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Betul T-009, betul. Ya, sudah tidak ada masalah. 
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 Dapil Bekasi VI, 012 sampai dengan 014, betul? 
 

1914. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Betul, Yang Mulia.  
 
 
 
 Ya, sudah. Tidak ada masalah. 
 DPRD Provinsi Dapil Jabar X, 001 sampai dengan 004, betul?  
 

1915. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Betul, Yang Mulia.  
 

1916. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

 
 
 Provinsi … untuk Provinsi Dapil Jabar XI, 005 sampai dengan 008, 

betul? 
 

1917. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Betul, Yang Mulia. 
 

1918. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nah, ini sudah sampai dalam series Saras 008, ini.  
 
 
 
 
Ya, kemudian (...)  
 

1919. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Izin, Yang Mulia. Nanti kami juga akan menyampaikan bukti 

tambahan, Yang Mulia. 
 

1920. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, itu seperti yang saya sampaikan setelah ini, batasnya hari ini. 
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1921. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

1922. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Baik. Kemudian Bawaslu untuk Provinsi Jawa Barat PK14-8 sampai 

dengan PK14-13 ya, Pak? 
 

1923. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 

 Betul, Yang Mulia. 
 

1924. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Baik.  
 
  
 Kemudian untuk Karawang Dapil Jabar X DPRD Provinsi PK14.151 

sampai dengan PK14.1511? 
 

1925. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 
 Betul, Yang Mulia. 
 

1926. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya. 
 
 
 Kemudian Subang untuk Jabar XI DPRD Provinsi, PK14.1361 

sampai dengan PK14.13141? 
 

1927. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
 
 Betul, Yang Mulia. 
 

1928. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
  
 Ya. 
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 Kemudian untuk Kota Bekasi Dapil II DPRD Kabupaten/Kota, 
PK14.2341 sampai dengan PK14.2366, ya? Untuk Dapil II Kota Bekasi? 
41 sampai dengan 66?  

 
1929. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 

 
 Betul, Yang Mulia. 
 

1930. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nah, betul.  
 
  
 
 Kemudian untuk Kota Bekasi Dapil VI, PK ujung terakhirnya 67 

sampai dengan 97? 
 
 

1931. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO 
  
 Betul, Yang Mulia. 
 

1932. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, sudah. 
 
  
 Baik. Dengan demikian, maka masih ada 2 permohonan lagi. Tapi 

kita harus beristirahat sebentar, ya. Supaya dapat makan siang, salat, 
dan sebagainya. 

 
1933. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 

 
 Izin, Yang Mulia. Dari Termohon, sedikit, Yang Mulia. 
 

1934. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya? 
 

1935. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
  
 Untuk alat bukti tambahan kami sampaikan di persidangan atau 

melalui Panitera yang di bawah, Yang Mulia, nanti? 
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1936. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Melalui Panitera. 
 

1937. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Oh, ya. Baik, Yang Mulia. 
 

1938. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Tadi siapa lagi yang mau bertanya? Oh, sudah. 
 

1939. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
 Kalau yang sudah boleh tidak masuk lagi enggak, Yang Mulia? 
 

1940. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Boleh, tapi dengan pengumumannya dulu, Pak. Ini kayak Bapak 

mau sekolah lawak, yang lucu boleh pulang. 
 Ya, ini. Jadi begini, untuk panggilan berikutnya, itu untuk 

permohonan-permohonan yang akan terus ke proses pem ... 
mendengarkan keterangan saksi dan ahli itu atau yang disebut proses 
pembuktian itu. Itu akan disampaikan melalui surat panggilan resmi 
melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi dan juga nanti akan ada di 
email dan telepon. 

 Nah, seber ... sehubungan dengan hal itu, pada saudara-saudara 
kami sampaikan beberapa catatan, yaitu: 
1. Bahwa mengenai jumlah saksi at ... atau ahli, masing-masing pihak 

itu akan diberitahukan bersamaan dengan surat panggilan itu. 
2. Daftar saksi, mohon dicatat. Daftar saksi itu mohon paling tidak 

berisi keterangan, nama, nomor identitas, kemudian agama, ini 
penting karena nanti untuk keperluan penyumpahan, dan pokok-
pokok keterangan saksi yang akan disampaikan. Supaya tidak 
mengajukan, saksi tapi yang diminta apa namanya ... yang 
diterangkan tidak ada hubungannya dengan persoalan. Walaupun 
hubungan dengan Pemohon baik-baik saja, ndak ini. 

3. Daftar ahli setidak-tidaknya berisi tadi kalau saksi, sekarang 
kalau ahli juga begitu. Nama, nomor identitas, agama, CV, dan 
keterangan tertulis ahli itu. Paling lambat itu diajukan, paling lambat 
sudah kami terima 1 hari sebelum sidang pembuktian yang nanti akan 
terlihat di dalam surat panggilan itu. Begitu ya, Bapak-Bapak? 
Bagaimana, Pak Samosir? 
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1941. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 
 

 Mohon izin, Yang Mulia. Ini ada alat bukti kami bawa, apa kami 
kasih di sini apa di bawah? 

 
1942. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

  
 Tidak, tadi sudah disampaikan lewat Panitera, Pak. 
 

1943. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 

  
 Ini bukan bukti tambahan, Yang Mulia. 
 

1944. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ha? 
 

1945. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 168-04-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALOYSIUS SAMOSIR 
 

 Oh, dibawa saja. Terima kasih. 
 

1946. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, dibawa dulu nanti diregistrasi, kemudian diverifikasi dulu. 

Nanti Bapak bawa bukti aneh-aneh pula nanti kan kita belum, verifikasi 
begitu, ya? Saya mohon maaf untuk Partai Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/20 

19 dan Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Jadi, 
setelah pukul 14.00 WIB nanti dilanjutkan. Dengan demikian, maka 
untuk sidang ini kita skors sampai pukul 14.00 WIB. 

 
 

 
 
 
            Jakarta, 15 Juli 2019 

Panitera, 
                                                                         

ttd. 
Muhidin 
NIP. 19610818 198302 1 001 
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